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1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1])

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciotaan: b.

Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan;

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;

e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g.

Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan.

(Pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 11 3 ayat [3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp4 000.000 000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

b
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KATA PENGANTAR

Segala puji sprkur bagi Allah Rabb semesta rilam yang

telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada

penulis sehingga dapirt menyelesaikan penulisan buku ini'

shalawirt dan salzrm semoga senantiasa terlimpahkan kepada

nabi Muhammad SAW, yang telah memperiuangkan Islam ke

semesta alam' semoga titah per-!uangan ini dapat penulis

teruskan.

Dalarn buku ini' penulis menguraikan tentang

permasalilh2ln hukum dalam menyelesaikan sengketa ekorlon-ri

sytrrial-r di peradilan agama pasca terbitnya Undar"rg-Undang

Nomor 3 Tahur 2006 tentang perr.rbahan Undang- U ndang No mor

7 tahun 1989 tentang perzrdilan a[Jama. Permasalahan sulfiiursi

pas.al 49 dan penielasannya masih menimbulkan rnultitafsir

sehingga berimplikasi kepada ketidakpastian hukr'rrn btrgi

pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara l-rukum ekorlon]i

syariah. Begitu juga keberadaa Kompilasi Hukum Ekonon'ri

syariah (KHES) sebtrgai ruiukan hr.rkum bagi hakim dalarn

penyelesaian sengketa masih dirasakan belum maksimal seiring

clengan perkembangan Persoalan ekonomi syariah yang kian

pesar dan kekhawatiran terhaclap kapasitas hakim terhadap



t'i

kewenangan rnenangani sengketa ekonomi syariah di

Indonesia..

Oleh sebab itu, dalam buku ini juga dipaparkan

bagaimana strategi y^ng bisa dilakukan ag r persoalan

penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah dapat diterapkan

serll maksim4 iaiu melalui penyempurnaan KHES dengan

rnernperhatikan kondisi sosiologis dan psikologis bangsa

Indonesia serta menggr.rnakan bahasa hukum yang jelas dan

mudah di pahami. Strategi lain adalah dengan mernpersiapkan

para hakim agama dengan rnemperkaya pengetahuan hukum di

bidang ekonomi syariah, maupun hukum ekonomi konvensionirl

di Indonesia.

Mudah- rnudahan nielalui bukr ini d ap at rne mbe rikan suatu

yang berarti bagi dunia akademis dan masyarakat. Meskipun

demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam

penFrsullan buku ini, baik redaksi, bahtrsa maupun kontennya.

Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat

penulis harapkan demi sempurnanya karya ini.

Wassalamualaikum wr. wb

Bengkulu, Mei 2018

Fauzan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Di Indonesia, penyelengaraan peradilan diarur dalam
Undang-Llndang Nomor 4 Tahun 2004r tentang kekuasaan

kehakiman. Di dalam Pas'al 1 disebutkan bahwa yang dimtrksud
dengan kekuasaan kehaki man adalah keknsa.rn ngara yarg medeka

untuk meryrelengarakan pe radilan gu na untu k me ne gakkan hu kum
clan keadilan berdasarkan pancasila den-ri terselenggaranya

negara hukum republik Indonesia.2

' Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merupakan
pengganti dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok pokok kekuasaan

kehakiman. Perubahan tersebut muncul dari sebuah tuntutan reformasi yang

menginginkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari

pengaruh kekuasaan lain. Sehingga dengan berlakunya undang-undanag baru tersebut
maka segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknik yudisial maupun

urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap Mahkamah

Agu ng.

' Bab.l K"t"ntran Umum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

I entang Keuasaan Kehakiman.

j
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Dalam kajian peradilan, terdaptrt dua istilah viurg-

dianggap sinonim peradilan dan pengadilan. Peradilan aclzrlah

salah satu pr'.rnata (institusi) dalam memenuhi hajat hidup
anggotzr masyarakat untuk rnenciptakan dan menegakkan hulaun
sertt ketulilan Sementara pengadilan mempakan satuan organisasi
yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan.l

Dari ungkapan di aus erlihat baliwa lo'nbtrga lxradiliur
memegang peranan yang sangat penting di dalam rnenggiring
terciptanya sebuah negara hukum. Hukum lrzrrus menjadi titik
sentral pijakan dalam berperilaku baik secara individual,
masyarakat, mirupun dirlam berbangsa mau.pun bernegara.a
Mrrka dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga peradilan
beserta perangkat hukumnya temtama hakim yang harus betul-
betul rnampu untuk berperilaku baik dan sungguh-sungguh
untuk menjaga kehormatan sebagai seorang penegak hukum
dalam sebuah peradilan. Sebirgaimana Jirnly mengatakan, bahwzr
inti dari negara hukurn adtrlah hakirn itu sendiri5

Peradilan agama seb.gai sahh sirtu lernbaga peradilan dalam
kekuasaan kehakiman di Indonesia merniliki kedudukan yang
kuirt di lndonesia. I{al ini tercermin dari tiga pilar yang dimiliki
oleh peradilar-r agama sebagai syarat berlakunya sebuzrh

peradilan f>ertama, adanya badan peradilan yang teroganisir
berdasarkan kekuatan unclang-undangl kedua, adanya orgirn
pelirksana, dm /<tiga,lrlilya sarana hukum sebagai rujukan.6

t 
Cik Hasan Basl, Peradllan ls/am dalam Tatanan Masyarakat lndonesia, (Bandung:

Rosda Karya, 1997), h. 36
oMulyana W. Kusuma, Perspektlf, feori, dan Kebljakan Hukum, (Jakarta: Rajawali

Press, 1986), h. 29
t.limly 

Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi
Press,2005), h.56.

u 
M. Yahya Harahap, lnformasr Materi Kompilasr Hukum lslam Mempositifkan

Abstraksi Hukum lslam dalam Berbagar Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum lslam,
(Jakarta: Yayasan alHikmah, 1994), h. 150

Pada pilar pertama terlihtrt bahwa secara legalistik hal ini
terungkap prrda Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 'l'ahun

1970 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang
Nornor4Tahun 2004 dimana pera<lilan agama cliakui secara resmi
sebagai salah satu pelaksana luditial lnur dalarn nqara hularm

republik Indonesizr.TBegitu juga pada pilar kedua, secara historis
peradilan agama sebenarnya telah punya organ atau pejabat
pelaksana dalam menjalankan peradilan. Walaupun di dalarn

perkembangannya masih terclapat kekurangan terut'.lma
profesionalisme dari organ aparat yang belum memenuhi
standar. Namun, seiring dengan pmbinanan clan pengawasan oleh
departemen agama drrn Mahkarnah Agung maka larnbat laun
peradilan agama dan aparatnya diharapakan bisa meru:pai tinglot

integritas profbsionalisme yang berkualitas. Pada pilar terakhir
tentang adanya srrmna hukum sebagai rujukan, maka hal ini
tidak terlepas dari kehadiran sarana hukum positif yang prlsti
dan secara unifikasi serta diclukung dengan kedudukan dan

krverwrgan perxlilan agama yanpi telah terkodifikasi aturan
hukumnyir, termasuk hukum acaranya. I)ari sini bisa terlihat
bahwa adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
(sebelum di ubah) telah meunjukkan adanya kedudukan dan

kewenanqitrryil yang n)antilf .*

Begitu juga clengan hukum ircara yang berlaku pircla

peradilan agama disarnakan clengitn hukurn acarir yang berlaku
di peradilan umum. Dalam ha1 ini, sumber hukum materil
pengadilan agarna mengacu kepada Alquran," sumber 1,ang
paling tinggi setelah Alquran adalah sunah irtau hadis nabi
Muhammacl SAW.'0 Sumber hukurn Islam tertinggi yang

' M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi..., h. 151
t 

M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi..., h. 151

'R.Abdul Dlamali, Hukum lslam, (Bandung,Mandar Maju:1997), h.66

'uAnderson, Hukum lslant dl Dunia Modern, ( Yogyakarta,Toara Wacana:1994),

- F)rrtzan 5rngkcl; I luhrm flonomi 5;rrirh ,li |. ngrJil,'n Agrm,
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berupa akal adalah ijnta,ll yang merupakan ketetapan dari pnra
ulanra besar lslam. Sumber hukum Islarn dibawah ljma aclir.lah

Qiyas. Qiyas dipakai dalam keadaan bah.r,va tidak ada ketentuan
hukum Islam tertentu untuk suatu oerkara arltara umat Islam.r2
Istihsanjuga termasuk dalarn sumbe, hukum Islam setelah giyos.
Istihsan hanya dipakai untuk alasan yang kuat seperti
ketidakadilan, kepentingan masyarakat atau keadaan darwat IJ('
yang merupakan kebiasaan atau adat juga termasuk di dalam
sumber hukum Islarn. Utfbersilat dinamis karena cliubah sesuai
dengan perkembangan kebiasan masyarrrkat. 13 Dengan demikian

hukun Isltn rnenempati kedudukan yang penting dalzrm sistem
hukurn Indonesia. Sehinega di dalam sejarah Indonesia ada tiga
hukurn yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam, clan
hukum barat.ra

Pasca reformasi, berc{asarkan TAP MPR Rl. No.X/
MPR/ 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembirngunan
dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupitn nasional
sebergai htrluan negara't dan penielasan Llnclang-Undang Dasar
1945 Pasal 24 dan 25, maka kemudian lahirlah Undang-
Urrdang baru yaitu Nomor 35 Tahun 1999 sebtgai perubahan
Undang-Ilndzrng Nomor 1,4 tentang ketentuan-ketentualt
pokok kekuastan kehakiman. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1,999 kembali menegaskan perubahan sistem
pengelolaan lembap gnrxiilan yarg taclinya menggunakan sistenr
dua atap rnenjadi satu atap, dzr"n proses pengalihan pengelolaan
lembaga peradilan dibawah mahkamah agung harus selesai
selama lirna tahun.

ttR.Abdul 
Djamall, Hukum lslam..., h. 66

"Sudarsono, Pokok pokok Hukum lslam, (Jakata, Rineka:1992), h.25
"Daud Ali, Hukum lslam: Pengantar //mu Hukum dan fab Hukum lslam dj

I n don esia Qakarta, Raja Grafindo: 1998),
''Daud Ali, Aktua/lsasl Hukum,'Aktuallsasi Hukum ls/am (Jakarta, .Alhikmah dan

Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama:1990) h. 21-33
tt 

Muctar Zarkasyi, Quo Vadls Konsep Satu Atap Mahkarnah Agung dalam mimbar
hukum No.43 THN.X 1999, {Yogyakarta, Fak,Hukum Ull:1999), h.17

Konsep satu atap pada Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalarn Undang-
Undang Norrxn 4 Tahur 2ff)4 tentang kekuasaan kehakirntr- Proses

pnrrgalih"ur penyatuatapan tersebut juga berimplikasi <lengan
keluarnya Undnng-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Und.ug-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian realisasi
pengalihan tersebut diterbitkan keputusan presiden No. 21
Tahtrn 2004, tentang pengalihan organisasi, aclministrasi, clan
finiursial dilingkungan peradilan urnum, d?n 1rndifan crtr usaha
negara, dan peradilan agama.

Dari sisi kewenangannya, peradilan aga.ma bersifat
khusus, karena kewenangan peradilan 2rgarna selama ini
tnemerlukan pendekatan yang berbeda clari pemrasalahan
hukurn yang timbul dalam masyartrkat. Seltrma ini peradilan
elgama hanya rnengadili dan meyelesaikan senglata lurya tabaeu
kepadrr persoirlan-persoalan perkawinan, kewarisan, hibah,
wasiat, wakaf, dan shaclaqah. Itupun tidak semua bidang
meniadi wewenang penuh peradilan agiama, ktenr paclapralrelqa
ada sebagian bidang yang bisa diberikan pilihan hukum bagi
para perlcari keadilan. Di antara bidang-bidang yang bisa
diberikan pilihan kepada pencari keadilan adalah bidang
kewarisan. Hal ini terungkirp pacla pasal 49 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 'Iahun 1989,16 clisebutkan bahwa persoalan

tuKetika dirumuskan Rancangan Undang-undang Pengadilan Agama (RUUPA),
perdebatan panjang terjadi antara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), mereka
menilai bahwa harus ada kebebasan yang seluas-luasnya dalam hal penundukan
terhada hukum lslam. Dengan kata lain, umat lslam harus diberi kebebasan seluas-
luasnya untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum lslam dalam "hukum
perdata lslam". Dengan mengusulkan kata "hukum perdata lslam", kata inilah yang

kemudian mengisyaratkan bahwa FPDI menuntut pembebasan orang-orang lslam untuk
tidak memakai hukum lslam dalam perkawinan, dan wakaf selain waris, wasiat, hibah,
dan shadaqah. Meskipun akhirnya FPDI menarik tuntutannya, namun mereka tetap
menuntut agar pilihan hukum tetap dirumuskan secara tegas. Berbeda dengan FABRI,

mereka sepakat dengan rumusan yang sudah ada, sebab mereka menilai bahwa tidak

Fauzan - - 
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waris merupakirn persoalan opsional, artinya bagi para pencari

keadilan harus menentukan hukum apa yang ingin di crrpai,l7

(hukum adat atau hukum Islam) dan lembaga peradilan manit

yang dikehendaki (agama atau umum).18

Namun saat ini, persoalan-persoalan syariah ticlak

terbatas l-ranya pada kedelapan bidang yang telah disebutkan

dalam undang-unclang, tapi menyangkut seluruh kehidupan
dalam masyarakat, terrnasuk didalnmnya persoalan ekonomi
Islam yirng tumbuh clengan pesatnya pada tahun 90-an. Hal itu
ditandai dengan mengutrtnya sistem perbankan syariah dengtrn

berdirinya Bank N{uamalat Indonesia (BN4I) pada tahun 1992

serta keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun L992 , yang
kemudian diperkuat oleh tJndang-Undang Nomor 10 Tahr.rn

1998. Sejak itu, perbankan syariah terus bermunculan.

Penegasan terhadap konsep perbankan Islam yang berdasarkan

hukum islam tercantum dalam Undang-Undang Nornor 10

Tahun 1998 sebagai berikut :

semua orang lslam tunduk pada hukum waris islam. Lebih.lauh baca, Ahmad Gunaryo,

Pergumu la n Polltlk...., h. 206-209
ttPilihan hukum pada pen.jelasan pasal 49 akhirnya ditempatkan pada penjelasan

umum. Dilapangan persoalan pilihan hukum lustru menimbulkan masalah, yaitu

persoalan sengketa wewenang antara pengadilan agama dan pengadrlan negerr.

Kontroversi masalah inilah yang kemudian mendorong mahkamah agung menerbitkan

surat edaran {SEMA) Nomor 2 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada seluruh ketua pegadilan tinggi dan ketua

pengadrlan tinggi agama serta ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama

yang menyatakan bahwa perkara warisan yang teriadi antara pihak-pihak yang

beragama lslam sebelum tangal 1 Juli 1990 tetap diserahkan wewenangnya kepada

pengadilan negeri yika perkara itu diserahkan kepengadilan negeri, setelah tanggal 1 Juli

1990 harus diambil alih oleh pengadilan agama. Namun kenyataanya, pengadtlan negeri

hingga saat ini masih mengambil alih penyelesaiannya. Lihat jauh, Afdol, Pr/ihan Hukurtt

Masyarakat Berkait dengan Kewenangan Pengadllan Agama dalam Perkara Warlsan

Sebagai Dampak Politik Hukum Negara (Studi kasus dl Lima Kabupaten dan Kota dlJawa

Timur), Diserlasi Doktor llmu Hukum Universitas Diponegoro, tidak diterbitkan.
r8Basiq Jalil, Peradllan Agama dl lndonesla, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2006)., h. 138 139, lihat iuga, Mohammad Daud Ali, Hukum lslam; Pengantar

llmu Hukum dan Tata Hukum lslant di lndonesia, (Jakarta: Raja Garfindo Persada,2004),

cet ke-11., h.286-287

"Bahwa, bank syariah adalah atuaran perjanjian
berdasarkan hukum Islam antarzr bank dengan pihak
lain untuk menyinlpan dana dan/atau pembiayaan
kegiatan uutll ataukgjaan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkarl
prinsip bagi hasil (nudharobah), pembiayaarr
berdaiarkan prinsip penyertaan modal (nusyarakoh),
pdnsip juJ beli tlarug denp;ar-r memperoleh keuntungan
(nuiabahah), atal; pimbiayaan b.rranq mo?al
berdasarkan prinsip sewi murni taneh pilihin (ijarah)
atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan
atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
\r/arah 1Da tqlllta).

I)al rm perkemba"ngannya, ekono mi syariah ticlak terbatas
pada perbankan syariah saja, tetapi diikuti dengan bermacam-
macam bisnis-bisnis yang lain yang menggunakan prinsip
syariah, seperti asuransi syariah, rekayasa dana syariah, dan lain
s eb agai nya. P ad a das arnya hub u n gan -hubu n gtrn esebut mempakzur

perjarrjian Islam yang dikenal dengan muantalah. Disatu sisi
bagi umat Islam ker-ryataan tersSut merupakzur lul yarg
nrergunbirakar! namun disisi lain timbul persoalan ketika antara
pelaku bisnis ekonomi syariah tersebut terjacli perselisihan.
Memang pacla awalnya clilakukan upirya penyelesaian dengirn
musyawarah menggunakan hukum lslarn, tetapi tetap saja ada
kerrrungkinan perselisihan y^ng tidak dapat diselesaikan secara
rnusyawarah.

Sebelumnya, penlelesahn seng[ea hukln ekonomi Islam
dilakukan dengan mekanisme peradilan. Dalam hal ini
peradilan umum, termasuk menggunakan media tsAM (Badan
Arbitrase Muamalah), yang kemudian diganti dengan Basyarnas
(Badan Arbitrase Syariah Nasional). Namun, sebagai lembaga
arbitrase dilihat dari kekuatan hukumnya pada aturan pnlxlug-
undru4pn tidak memiliki legalitas fbrmal yang kuar, sehingga
hirsil putusan dari Basyarnirs tersebut bisa diingkari oleh pihak
yang bersengketa, sebzrb putuszln y2rng dianrbil oleh basyarnas
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hanya berdasarkan pada Ur-rdang-Undang Nomor 30 Tzrhun

1999. Oleh karenanya, jika sengketa itu tidak bisa diselesirikarr

oleh basyarnas, maka pihak yang bersengketa bisa rnembtrwanya

kepada peradilan umum.

Berlakunya Unc{zrng-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
kemudian di revisi kembali n'renjadi Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Llndang-Unclang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan

solusi dari persoalan yang mengemuka pada periode sebelumnytr

khususnya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Di dalrrm Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur
tentang perluasan kewenangan peradilan ag211na yang baru yaittr

tercantum dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahr.rn

2006 tentang perubahan Undang-ttndang Nomor 7 Ttrhun
1989 tentang peradilan agama.

Pasal49
Pengaclilan agrrma bertugas dan berwenang memeriksa,
rn.frut,,t.'lirn'- rnenyclesal-ktrn perkirra-petkira di tingkat
pertama antara ortulg-orang yang beragama Islern di
bidang, perkrrwinau, kewarian, wasiat, l-ribah, wrrkaf,
ztl<at, infak sedekah, dan ekonomi syariah.

Akan tetapi perluasan kewenar-rgan bagi peradilall 2rgamil

ytrng diatur dalam Pasal 49 butir h dalanl menangani perkarzr

ekonomi Islarn sebenarnya bukan tanpil masalah. Perltlasan

kewenangan ini berdamprrk kepada adanya ketersinggungan

antara kewenangan peradilan umum dan peradilan agama yang

sama-sama ber-weltang moryelesailwr prkua ln{lafa dalam ekcrnomi

syariah. Terlebih ketika melihat penjelasan Pasal 49 mengenai

orang-orang tertentu, yaitu antara "orang-orang yang beragama

Islam". Dalam penjelasan Pasal 49 tersebut dicanturnkan bahw"l

yangdimalsud clengan "antara or2lng-orang yang beragama Islam"

adalah termasul< "orang" atzru "badan hukum". l)ari kata "baclan

hukum" ini rnemunculkan mtrsalah ketika disejajarkan dengirn

"orang yang beragama Islam". Kata ini akhirnya menjadi kata
yang problematik, bagaimana akan rnengukur "badan hukum"
beragama Islaml

Padahal, penjelasan Pasal 49 UU peradilan agama
menyatakan, "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah
termasuk "orang" atau "badan hukum" yang dengan sendirinya
rnenundukkan diri dengan sukarela kepacla hukum Islam
mengenai hal-hal yang rnenjadi kewenangan peradilan agama.
Persoalaanya adalah standar apa yang dipakai dalam katagori
pendundukan secara sukarela tersebut?

Meskipun demikian, permasalahan hukum diatas periu
direspon positif sebagai upaya pembangunan dan
pengembangan hukurn nasional di Indonesia dan juga sebagai

bentuk dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang
progresif dan demokratis. Peradilan agama sebagai sebual"r

peradilan yang mengalami perfalanan panjang sampai saat ini
rnerilrrt peruilis nrudzrk adanya, sehinggzr permasalahan-
pemasalahan dalam turl perhr.rvn kewenangan mengenai sengket:r
ekonomi syariah oleh peraclilan allama perlu untuk dicui Lurglah-

larrd<lh solusi. T'errnasuk hal keldr.rwatiran ftlurtrp kapasitzrs

pernahaman hakim pengadilan agama dalam urusan ekonomi
syari'rrh, karena trrnpa diclukung pengetahuan yang memadai
justru akan menciptakan persoalan baru, yaitu kepastian dan
keaclilan hukum, sehingga menjadi bumerang bagi peraclilan
agzllna secara unlum.

B. MtrTODtr

Metocle penelitian yang digunakan aclalah metode
per-relitian hukum normzrtif dengan pendekatan kualitatif yang
mencakup sinkronisasi dengan pendekatan kualitatif. Metccb
nonnatifdigunalcur unnrk murgandisl clata srcara rnen1.cluruh &ur rnenrpakan

satr kesahutr Dari aspek sifat penelitiannya, ini merupakan
penelitian deskriptif dan eksplanatoris. Dari sudut bentuknya

".'""..-."...
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merupakan penelitian prcslciptif dan e\rdhrad{ sedangkan dari
fujrrannya merupakan p*.liti- p-b/"-t idenqiation &n Probleme
Solutian.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau literatur
(library research) oleh karena itu jenis data yang digunkan dafam

penelitian ini ediri drui data png diperoleh dad buku=bulc4 hasil penelitian,

ffi4idah Lpo*r dan lain-lnin D *"rfrg itq dalam kajian ini
menyangkut peradilan agama, maka penulis akan menggunakan
buku-buku yang berbicara tentang peradilan agama, baik secara
teoritis, praktis, maupun yang berbicara secara historis,
kemudian kajian tersebut diiadikan sebagai landasan teoritis
yang merupakan titik tolak dalam membangun kajian tentang
persoalan penelitian. In

BAB II
SELUI( BELUI( PERADILAN AGAMA

DI INDONESIA

A. PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
Penyelenggaraan kekuasaan kehaki man (judiciat pozuer) di

Indonesia dilaksanakan oleh pe ngadilan dalam empat
lingknngan peradilan, yainr peradilan umum, perirdilan agama)
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, y^ng
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara
tertinggi. Berclasarkan ketentuan Undang-Un dang D asar 19 45
hasil amandemen Pasal 24 berbunyi (1) kekuasairn kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegalkan hukum dan keadilan, (2)'
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam
iingkungan Peradilan lJmum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tara Usaha
Negara, dan Mahkamah Konstitusi".

Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu
memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing.

ii-**

lesumardi 
Suryabrata, Metode Penelltlan, (Jakarta

cet-1X., h 55

. _ Fawan _
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Cakupan dan b:rtrlsan pemberi kekuasan untr.rk mengadili
(attribute ,Lan rechtsnracht) itn ditentukan oleh bidang yurisdiksi
yang dilimpahkan nndang-undang kepadirnya.t

Berkenazrrr clengan hal itu, ter<lapat atribr.rsi cakupan dan
batasan kekuasaan masing-masing baclan peraclilan. Kekuasaan

pengadilan dalirm lingkungan peradilan umum adalah clalam
bidang perdata adat dan perdattr barat minus perkara pidnr-ra

rniliter dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 'fNI/
Polri. Kel<uasaan pengadilan clalarn lingkungan Peradilan
Agama adirlah dalan'r bidang perdata te rtentu dikalangan
orang-orang yang berap;arna Islarn diiakukan berclasarkan

hukurn Islarn. I(ekuasaan pengirdilan d:rlarn lingkunpu-r
Peradilan Militer adalah clalam biclirng piclana militer clan

piclana umurrl yang dilakukan oleh anggota AIIRI. Kekuasazrn

pengadilan dalam lingkungan Peradilan 'lata Usaha Neq:rra
dalam bidang sengketa tata usaha negara.

Peradiliur Agama2 sebagai bagian clari mekanisme
penyelenggaraan kenegaraan pernah rnengalami pasang sunlt,
paling tidak bisa dilihat dari perjalanan Peradilan Agama pirrla
masa kerajaan.t Keberadaan Peradilan Agarna juga melibatkan

1 M. Jamil Latif , Kekuasaan dan Wewenang Peradllan Agama di lndonesla, (Jakarta:

Bulan- Bintang, 1983), h. 45
'Kata Peradllan lslam bila dirangkaikan dengan kata kata Indonesia makna yang

dimaksudkan adalah Peradilan lslam menurut konsepsi lslam secara universal.

Peradilan lslam itu meliputi segala jenis peTkara menurut ajaran lslam secara universal.
Guna menghindari kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksud dengan "Peradilan
lslam di Indonesia", maka cukup digunakan istilah Peradilan Agama di antara Peradilan

khusus di Indonesia. Dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan khusus karena Peradilan Agama
mengadili perkara perkara tertentu. Peradilan Agama adalah Peradilan lslam di

Indonesia, sebab dari jenis jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis
perkara menurut Agama lslam. Baca: Basiq Djalil, Peradrlan Agama di lndonesra,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.8 9

'pada masa sultan Agung berkuasa di Mataram, Raja membuat kebijakan
perubahan sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan pada peradilan Pradata.

Salah satu perubahan tersebut adalah memasukkan ahli ahli agama lslam untukduduk
bersama-sama dalam proses peradilan. Peradilan pada masa Mataran dilaksanakan atas

I

I

I

I

banyak kepentingan dan kelompok. Meski akhirnya dapat
diselesaikan secara politik.'' Peradilan Agarna adrrlah kekuasaan
negara dalam menerirna, lremeriksa, mengadili, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara tertetnu antara orang-orang
yang beragama Islarm untuk menegakkan hukum dan keadilan.5

Kewentrngan Peradilan Agarna dari rn2rsir ke masa
sena"nti'"rsa menqalami perubahan, hal ini dipicu oleh makin
ban.yaknya ulama-ulirmir dan desakan dari rakyat Indonesia yang
menginginkan agar Peradilan Agarna diiaclikan sebagai iembaga

i,rug benar-benar me n gako nlodir p e nyeles ai an s e ngke ta dikala ngan
tu mrrt l slanr I ndt-rl resi a.

dasar pelimpahan wewenang (tauliyah) dari penguasa kepada penghulu yang berfungsi
sebagai hakim. Lihat Noeh. Z.A, Kepustakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah
Perkembangan Hukum lslam, dalam Ahmad. A. dkk, Dimensl Hukum lslam da/am slstem
Hukum Naslonal (Jakarta: cema Insani press, 1996)., h.74-BI. Di negeri priangan, juga
telah ada pengadilan Agama, pelaksanaan pengadrlan agama di Negeri ini ditangani
penghulu, hal ini hampir mirip dengan kerajaan Mataram, bisa dimaklumi karena
memang Priangan bekas lajahan Mataram. Di Aceh justru tidak mengenal istilah lain
dalam peradilan, sebab yang ada hanya peradilan Agama. peradilan Agama di Aceh
dilaksanakan berjenlang, mulai dari desa yang dikepalai oleh keuclk hingga tingkat yang
teratas yang diketuai oleh Sultan dengan lembaganya bernama Mahkamah Agung. lika
dilihat lebih jauh, maka akan ditemukan kesimpulan bahwa Hukum lslam diladikan
sebagai hukum materil pada Peradilan Agama di Aceh. Di Sulawesr keberadaan
pengadilan agama juga dipakai setelah raja rala setelah rala Tallo masuk lslam, para rala
menjadikan agama lslam sebagai agama resmi Negara. Dalam bidang peradilan
bertindak sebagai haklm tertinggi adalah raja sendiri. Meski akhirnya dirubah setelah
Rala Malikus Said berkuasa di Gowa. Dimana pelaksana syariat adalah parewa syara'.
Baca lebih lauh dalam J. Noorduyn, lslamisasi Makasar, (Jakarta: Bhatara, fil4, h.76-
lf. baca juga, D.S. lev, Peradi/an Aganta lslam di lndonesia; Suatu Studi Tentang
Landasan Polltrk Lembaga-lentbaga Hukum, (Jakarta: InteTmasa, 19SO), h. 25. pada

akhirnya Lev berkesimpulan, bahwa pada masa kerajaan jika terdapat mavoritas
rakyatnya beragama lslam, sudah dipastikan terdapat disana pengadilan lslam atau
Pengadilan agama.

a 
Penyelesaian ini bukan hanya dalam artian kelembagaan, tetapi juga pendekatan

yang dilakukan lebih kepada pendekatan kompromr, dalam hal ini tidak bisa dilepaskan
dari teori politik dan hukum, dimana energi politik lebih kuat jika dihadapkan dengan
hukum. Lihat, Abdul Halim, Peradllan Agama dalam polltik Hukum dl lndonesia, (iakarta:
Raja Gratindo Persada, 2000), h. 12-15

' Cik Hasan Basl, Peradllan ls/am dalam faftnan Masyarakat lndonesia, {Bandung:
Rosda Karya, 1997), h. 36
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Pengadilan Agama dalam masa iajahan Belanda s2lngat

terbatas kewenangaunya. Dalam mirsalah waris di Jawa clitr"r

Madura, Pengadilan Agama tunduk pada ketentuan pengadilan

negeri. Umat Islam pun sangat kritis terhadap hal ini cli zaman

kolonial tersebut. Banyak yang menifistasi kebijakan Belanda

untuk mengurangi, kalau bukan untllk rnenghapus perallan

hr.rkum lslam, apalagi dengan mendorong pengullaan hukum

adat.

Staats Rlad 1937 Nom<x 776, mengubah kompefensi

Peradilan Agama, sehingga dalarn bidang-bidang sebtrgai

berikut; 1). Perselisihan entart suami istri yang beragama Islarn'

2). Perkara-perkara tentang nikah, talak, ru.iuk, dan perceraiau

antara oran-orangi yang beragarna Islam memerlrtkan

perantaraan hakirn agalna Islam. 3). Memberikan putusan

perceraian. 4). Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnyr trrlak

yang digantungkan (taklik talak) sudah ada. 5). Perkara mahar

(masa kawin), suclah termasuk rnut'ah. 6). Perkara tentang

keperluan kehidupan suami istri yang wajib diadakan oleh

suami.{'

Pada masa pendudukan Jepang, meski belum sempi;lt

diterapkan, kedudukan Pengadilan Agamzr pernah terancam

yaitu tatl<ala pada akhir Januari 1'945 perintah Balatentarir

Jepang (Guisei kanbu) mengajukan pertanya?rn kepada clewirrt

Pertimbangan Agung (Sanyo Aanyo Kaigi Jirnusshitsu) .lalan.r

rangka maksud Jepang akatt memberikan kernerdekaan kepada

bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhada;r

susunan penghulu dan cara mellgurus kas rnasjid' dalam

hubur-rgannya dengan kecludukan aflana dalam ne€lala

6Zuffan Sabrie, Peradllan Aganta di lndonesla: Sejarah Perkembangan Lembaga dan

Proses Pembentukan Undang-undangnya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama lslam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama lslam, 1999),

h. 16

Iudonesia merdeka kelak. Pada 14 April 1945 dewan memberi
jirwirban sebagai berikut;

Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara
dengan 

^gama 
tidak perlu rnengadakan peradilan agama sebagai

pengadilan istimewa untuk mengadili umsan seseoran€i yang
bersangkut paut dengan agamanya, cukup segala perkara
diserahkan kepada peradilan biasa yang dapat minta
pertimbangan seorang ahli agarna. 7

Perkembanga.n Peradilan Agama dan periodeszlsi
perkembangan landasan hukumnya terjadi cukup panjang,
paling tidak dapat dilihat bahwa Peradilan Agarna dalam
rentang waktu lebih dari 72 tahun sejak Proklamasi
Kemerdekaan Republik lndonesia, yakni tahurt 1945 sampai
1.957, acla 7 hal yang terkait langsung dengan keberadaan
Peradilan Agama di Indonesia. Pertanra, berkiritan d.ng

kepada kernentrian Peradilan Agamar melalui
perletapan pernerintah nolnor 5 tanggal 25 Maret 7946.8
Sedarrgkirn kekuasaannya zrdalah sama dengan priesterraade
dahulu yaitu pelaksana exerutoirperclaring dari putusan
'pengholoegercht dilakukan oleh hakim sehari-hari yaitu
/ an t{ge r e c h t gaya baru.

Kedua,lahirnya Undang-tJndang Nomo r 22 Tahun 1946
tentang pencataan nikah, talak dan rujuk, dirnirna undang-
urrdang ini berlirku di Jawa clan Madura.. Ketiga, lahirnya
Undang-Undang Nonror 19 

-fahrn 1948 tentang susunan dan
kekuasaan badzrn kehakiman dan kcjaksaan. Dalzrm undirng-
undang ini koneir,ergari pradilan agama climasukkan dalam
peradilan uiltum secara istmewa pada Pasal 35 ayat 2 yang
menyatakan bahwa perkara perdata antara orang Islam yang

'Zuffran Sabrie, Peradilan Agama di lndonesia..., h.19
'sudikno Mertokusumo, Sedjarah peradilan dan perundang undangan di lndonesla

Selak 1942 dan Apakah Kentanfaatannya Bagl Ktta Bangsa lndonesrb, {yogyakarta:
Disertasi Doktor UGM, 1971), h. 57-58
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menurut hukun-r yang hidup hartts dipe riksa dan diprrttts

menurut hukum agamarlya, harus cliperiksa oleh pengadilall
negeri yang terdiri dari seor'"rng hakim yang beagalnil Islirrn'

sebagai ketua dan dua orirng hakim ahli argama Islam sebagai

anggota yang dizrngkat oleh Presiclen atas usul menteri agamir

dengan persettijuan menteri kehakiman. Keentprtt, masa IIIS
dan Unciang-llndang Tahuu 1950. Mengeneri peradilau dirlrur
korrstitusi RIS diatur dalam Bab 4 bagiirn I1I (Pasal 144 -163).

Kelima,lahirnya undrrag-undang danrrat Nomor L Tahun 19-51.

Keenant, lahirnya Undang-Undar-rg Nornor 32 Tahun 19-54

tentan€i penetapan berlakunya Undang-[Indrrng RI t'.rnggal I

Novernber 1946 tentang pencatirtan nikah, talak, nr.iuk,

tliseltrruh tlaerrrh Iu,trJawe .lan Mrrdura')

Peradilan Aganra cli Indonesia clari tahun 1957-1971
terdapat dua hal yang perlu dikemukakan berkaitan dengan PP

darr ULI. Perfanta,lahimya PP Nomor 29 Tahun 19-57 tentang

pembentukan Peradilan Agam'a,/ N'Irrl-rkamah Syariyah di Pruvinsi

Aceh yang wewenan€lnya rneliputi,

Pertarna, perselisihan antara sttami istri yang beragarna

Islam; Segala perkirra yang menurut hukum yang hidup cliputus

menurllt agalxa Islam yang berkeuairu ilengan nikah' talak, clzln

ruiuk, firsakh, serttr haclariah. Perkara waris tnewaris, rvaklf,
hibah, se<lekah, baitul mal, dan lain*lain berhrrbungan clerrgan

itu; dan perl<rrra perceraian clirn trengestrhkan bahwa taklik
talak sudilh berlnktt "'

Kedtm, lirhirnya PP 45 tahun 1957 tentang pember-itukirr"r

pengadilan agama/ mahkmah syar'yah di luar Jawa dan Matltrrrt

yang wewenangnyrl meliputi nikah, taltrk ruiuk, fasakh' nafl<ah,

mas kawin (mahar), tempat kediaman (maskan), mutrtlt,

"lihaI Himpunan PeratLtran dan Perundang undangan badan Peradllan Aganta di
lndonesia,Jakarta: Provek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Depag Rl, 1976

tolihat dalam PP Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyyah di Aceh

hadl-ranah, perkarir waris mewirris, wakah, hibah, sedekah, dan
baitul rnal.tt

Menjelang tiiszrhkannya Undang-tlndang Nomor 1

Tahun 1974 dan rnenielang lahirnya Unclang-t-Inclang Nomor 7

Tahun 1989 arla 2 hal yang menoniol dalam perjalanan
Peradilan Agama di Indonesia, yzritu ?ertama, tentang lahimya
Undang-tlndang Nomor 1 Tal-run 1974 dan petunjuk
pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 9 'I'ahun 1957. 12

Kedua,lahinrya PP Nornor 2[J Tahun 1977 tentlntu perwakzrfan
tanah milikl:r

Pada sisi trntul< memperbaiki kekurangan pengaclilan

agama ilirn rnenegakkrrn hukurn Islam yang bedaku sec2lra

yuriclis formirl, B Desember 1988 Presiclen RI rrenyarnpaikan
RLIUPA kepada DPR untuk dibicarakan dan disetujui menjadi
tundzrng-unclalrg rrlenggantikan senlua peratr.utrn yang tidak
sesuai dengan LItl 1945 dan LIIIPK No. 14 Tahun 1970.

Setelah melalui perdebatiur yang cukup panjang 14 l)esember
1989 RtJtlPA disetu"fui rnenjacli undang-undang yang
merl€liltur secilra khusus pengadilan agama di Inclclene sia,

kemudian dikenal dengan Llndarrg-Undang Nomor 7 Tahun
1989. Dengan undar"rg-unclarrg ini semakir-r mantap kedudukan
pengadilan rrgama sebagai satu badirn pelaksana kuku:rsrran

l<ehakirnan yang rnan<liri claiam rangka rnenegakkan hukum
Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islarn, mengenai
perkirwinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah yirng
tclah menj'.rtli hukurrr positil.r '

"Tim Dibinbapera, Peradllan Agama di lndonesia, (Jakarta: Dirjen Binbaga lslam

Depag Rl, 1999), cet 1., h. 29
t'luga 

baca: Muhammad Daud Ali, Hukunt lslam dan Peradilan Agana, lakarta.
Rala Grafindo Persada, 1977), Cet-Pertama.,h. 20-23

ttAhmad Rofik, Hukun lslan di lndonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2OO0),

cet-Keempat., h.487
laMuhammad Daud Ali dan Habibah Daud, lernbaga-lernbaga lslant di lnclonesla,

(Jakarta: Ralawali Press, 1995), h., 114
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Lri berarti Peng-adil:rn Agama sebagai perndilan negarir
telah sama kedudukannya dengan semua Peradilan lJmum,
Militer, Tata Usaha Negara di Indonesia, dengan alirt
perlengkapan yang sama pula nama, susunan, kekuasaan, dan
hukum acaranya telah seragam untul< seluruh Indonesia.

Bidang perrvakafan yang menjadi wewenang Peradilan
Agama adalah penyelesaian perselisihan masalah sah iltau
tidzrknya perbuatan rnewakafkan dan masalah wirkaf lainrrya
yirng berdasarkan syarizrt Islam. Selain cliatur dalirrn Undang-
Undang Nornor 28 'fahun 1977 tentane penvakafan telnh
diatur dalarrr kompilasi hukum Islam Pa.sal 275-227, clirn

terakhir undang-undallg tentang perwakafan ini telah direvisi
dengan clilaliirkanya tlnclang-Undang Nornor 41 Tahun 2004
tentnng wakaf, dalam undang-undang wakaf baru teldapzrt
ketentuan-ketentuan pidana secara terperinci 15

Lahirnya Undang-Undang Nonor 7 f'alrun 7989
memberikan kedudukan yang mirntap bagi peradiian agaln?r,

walirupun lahirnya undang-undang ini sangat kental dengan
nuans?l politisnya dibanclingkan clengan nuansa hukumnyar.
Sehingga lahir produk hukum yang "mandul". Persozrlan hak
opsional dalam kewarisan merupzrkirn snatu "tragedi hukum".

Seiring de ngan dibukirnya kran refomrzrsi clan

perkembangan hukum dirn kebutuhan hukum dari mnsyarakat,
rnaka lahirlah Undang-tJndang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai

revisi Undang*Undang Nomor 7'I'ahun 1989 tentang Peradilan
Aganra.

B. I(EWE,NANGAN PtrRADILAN AGAMA

Kata "kekuasaan" sering disebut "kompetensi" yang
berasal dari kata " competentie" yang kaclang-kadang
diterjemahkan dengan "kewenirngan" dan terkadang dengan

ttlebih 
lauh baca dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004

kekuasaan.t6 Berikr,rt ini akan dikemukakan kekuasaan

pengadilan pada lingkungan Peradilan Agarna yang terdiri atas

kekusaan relatif (relatiae conpetentie) dan kekuasaan rnutlak
( a b.r o lu te co nrye ti tie ).

1. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peraclilan
yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbecliranya clengan
kekuasaan pengaclilan yang sama jenis dan sama tingkatan.
Misainya, antara pengadilan negeri Bogor dengan pengadilan
negeri Subang, pengadilan aganla Muara Enim, dan Pengaclilan
Agama Baturaja. Pengadilan Bogor dtrn Subang sama*sama
lingkungan peradilan umlrm dan sarna-sama pengadilan tingkat
pertarna, sedangka.n pengadilan agama Muara Enirn dan
pengadilan agama Batr"rra.ia szrtu jenis yiritu sirnta-sama
lingkungan peaclilan agama clan satu tingkatan s..lmil-sama
tingkat pertamrr tt

Pasal4 ayat (1) lltJ No.3 Tahun 2006 tentirng Peraclilan
Agarna berbunyi:

Pcraclihn Asarna berkecltrdukan cli kota atau di ibu kota
kabupaten din daerah hukurnnya meliputi wil:ryah kotir
madya atiru kabupaten". Pada penielasan Pasrrl 4 ayat 7

berbunyi, paclrr dasarnya tempnt keduilukan pengadilan
a€lama acla cli kodya atau kabu;raten, yang claerah
hukumnya rneliputi wilayah kota madya atau kabupaten,
tetapi tidak tertutup kemungkinan adanyir pengecualian.

Guna mengetahui y"rridiksi relatif agar plrr2r pihak tidak
salirh mengajukan gugatan atau pennohonan yakni ke
pengadilan ag ma mana orang akirn merrgaiukan perkaranya
dan .iuga berhubungan clengan hak eksepksi tergugat. Menurut

toRoihan 
Rasyid, Hukum Acara Peradl/an Aganta, ceL Kedua, (Jakarta: Rajawali

Press, 1991), h. 15
ttAbdul 

Manan, Penerapan Hukunt Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,

{Jakarta: YaVasan Al Hikmah, 2000), cet-Pertama., h. 8
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teori umum hukum acara perdata peradilan (tentang tempat
mengajukan gugatan), apabila penggugar rnengajukan gugirtan
ke pengadilan negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan
tersebut masing-masing boleh memeriksa dan rnengadili
perkaranya sepanjang tidak ada ekpeksi (keberatan) dirri pihak
lawannya. Boleh saja orang penggugat dan tergugat memilih
untuk berperkara di rnuka pengadilan negeri mar-ra saja yang
mereka sepakati. Pengadilan negeri dalam hal ini boleh
meneriam pendaftaran perkara dan boleh juga rnenolaknya.
Namun dalam praktik, pengadilan negeri sejak semula sudah
tidak berkenan menerima €lugatall/ permohoan sernacam itu,
sekaligus memberikan sarall ke pengadian negeri n-ral)a

seharusnya gu€iatan atau permohonan itu dia.iukan.18

Ketentuan ultlum peradilan umum tersebut berlaku juea
untuk Peradilan Agama sebagairnana ditunjuk oleh UU No. 3
tahun 2006 tentang Peradilan Agamzr. Di masa lalu sebelurn
Per:tdilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yang serasam
di seluruh lndonesia, Peradilan Agarna tidak dapat menerima
ketentuan umum Peradilan Llmum di atzrs, sebab sr.ratu jenis
perkara misalnya, rner!adi kekuasaan absolut Peradilan Agarna
cli pulau Sumatera belum tentu menjacli kekuasaan absolut
Perirdilan Ag:rma di pulau Jawa, seperti mengenai kewarisan.

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daeral-r hukum
suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupur)
pengadilirn tingkat banding. Maksudnya, cakupan dan batasan
kekuasaan relatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dinyatakan, ada dasarnyir tempat kecludukan pengadilan
agama di kotamadya atau cli ibu kota kabupaten, yang daerah
hukumnya meliputi wilayal-r kotir madya atau kabupaten, tetirpi
tidak tertutup kemungkinan adanya kekecu ali irn.

'Abdul Manan, Pener apan HuALrnt..., h. 9

Adanya kekecualian (exeption/ istitsna) itu banyak sekali
ditemukan, karena proses pengembangan dan pemecahan
wilayah kotamadya dari kabupaten terjadi terus utenerus seiring
dengan perturnbuhan dan penyebaran penducluk di wilayah
yang bersangkutan, selain terjadinya proses pembahan clari
kawasan peclesaan (rural area) menuju ke kawasan perkotaan
(Urban area). Selain itu, pembentukan pengadilan dirlam
lingkungan peradilan (Pengadilan Agama) dilakukan untuk
memenuhi tuntutan kebutr.rhan karena beban nerkara semakin
besar, selain untuk melakukan p.ny.r.rri.,, dengan
perrgembangan pengaclilan dalam lingkungan peradilan umllm
(pengadilan negeri dan pengadilan tinggi). ''

Dalarn Pasal 54 Undang-tlnclang Nornor 3 Tahun 2006
ditentukan acara yang berlaku pada lingkungan Peradiltrn
Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
lingkungan Peradilan lJmum. Pengadilan agama merujuk
kepada ketentuan Pasal 188 I{IR. atau Pasal I42 RBg. jo. Pasal
66 dan Pasal 73 Ur-rclang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Penentutrn kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aflrran yang
menetapkirn ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar

€lugatan rnemnuhi syarat forrnal. Pasal 118 ayat (1) LIIR.
Menganr.rt asas bahwa yang ber-wenang aclalali pengadilan di
tempat kecliarnan tergugat. Asas ini dalam bahasa latin clisebut
"ac/ o r stq tt i lo r J b ru nt re i".2"

Namun ada beberapa pengecualian, ynitu tercalltunr
clalam Pasal I 1B ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- Apabila tergugat lebih dari satu, mnka gu[Jatan diajukan
kepada pengadilan yang daerah hukumnya melipr"rti tempat
kediamztn salah seorang dari tergugat;

"Notosusanto, Organisasl dan Jurisprudensi Peradrlan Agama di lndonesla,
(Yogyakarta: Badan Penerbit Gadjah Mada, 1993), h. 121

'"Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum lslam di lndonesia: Akar Sejarah, Hambatan
dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.94
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- Apabila tempat tinggal tegugat tidak diketahui, maka
gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal
penggugat;

- Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka
gugat'.rn cliajukan kepada peradilan di wilayah hukum di
mana barzrng tersebut terletak; dan

- Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akra,
maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat
tinggal yang dipilih cialam akta tersebur.

Tentang kompetensi relatif perkara cerai talak dan cerai
gugat dapat difelaskan sebagai berikut, untuk kedua istilah ini,
biasanya di dalam peradilan disebut dengan perrnohonan talak
dan gugatan cerai untuk perrnohonan tidak disebut cerai talak,
diajukan oleh pihak suami sedang untuk gugat cerir"i, istilah ini
dibalik menjadi cerai gugat, diajukan oleh pihak isteri.

Menurut ketentuan Pasal 66 Undang-tJndang Nomor 7
Tahun 1989 ditegaskan bzrhwtl kompetensi relatif dalarn bentuk
ceriri talak, pnda prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat
kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa
izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat
tinggal di luar negeri, maka kompetensi relarif jatuh kepada
Peraclilan Agamir di daerah hukum tempat kediarnan pemohon.

Dalam hal cerai gr,rgat kompetensi relatif <litentukan
faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum
dalarn Pasal 73 ayat 1 Unclang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaia
rneninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izir-r tergugat,
maka kompetensi relatif beralih pada ternpat kediaman tegugat
(suarni). Selain itu, d.rlam Pa-a{ 73 trW A dientuakan bahwa
kornpetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat,
apabila penggugat berkediirrnan di luar negeri. Di samping itu,
ditentukzrn pula pada Pasal 73 ayat (3) dalarn hal suami isteri

berkediaman di h"rar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan
tempat perkawinan dilangsungkan.

Persoalan kewenangan relatif ini, pada prinsipnya tidak
acla perbeclaan dengan Ilnclang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
hirnya sa.ia yang lain dari Undang-Undang Nornor 3 'I"ahun

2006 adalah persoalan kewenangan absolutnya. /

2. Kekuasaan Absolut Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama

Kata kekuasaan di sini maksuclnya kekuasaan absolut.
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan
absolut tersebut sering disingkat "kekuasaan" saja, misalnya
"kekuasaan kehakiman" dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan
sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan yang meniadi kewenangan absolut Peradilan
Agama menurut Undang*Undang Nomor 3'Iahun 2006 di atur
dalam Pasal49. Prrda Pasa149 berbunyi:

Pengadilan agar-na bernrgas dur berwenang merneriksa,
memutus dan menyelesaikan peril<ara-perkaril di
tingkat pertarl)a antara orang-orang yang beragama
Isltrm di biclang perkawinirn, kewarisan, wasiat, hibal-r,
wakaf, zakat, infak sedekah, dan ekonomi syariah.

Kekuasan absolut Peraclilan Agarna pasca amilndemen
undang-unclang dapat dilihat dari Pasal -50, berbur-ryi :

(1). Dalarn hal terjadi sengketa mengenai hak rnilik atau
sengketa lain dalam perkara-perkarir sebagirimana
yang dimaksucl clalam Pasal 49, khusus mengenai
objek sengkettr tersebut harus diputus lebih dahulu
oleh pengadilan dalam lingkr.rngan peraclilan
umum.

(2). Apabila terjadi sengketa hak milik sebagairnana
climaksucl pacla ayat 1 yang subjek hukurnnya

I

I

I

I
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antara orang-orang yang beragama Islam. Otrjek
sengketa tersebut diputuskan oleh pengaLlilan
agama bersama perkara yang dirnaksucl dalnnr
Pasal49.

Dalarn Pasal 49 sampai 53 Undang-Undang Nomor 7
'lahun 1989 terrtang Peradilan Agama yang telah diamandemen
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diielaskan
tentang kewenangan dan kekuirsaan nlengadili yang merladi
beban tugzrs pengaclilan agirma.

C. EKONOMI ISLAM

Pada tahun 20an teriacli great de1>ression yang melandn
perekonomian dunia. IIal tersebut mendorong munculnyn
sebuah pemikirar-r baru dalam dunia perekonomian. Sistenr
perekonomian yang ada ticltrk mampu rnen^fawab persoirlan
clepresi dan pengangguran. Keynes menegasknn pernerintah
perlu meningkatkan goa,ernrcnt spending untuk menggairahkan
kehich,rparr ekonomi y:rng ada. I)engan adzrnya peningkatan
tersebnt, diharapakan konsurnsi yang diltrkukan oleh rnasyarirkirt
rnengalnnri perringkirtan lerLel inconte jikri hai itu terjadi,
perekonomian diindi kasikan mengal ami perturnbuharr.2r

Guna rnewu,judkan pertumbuhan ekonomi bagi
m'.rsyarkzrt, tujuan, dan fl.rsilitas vang digunrkirn harus sesuiri

dengan nilai <{an prinsip syariah berlandaskan Alquran clan

sunnah. Walaupun derriikian, hal tersebut tidak menafikan
konsep clzrn sistem konvensiclnal sepanjang tidak bertentangan
clengan prinsip syariah.

Alclurirn rnenggunakan tcnninologi bisnis (pengprri.an luas dari
ekonomi) sedemikian ekstensif. Paling tidak terdapat 20 (tlua
puluh) macanr terminologi bisnis dalam Alquran serta diulirng

t'Gerald Meier, Leading lssues in Fcon. Development, (New York: Oxford
University Press, 1979), h. 17

sebanyak 370 kali dalam berbagai ayat. Penggunaan terminologi
bisnis (ekonomi) yang sedemikirrn banyak, menunjukkan sebuah

rnanifest;rsi aclanyir spirit bersifllt komersial dalam Alqurttn,
namun tetap dikawal clengan aturan-aturan teLtentu.22Kegiatan

social ekonomi (muamalah) dalam lslam rnempunyai caktrpan

h-ras dan tleksibel, serta tidak membedakzur antara muslim dan

nonmuslim. Kenyataar-r ini tersirat dalar-n suatu ungkzrpalt yilng
cliriwayatkan oleh S:ryyidina Ali, yaitu dalam bidang muamalah,

kewajiban mereka aclalah kewa.jibiur kita <lan hak rriereka adalah

hak kita.

Sisten"i perekouomian Islam, saat ini lebih ciikenal dengan

istilah sisrem ekonorni syirriirh. Sistem ekonotni sytrriah

mempunyai beberapa tujuan, yakni

1. Kesejahter'.ran ekotrorni dzrlam kerangka uorrna rnoral

Islam (dasar pemikirirn Q!. Al-Baclarah 'ayat 2 & i68,
Al-N{aidal-r ayat 87-BB, Al-Jurnu'ah ayat 10);

2. Mernbentuk masyarakaf clengan tatan2ln sosial ynr-rg

solicl, berclasarkan keacliliur clan persaudar;ran yang
tuniversal (Q. A1-Ilufuraat ayilt 13, Al- lVIaidah iryat 8,

Asy-Syr-r'zrraa ayat 183);

3. N{encapai distribusi pendapatrrn dan kekayaan yang ndil
clrur rnerata (QS. Al-An'irrn ayat 16-5, An-Nahl ayx 71.,

Az-Zukhruf ayat 32);

"aturan dan rambu rambu yang dijelaskan al quran mengenai kegiatan bisnis

(ekonomi) dapat disimak dalam QS. Al Baqarah: 60, QS.AI-Baqarah :168, QS. Al Maidah:

B7-88, dalam penjelasan Muhammad Syafi'l Antonio dikemukakan bahwa dalam ayat-

ayat tersebut terdapat beberapa rambu yang mengatur kegiatan ekonomi dalam lslam,

diantaranya; carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan yang batil, tidak berlebih

lebihan dan tidak melampui batas, tidak menzalimi, menlauhkan dirt dari unsur riba,

menghindar dari gharar (ketidak lelasan/manlpulatif), serta yang terakhir tidak

melupakan tanggung jawab ketuhanan dan social berupa zakat, wakaf, infak dan

sadaqah. Lebih jelas baca, Muhammad Syafi'l Antonio, Bank Syarlah; darr Teori ke

Praktek, lJakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2001), h. 10 13
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4. Menciptakan kebebasan individu dalitm konteks
kese.fahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du ayar 36, Luqrnan
ayat 22);

5. Ekonomi syariah merupakan bagian clari sisrem
perekonomian syariah, merniliki karakteristik dan nilai_
nilai yang berkonsep pada "amar rna'ruf nahi murrgkar"
yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan
yarrg dilarang.

Di Inclonesia perkembangan ekonomi Islam cliawali
dengan menguatny?r sistem perbankan syariah. perkembangan
bank syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat
Indorresia (BMI) pada 1992 serra keluarnya UU I\o. T/ 1992.
yang kemudiarr diperkuat oleh Utl No. 

'I0/ 
1998. Seiak ittr.

perba'ka. syirriah terus bermunculan sebagai solusi etonc,mi
alternatif yang cukup prospektif dan menE;giurkan.

D. BtrNTUK-BENTUK trKONOMI SYARIAH
Sistem Ekonorni Syariah didirikan di antara sistem

ekonomi kapitalis dan sistern ekonorni sosialis (komunis).
Pokok dan prinsip'ya adal^h memberikan kepada i'dividu hak
asasi dan pribadi-pribadi seluruhmya denga. suzrtu cara y:us
tidak merusnk keseir.ba.ga' dalam pernbzrgiir' k.kayoar.. ira,1a
satu segi Islam mernberiktrn kepacla i'clividu haknya menge'zri
milik perseorangan dan hirknya dalarn melakuk:rn tindakan
terhadap kekayaan. Pada segi lzri., Islam 

'rengikat 
tiap-tiap hak

da'tiap-tiap individu dengirn berbagai ikata. moral Jari Jol"-
dan ikatirn perundang-unclangan dari luar, dengan tujuan
sumber-sumber kekaya.an tidak terkumpul pada sat., tempat
secara besar-besaran, tetapi beredar dan berpincrah-pindah cli
antara berbagai individu dan perorangan, hingga rnasing_
masing rlremperoleh bagiannya yang sah dan pantas. Ol;h
karena itu, Islarn mengatrlr perekonorni.,-, yung berimbang,

berbeda dengan metode sistern kapitalis clan sosialis komunis
dari segi jiwa, prinsip, dan program kerja.2:r

P'.rda bagian ini, akan dikemukakan bentuk-bentuk
ekonomi syirriah yang ada dalam literatur di Indonesia. Bentuk-
bentuk tersebut meruiuk pada subkewe nangan Peradilan Agama
dalam menyelesaiku.r- r. n g.k. t" E,konomi Sfari ah yang meli puti;

1. Bank Syariah

Sejak berdirinya Bank Syariah di Indonesia pada tahun
1992 pemerintah telah mernbuat sejumlah perilturan
pemnclang-undangan yang berkaitzln clengan perbankan syar.iah.
I(ini, kegiatan perbankan syariah diarur dalam UU No. 10
'Iahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Pasal 1 angka (3),
disebutkan pe ngertian Bank lJrnurn adalah bank yang
melaksanakan kegiata. usaha secara konve'sional cla',/atau
berdasarkan prinsip syariah clalam kegiatannya memberikan iasa
dalam lalu lintas pembayarrrn.

Prinsip syariah yrrng disebutkan dalam Pasal 1 angka 13
yaitu :

"Aturan perjarr.iian bertlasarkan Ifukurn Islirrn antirra
bank dan piirak lain unruk penyimpan:rn danzr dan,/atau
pernbiayaan kesiatan usaha, atau kegiat;rn lainnya yang
dinyatakan sesuai dengan syariah". Di sini ierlihai,
bahwa di ]ndonesiir berlaku clua sistern perbankan, yaitu
sistern konvensional yatig rnenggunakin sistern bunga
dan sistern syariah yang berlandislan ke tenruln Islam.Yo

Sistem perbankan Islam berbeda clengan sistem
perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan
perbankan Islarn rnerupakan subsistem dari suatu sistern

23Moch 
Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis syarrah clr rndonesia, (Bandung:

Pustaka, 2006), h. 28-29

'oGemala Dewi , dkk, Hukum Perikatan lslam dl lndonesia, (.Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2006), cet 2., h. I54
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ekonomi Islam yang caklrpannya lebih luas. Karena itu,
perbankan Islam tidak han),a dittrntut untuk menghasilkan profit
secara komersial, nanlun juga dituntut secara sungguh-sungguh
menampilkan realisasi nilai-nilai syariah 2s

Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-
kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan

membayar bunga (riba) membiayai kegiatan produksi dan

perdagangan barang-barang yang diharamkan, seperti minuman
keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan gambling
(maisir) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam foregn exchange

dealing, serta higbly and intended -rpeculative transaction (gharar)

da la m ina es tnrc n t ban king.

Berdasarkan prinsip utama itu, maka secara operasional
tenlnpat pefuod.r.u-pabda.rn yang sub tantif antara perb ankan I slam

dengan perbankan konvensional. Ada beberapa perbedaan
mendasar dalam konsep pelaksanaan di bank konvensional dan

,t,s bank Islam, yaitu perbedaan konsep antara bunga dan bagi
hasil, perbedaan konsep antara investasi dan membungakan
uang, serta perbedaan konsep antara utang uang dan utang
barang.26

2sZianul Arifin, Bank lslam versus Bank Konvensional, (Republika, Senin 10 Juni

2002., h.24
26Zianul Arifin, Bank lslam..., h. 25
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ferangkat
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kreditor

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis
dinrulai pada tahun 796727 dengan dikeluarkannya UU No. 14
Tahun 7967 tentang pokok-pokok perbankan.2s Undang-
undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan
yang berlaku pada masa itu yang akan berhubungan dengan
kedudukan perbankan syariah pada masa berlakunya undang-

2TMarhainis 
Abdul Hay, Hukum Perbankan (Jakarta: Pradnya Paramita,1997)., h. 36

'ucemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariat
di lndonesia, (Jakarta: Kencana, 2004)., h. 1-49 1-54

),
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undang ini adzrlah adanya pengaturan mengenai pel)gerriarl
"kredit" yang terdapat di dalam BAB I Pasal 13 humf C yang
menyebutkan :

Kredit adalah penyediaan uang arau tagihan-tagihan
yang dagat clhmakan dengan itu berdasarkan persetujuan
pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak c'lalam
hal" rnana pihak peminjarn beri<ewrrjiban nelunasi
utangnya seteltrh jangka waktu terterltu denp;an jun"rlah
bunga telali clitetapkan.

Dari bunyi pasal di atas tampak pengertinn, bahwa dalam
usaha bank yang ada pada rnasa ini (perbankan konvensionirl)
dalam operasinya rnenggunakan sistem kredit, tidak mungkin
melaksanakan kredit tanpa bunga. Hal ini dikarenakan, konsep
bur-rga melekat dalam pengertian (definisi) kreclit itu sencliri.

Sehingga, ticlak dimungkinkan pula untuk didirikan
perbankan sytrriah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank padir
masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankzrn
pada masa itu ditentukan tingkat bunganyzr oleh pemerintah
secara seragan], agar tidak terjadi penentuiln bunga yang
sewenang-wena1lg oleh masing-masing bank dan menjzrga
stabilitas keuangan negara.

Selanjr.rtnya p.rlr aval tahrm 1980.ur sisrem pengerrdalirur tingkat
bunga oleh pemerintah ini mengalami kesulitan. Ilank-bank
yang telah diclirikan sangat tergantung kepada tese c'lianya
likuiclitas Bank Inclonesia. I)ernikian .i,rgu pemerinrtrh
menentukan tingkat bunga, maka tak ada persaingan antar
bank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak
menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh kuena itu,

pemerintah kemudimn mengeluarkan deregulasi di biclang
Perbankan tanggal 1 Juni trrhun 1983 yang membuka belenggu
penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenirrnya deng:rn
clibukanya belenggu tingkat br.rnga ini, maka timbullah
kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat
bungan sebeszrr 00/o yang berarti merupakan pelterapxn sisrcm

perba'gka' syariah rne lalui perjanlian mu'ri berdasarkan
prinsip bagi hasil.2e

I)eregulasi 1 Juni 7983 tetnyata tidak berdampzrk
langsung atas pelaksanaan sistem per-bankan tanpa bunga. Sejak
pndiriiur sisem pertanlcur tanpa bunga dibicarakan di Inclonesia
pada pertengahan tahun 1970an ada beberapa alasan yang
mengh:rmbat terealisasinya ide ini, yaitu operasi nant istari
yang menerapkan bagi hasil belum diatur oleh undang_undang
pokok perbankan Nornor 14 Tirhun 1967. Konsep Bank Islai
dari segi politis juga diar"rggap berkonotasi ideologis yang
berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga t at itu iiaal
dikehendaki pemerintah. Pada saat iru masih- diperta'yaka.,
siapa yang bersedia menaruh modal clalam ventura semacam itu,
sementara pendirian bank baru dari negara-negera Timur
Tengah masih dicegah, antara lai' kebijaka'p.,',butnsan Bank

{sing yang ingin rnernbuka kantor cabarig di Inclonesia.
sedangka', pendirian ba'k baru oleh Indo'esia se.diri masih
belum tlimungkinkan.

Pacla tahun 19BB pemerintah memandang perlu untuk
membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna
memobilisasi dana masyarakat utuk menuniang pemba.rg*rurr.
lVlirka dikeluarkanlah Pirket Kebijakan pernerintah "8,.1o,-,

oktober (PAKTO). Pada ter'ggal 27 oktc>ber 19BB yanu berisi
tenta'g liberalisasi perbankan yanf{ rnem.ngkinka' p.di.io'
bank-bank baru selain yang sudah ada30

setelah dikeluarkannya pAKTo kernucria' dimurai:rh
pe'dirian ba.k-ba'k Perkredita' Rakyat syariah dibeberapa

2eDuddy 
Yustia dy, penjelasan perbankan Syarlah secara umun, lMakalah

disampaikan pada Pelatihan perbankan dan Asuransi syariah di AJB Bumu putera Frsip
Ul, Depok April 2003., h. 2

'"Zainul Arifin, Mengrntip peruang pengembangan perbankan syanah pasca
Pentberlakuan undang'undang perbankan syariah, (Makalah disampaikan pada seminar
Nasionai Menggagas Ekonomi syriah yang N4antap dengan pembentukan peraturan
Perundang undangan yang baik, Depok, 25-27 Februari 2OO3), h.. 1
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daerah di Indonesiayang pertama kali mernperoleh izin usrlra
adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Berkah Anral
Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah, pada tanggal 19

Agustus 1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Arnanah
Rabaniah path 24 Oktober pacla tahun yang sama. Ketigzr

BPRS tersebut beroperasi di Bandung clan kemudian bercliri
BPRS Hareukat pada tanggal 10 Novernber 1991 di Aceh.

Titik terang pendirian lemb;rg;r bank dengan sistem

syariah sebenarnya telah rnuncul sejak awal tahun 1990an.

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang
bunga dan Perbankan Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus
1990 hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalarn pada

Musyawarah Nasional iV Ma.ielis Ularna Inclonesia (M[JI) yang
berlangsung di hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-55
Agustus 1990. Berdasarkan an)ant1t Muntrs tersebut. Makir
dibentuk kelompok kerja mendirikan Bank Islam cli Indonesia.

Padir tahun 1998 dikeluarkan Undang-Llndang No. 10

Tahun 19BB tentang perubahrrn atas Undang-Undang No. 7
'fahun 1,992 tentang perbankan. Pada undang-undang ini
terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang
lebih besar terhaclap pengembangan perbankan syariah di
Indonesia. Dari LIU tersebut dapat clisimpulkan, bahwa sistern

perbankan syarial-r dikembangkan dengzrn tuiuan sebagai

berikut.:J1

a. Memenuhi kebutrrhan jasa perbankan bagi masyarakat

yang tidak si;Lp menerima konsep bunga. Dengan
ditetapkannya sisrcm perbanl<an si,ariah yang berdampingan
dengan sistem perbankan konvensiotrirl (dual hnnAing

.tystent), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secarit

lebih luas, terutama dari segmen yirng selirma ini belum

rZarnul 
Arif in, MenBtnlip PeltHng PengenbarBan.....h. )

dapat tersentuh oieh sistem konvensional yang
menerapkan sistern bunga.

b. Mernbuka peluang pembiayaan bagi pengembangan
usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalarn prinsip ini,
konsep yang diterapkan adalah hubungrn antara investor
yang harmonis (nttrtual in,uestor relationship). Sementara
dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah
lrtrbungan debitor kreditor (debitor tocreditor relationship)

c. Memenuhi kebutulr.urakanpnxluk dan jasa perbankan yang
memiliki beberirpa keunggulan komparatif berupa
peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan

Qterpetual interest efJbct) mentbatasi kegiatan spekulasi
yang tidak produktif, pernbiayaan yang dituiukan kepada
usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur mora1.32

Undang-undang ini .iugu memberikan penegasan
terhadap konsep perburkan Islam dengan rnengubah
penyebutan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada Undang-
[Indang No 7 Tahun 7992 meniadi Pasal 7 ayat 3, ayat 4, ayat
12, dan ay^t 73. Rahkan pada Pasal 1 ayat 13 yang
menerangkan tentang pengertian prinsip syar-iah, dalam
perbankan ini juga terdzrpat penguatan kedudukan hukum Islam
bidarrg perikatan dalam tatanan hukurri positif. Pasal 1 ayat 13
ini menyebutkan sebagai berikut.

Bahwa Bank Sy:rriah irdalah aturan perianiian
berdasarkan Hukum lslarn antara blnk denfan' pihak
lirin untuk menyimpan dana dan/atau piurbiiyaan
kegiatan usaha, atau kegiatirn lainnya yang-dinyatakan
sesuai dengan syariah antara lain, - pembiayaan
berdasarkan prinsip bagi hasil (rnudharobah),
pernbiayaan . berdasarkan prinsip penyerta2ul modal
(musyar:rkoh), prinsip jual beli 

- birang dengan
memperoleh keuntungan (rnuharobali), ,i^u
pen-rbiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

:'2Zainu 
I Arifi n, M e nglntip Pelua ng Pe nge n ba nga n..., h.2
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murni tanah pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan
peminclahan kepemilikrn atas barang yang disewa" tlari
pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)."

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Salah satu dari beberapa lembaga l<uangan rnikro syariah
adalah Baitul MalWaT,amwil (ilMT ) merupakan akronim clari
baitul ntaal zta At-Tamuilatau dapat juga ditulis dengan haitul
maal rta baitul tam.uil. Secara harfiah baitul maal berarti mmah
dana dan baitu/ tantvtil berarti rumah usaha.r3 Baitul maal
berdasarkan sejarah perkembangnnya, yakni dari rniils2l

Rasulullah SAW sampai pada abad pertengahan perkernbangan
I sl ;rm, berfungsi urtuk menppmpulkan sekaligus rnent as y a nufkan
dana-dana sosial. Sedangkrrn baitul tamzuil merupakan lembaga
bisnis dimana setiap usahanya bermotifkan laba.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami
bahwasanya BMT merupakan sebuah lembtrga yang memiliki
fungsi bisnis dan fungsi sosiai. Fungsi sosial BMT dapat clilihat
pada definisi baitul maal, sedangkan fungsi bisnisnya dapat
dilihat pacla definisi Baitul Tamuil. Sebagai lembaga sosial
BMT memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan L,embagzr

Amil Ztkat (LAZ), oleh kirrenanya BMT harus didorong agirr
mampu berperan secirra profesional menjadi LAZ yang mapan.
Fungsi tersebut paliiig tidak meliputi upaya pengurnpulan clana

zakat, inf-aq, sedekah, waqaf, dan sumber clana sosial lainnya
unttrk ditasyarruJkan kepacla golongan yang berhak
menerimanya.

Sebagai lernb.ga bisis, BMT lebih memprioritaskirr-r
pengembangan usahanya pada sektor keuangan, yakni sinrprrn

pinjam. Usahn ini seperti usaha lernbaga perbankan yakni
rnenghimpun clana clari masyarakat kemudian menyalurkannya
ke mb ali kep ad ir m asytrrakat ynn g me mbu f u hkan. FIal ersebut drpat

r3Moch 
Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum...., h.30

-.rjndi kesernpatan bagi BMT uutuk mengernbangkan usahanya

pada sektor riil nuuprul selor keuarEan lainnya yang
mernungkinkan dilakukan oleh lembaga perbankan selama itu
tidak bertentangan dengan prinsip-prir-rsip e konomi Islam,
karena BMT bukanlah lembaga perbankan, sehingga ia ticlak
dibatasi oleh regulasi lembaga perbankan.3a

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berkembang seiring

dengan perkembangan bank syariah di Lidonesia pada tahun
1990an. Lembaga ini adalah sebuah Kelompok Simpan Pinjam
(KSP) atau Kelornpok Swadaya Masyaraka (l(SM) berbentuk
prakoperasi atau koperasi yary benlasarlvn pn "ip syariah.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, BMT
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba

bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi
ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota
dan lingkungannya;

b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat
dirnanfnatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti
zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf;

c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah
seanra sradala yar4; rnelibatkan peran serta masyarakat

disekitarnya;
cl. Lembagn ekonomi milik bersama antara kalangan

nasyarakat b:rwah dan kecil serta bukan niilik
perorangan auur kelonrplk li:ftentr"r di luzrr masyarakat

sekitar BNI'f.tt

Produk-produk prg ditawarlcur oleh BMT mencakup

procluk pengumpulan dana masyarakat dan produk penyaluran
danzr. Llntuk produk pengumpulan dana masyarakat bentuk
simpanar-rannya dapat terikat dan tidak terikat atas jangkzr waktu

saMoch 
Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum...., h.30

ttcemala 
Dewi , dkk, Hukum Perlkatan... cet 2., h.162-L64
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dan syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Akarl
yang digunakan adalah akad wadi'ah dan akad mudharobah.

a. Simpanan wadiah :rdalah titipan dana yang dilakukan
setiap wakru dan dapat ditarik pemilik atau nasabah

dengan carir mengeluarkan semacam surat berhiulla
pemindirhbukuan yang dikenai biaya administrirsi.
Namun, karena dana tersebut dititipkan clan dikelola
pihak*pihak penyimpan dana dapat menerimlr
keuntungan bagi hasil yang sesuai dengan jumlah danir

yang diinvestasikan di BMT.
b. Simpanan muhdarobah adalah simpanan para grrilik

chna yaug penyetoran dan/atau penarikannya dapat
dilakukan sesuai dengan perjanjian ytrng telah disepakati
sebelumnya. Sirnpanan mudharobah ini tidak dikenzri
bunga, karena BMT bertujuan memperoleh laba dari
BMT merrurut prinsip bagi hasil. Jenis-jenis simpanan
yang menggr.rnakan akad mudharobah clapat
dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan. Di
antara bentuk simpanan tersebut adalah :

1. Sirnpanrrn lclul Fitri,
2. Simpanan Iclul Qrrban,
3. Simpanan Ha.ii clan Umroh,
4. Simpanrrn Pendidikan,
5. Simpanan Kesehatan, dan lainnya.'"

Selain yang telah disebutkan di atas, BMT jugrr dripat
mengelola zakat infak, dan sedekah dari masyarkat trntuk
kepentingan sosial dan agzrma

3. Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Asuransi dalarn kontek hukum clagang dikenal densirn

Pertanggungan, yaitu insurance. Islam tidak mengenal aclanyir

istilah asuransi, akar-r tetapi dalzrm konteks Indonesia mengenai

tu 
Gema la Dewi, Hukum Perikata n..., h.3O

zrsuransi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 tentang asuransi.

Dalam Pasal 1 tentang ketentuan urnum disebut adanya

pengertian asuransi ini, yairu :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
rnengikatkan diri kepada penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa
yang tiilak pasti, atau untuk memberikan suatlr
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidunya seseorang yang dipertanggungkan.

Kata asurzlnsi berasal dari bahasa Tnggrisninsurance yang
berarti jaminan, seperti terdapat dalam kalimat, it's good
insurance to l>req>arefor an! entergency (jaminan yang baik untuk
siap sedia terhad:rp tiap-tiap keadiran darr.rr:rt),37 sedangkan

clalam bahasn arzrb ia sepadan dengan kata ta'ntitt atau

dhamntan.3E

Mwfu Al-Ba'ahal<iy d..Jun Al-Mawarid memberikan definisi
tentang asuransi sebagai berikut:

'Jaminan pertang€llngan dengan didasari akacl antara
dua pihak, bahwa salah satu pihak akan menanggung
kerugian- yang diderita oleh pihak lain iika kerugian ittr
timbul"t'

Definisi asuransi seperti diungkapkan dalam Ensiklopedi
Hukum Islam adalah:

"Transaksi perjanjian antara dua pihak; piliak yang satu
berkewajiban mernbayar iuran dan pihak lain

37 Jhon M.Echols dan

PT.Gramedia, 1995), h.326.
tt Munir al-Ba'albakiy

al-Malayin),1986J, h.412.

Hassan shadly, Kamus lnggris lndonesla, Cet. XXl, (jakarta :

al-Mawrld.Qamus lkllzly'arabry, Cet.XX, (Beirut:dar al-ilm li

re Munir al-Ba'albakiy, al-Mawrid. Qamus..., h. 47 3
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berkewajiban memberikan jarrinan sepenuhnya keprrda
pembayar iuran jika terjadi ses.urltu ytnq.f."i"l}pa pihak
pertama sesuai dengan perianjian yang clibrtat"''u

Pengertian asuransi cli atas masih bersifat umum tanpa

dikaitkan dengan tlrntutan syara' dan tidak terikat dengtrn

kemestian bebas dari unsur riba, gharar (kenrungkinru ad,t

unsur penipuan, ketidak pastian), dan maisir (untung-

un nr ngan/ per.j udiarr).

Acla empirt pendapat
konvensional.*t

tentang htrkum asuransi

ou Abdul Aziz Dahlan (et.al), Enslklopedi Hukum lslam, Jilid | , (Jakarta : ichttar baru

van hoeve,1996), h.138. Lihat juga: Jalal Muhammad lbrahim, a/'ta'mln (TK; Dar A-
Nahdhah,1994),h 29-35, yang menerangkan definisi al ta'min dengan beberapa

perbandingan, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh bilaniul, "suatu

perjanjian antara pihak penanggung yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi

terhadap sitertanggung, atas kerugian yang mungkin akan timbul kemudian, sebagat

ganti dari uang yang disetorkan kepada penaggung(premi0 oleh sitertanggung".
ot 

Lihat, warkum sumitro, asa-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait
(BAMAU/ dan Takaful) dl lndonesla, Cet.ke 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
perdsada,1997),h.166 167. diterangkannya bahwa para ulama islam berbeda pendapat

dalam menetapkan hukum asuransi konvensional perbedaan tersebut dapat

dikelompokan kepada empat
a. Yang berpendapat bahwa asuransi konvensional tersebut hukumnya haram

secara mutlak. Dengan alasan mengandung unsur periudian (marsr,'), mengandung

unsur ketidakpastian, mengandunB unsur riba, adanya unsur eksploitasi yang bersifat

menekan, merupakan tukar menukar mata uang secara tidak lunai lakad sharfl dan

suatu bisnrs yang digantungkan kepada hidup atau mati seseorang. Pendapat lni

dipegang oleh Sayid Sabiq dan Yusuf Qhordawi;
b. Pendapat yang menghalalkan secara mutlak dengan alasan bahwa tidak ada

ketentuan Alquran dan hadist Nabi SAW yang melarangnya, antara pihak penanggung

dan tertanggung ada kerelaan, maslahatnya lebih besar dari mudharatnya, dan

termasuk kategori koperasi. Pendapat ini didukung oleh Abdul Wahab, Khalaf, Muh.

Yusuf Musa, Musthafa Ahmad Zarqa', dan Muhammad Neiatullah Siddiqi.

c. Kelompok yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah

asuransi yang bersifat sosial sedangkan yang bersifat komersial tidak boleh. Pendapat ini

dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah

d. Kelompok yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk hal yang

syubat lihatluga ; Al-Sayid Sabiq, flqh al-sunnah,liltd 3, (Beirut : Dar al-Fikr 1992),h.3A2

303, tampak secaTa tegas menolak keberadaan praktek asuransi dan

menggolongkannya keadalam Mudhrabah fasldah., serta lihat luga pembahasan yang

dikemukakan oleh harnzah ya'kub, Kode Etlk Dagang Menttrttt lslarn

'ferlepas dari empat penclapat tersebut, kebutuhan
masyarakt terherdap asuransi baik muslim maupun nonmuslim
tetap ada baik masn sekarang maupun yang akan datang.
Terutama dunia usaha yang sangat mentbutuhkan jarninall
untuk menang€iung kerugian akibat faktor:-faktor luar batas

kemarnpuan lnanusia. Namun kalangan ularna Islam khususnya,

tidak dapat menerirna jika didalam asuransi terdapat unsur-
unsur yang dilarang oleli synritrh Islarn. Maka dibentuk asurarlsi

dengan sistem takafirl yang berusaha untuk ntengliinclari unsur-
wstrr riba, ghoror mdisil", dan dharar.

Lafal takaful berasal dari kata AaJala berarti mencukupi
nafkah, mcnanggung atau memelihara kemudian di mazidkan
dengan pola bab tafa'ul mengkirii taktfalr-yatakafalu-tal<ajillan
png ber:uti p€rllur*lingan berb alasan irtau salin€i rnen ang€iung." Di
dalanr Alquran terpakiri kata ka/ala dalarn beberapa ayat; surat
Ali Imran :37 dan 44, Thaha: 40, Al-QLshash:12 bermakna
memelihara, begitu juga dirlanr surat Shad: 32, HLrcl, dan Nuh :

Q1 4.t

Sedangkan pengertiannya sebirgiri suatu konsep usaha

munlrralah dapat dilihat kepada apa yang dikemukakrrn oleh
Nluhammad Syaf i Antonio. Menurutnya pengertian takaful
adaiah sebagai konsep perlindungan (asuransi) yang difalankan
sesu'.ri syariat Islarn, yang pada hakikatnya merupakan perianjiirn

(Bandung:CVD|ponegoro, 1.994), h. 289-315, mengutip pendapat Sidrq Muhammad
Amin Al Dharri, bahwa tidak ada kemungkinan yang membenarkan menggunakan
hukum dharurat untuk asuransi konvensional. Jalan keluar yang semestinya ditempuh
ialah dengan jalan mengeluarkan asuransi dari bentuk persetujuan yang komersial dan

memasukannya kedalam persetujuan yang bersifat sosial ltabrru). Sebagai jalannya

ialah menjauhkan segala sarana yang menuju kepada laba dan menjadikan asuransi

seluruhnya sebagai pertanggungan yang bersifat tolong menolong (kooperatif) yang
digilirkan antara para peserta asuransi itu sendiri, sedangkan karyawannya digaji oleh
pemerintah seperti pegawai negeri lainnya.

" A.W. Munawrr, Kamus Al Munawawir Arab lndonesla, Edlsl Ke 2,$urab,aya:
Pustaka progresf ,1,997 ), h.I22O.

ot 
Faidhullah al-Husna al Muqaddasiy, fath al-rahman ll Thalib ayat aLquran,

peirut : a I Mathaba'a h ai Ahliyah, I322HJ, h,.391.

t, t,)
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kesepakatan bersama antara seknmpulan orang unftrk saling
menjamin antara satu dengan yang lainnya dalam menghi'tclapi

kernungkinan terjadinya bencana atau malapetaka.aa

Dengan dernikian kata takaftrl di sini terpakai kepadrr

dua, yaitu pertama sebagai konsep dasar dari sistern yirng
dipakai dalam asuransi syariah (Islaniy) dan y^ng keduir
dipergunakan juga sebg"ri rurra dari prenrs.dra,ur atau syarikat usaha

itr.r sendiri.

Dari pengertian yang telah ciikemr.rkakan di atas dirpat
dipahami bahwa takaful pada dtrsarnya merupakan usahir

kerjasarna saling melindungi dan menolong antara anggota
masyarakt dalam n'renghadapi kemungkir"ran malapetaka clirn

bencarur- Seiring dengan berkernban€Jnya dan kernajua:n zvman,
bentuk kerjasama tersebut clitumbuhkembangkan meniadi
perusahaan asuransi takaful yang profesional.a' ItLrlirh seblbnyrr
takaful Indonesia kenludian clikenal sebagai suatu lembagrt

keuangan berclasarkan syariah Islam yang bergerak dibidane
asuransi. Untuk dapat melibatkan urnat Islanr secara optimal
terhadap usaha asnransi maka pada tanggal 25 Agustus 1,994

dibentuklah Asuransi Takaful Keluarga, yang beroperzrsi di
bawah anak perusahiian PT. Syarikat Takful Indonesia. Selain

PT. 'fakaful di Indonesiir sekarang bedid Lg asurausi y?Ing

berdasarkan syariah clengan nama Asuransi Syariah Mribarokah,
Divisi Syariah Grettl Eastem [.ife In-rurance, dan Divisi Syariah

MAA Insureance.'"'

Mengenai bentuk-bentuk asuransi ini, dalarn kontek
hukum positif Indonesia telah mendapatkan pengaturannya

'" Muhammad syafi'i antonio, Asuransi Dalam Perspektlf lslam, Makalah
Disampaikan Dalam Seminar Nasional Tentang Asuransi Takaful tanggal 6 januari 2001

di padang, h.11.
"' Muhammad Syafi'i Antonio, Asuransi Dalam Perspektlf...,h.5
ot Muhammad Sayfi'i Antonio, urgensl SDM Ekonomi Syariah,dalam Republika,

tanggal 29 April 2002, h. 11

dalam Urrdang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang clalarn

BAB III Pasal 3 menyebutkan bentuk-bentuk asuransi terdiri
dari tiga rnacirm yaitu:

a. Asuransi kerugian, yaitu perjanjian irsuransi yang
memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atirs

kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab

hukurn kepada pihak ketiga yang timbul clari peirstiwa
yang tidak pasti. Ruang lingkup kegiatannya hanya
sebatas asnransi kerugian, termask Rasuransi.

b. Asuransi jiwa, yaitu perjanjian suransi yang mernberikan

iasa ilan pertanggilrngan ulang terhadap resiko yang
dikaitkan clengan hiclup atau meninggalnya seseorang

yang dipertanggrrngkan,. Ruang lingkup kegiatannyir
meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri dan
anuitas.

c. Reasuransi, yaitu perjaniian asuransi yang mernberikan
jasa dan pertanggungan ulnng terhadap resiko yang
dihadzrpi oleh perusahaan asuransi kerugian atau

asuaransi jiwa. Ruang lingkup kegaitannya hanya
sebatas rcansuransi.

Selain itu bentuk trsuransi cli atas, acla yang disebut
asuransi sosial yang cliselenggarirkan oleh pernerintah, yang
rnemiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Sifat hubungan pertanggungan adalah wajib bagi
seluruh anggota mitsy'.rrakat atau angfiota masyarrrkat
tertentu itul

b. Tu.iuannya adalah memberikan .iaminan sosial (socia.l

security), bukan untuk mencari keunftrngatr;
c. Jenis-jenis asuransi sosial yang diselenggarakan oleh

pernerintah adalah tabungan clan asuransi pegawai
negeri (TASPEN), Jaminan Sosial T'enaga Kerja
(lAM SOTtrK), Asurarr.i krseh.nlrr (ASKtrS), IETLuS+urgrur
kecelakaan penunl).xrg diur pefla4gungarl keceli,lkiran

lah,rlintas 0ASA RAI{ARJA).

-::
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Sebagai mana halnyir clengan lernbaga keuangan lain,
dipedukan tiga unsur pokok dalam pengembangan bisnis
asrrrrrnsi syarirrlr, yeitu :

a. Adanya sumber daya manusia yang profesional clirn

rnempunyai kornitmen keislaman yang tinggi;
b. 'fersedianya modal yang memaclai;

c. Dapat diterapkanr"rya sistem operasi yang sesuai.

Sedangkiin hlrcr.Ea falcix yary mendukung perlunya
pendirian perusahaan asuransi syariah yang baru adalah :

^. Peningkatan pennina;ur sehrlrungrur dengan optirnisnre
perbaikan ekonorni

b. Peningkatan kesaclaran untuk rnengikuti aturan

syirriah dalan-r interrrksi ekonorni.
c. Keunggulan sisem tnudharobah (bagi hasil) clan

tabaru'
cl. Konsep pemirsaran yang saling melrguntungkan baei

rnasyarakat dan perusahaan.

Derrgan aclanya asnransi taLafir/, maka umat Islam
sekarzrng tidak perlu ragu-rasu lagi untuk menplansurasikan diri
dan harta bendanya kepacla perusahaan asuaransi sayriah yirng
acla.

4. Reksadana Syariah

Reksaclana aclrrlah wirdah y?rng clipergunakun untrrk
rnenghirnpun clana clirri nrasyarakat pernodal yang selirniutnyir
diinvestasikan dalanr portofolio efek oleh nranapler investasi.a;

Reksadana n-re rniliki keuntu ngan di eurtarauya adalah :

'.r. Invest:rsi di reksadana realtif murah dibancling jenis

instrumen inr.'estasi yang lain. I Ial ini bertuju:rn untr-rk

pemerlrtaan pendirpatan bngi masyarakat;

"Republik Indonesia, Undang-undang Nomor B Tahun 1995 tentang Pasar Modal

b. Retur yang diperoleh d:rri investasi reksaclirna cukup

rrrenarik diblntlirrg dcposito;
Pengeloliran reksadana dilakukan oleh manager

investasi yang mernpunyai kualifikasi dan persyaratan

khusus yang diatur dalam undang-unclang;
Investasi di reksaclana sangat coc<,ik untuk investor yang

belum men-rpunyai pengetahuan di bidang investasi

miluplln btrgi mereka yang tidak sempat n)enlantau

investasinya setiap saat;

e. I Irrnya dengan modal
terdir.ersifikasi dengan

res. ko.

Gr.rna mendapirtkiur kenyamanau dirlam berbisnis dan

beribadah, maka filtwa pe<loman investasi reksaclana syariah di
lndonesia ditetapkan oleh dua ormas Islam :

a. MllI
Majelis Ularr-ra Indonesia (MUI) telah dua l<ali

rnengeluarkan fhtwa mengenai reksadana syariah yaitu, --.

pertarna, fhtwa MllI merupakan hasil lokakarya Alirn
lJlanra tentiurg reksirdana syariah di Jakarta pirda

tanggal 29-30 Juli 1997 <7an ftt:tlua, fatwa DSN N4tlI
Nomor 20l DSN-Mlll/ lV/ 2001 tentang petloman

pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.to

b. BahtsulN'{us'il NU (BM NtJ)
IIM Ntl menetapkan keputusan reksadana syirriah

berclasirrkan keputusan rnttsyawarah nasional Alim
Ulama Nomor: 005/ munas/ 11/ 7997 pacla tanggal 20

November I9')7 )'

Reksadar-ra clianggap rnemiliki irndil yang sangat besar

dalam pengembangan ekonomi karena dap'.rt rnemobilisasi clilna

untuk pengembangan perttsal-raan-pentsahaan. Di sisi liriu

otMoch. 
Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum...., h.230

o"Moch. 
Faisal Salam, Pertumbuhan Hukurrt..., h.3O

I
tt.

ir-rvestasi kita sudah

schirrgga nrertgurlngi

:l .l

t;
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reksadana juga memberi keLrntungan kepada rnasyarakzrt berupir
keamanan dana dirn keuntungan materi sehingtir clianggap

dap at meningkatkan kesej ahterarur m:rsyarakat.

Dalarn rangka rnengkaji reksadana berdasarkan syariah,

peserta lokarya Alim tllama N{UI menetapkau se.iumlah dalil
sebagai alasan yaitu dalil yang diarnbil dari ayat Alqur:rn, hadist,
dan pendapat ulirma. Ayat Alquran yang dijadikan dalil aclalali

Q.S. Al-Nlaidah, 5:1 tentang perintah bagi ummat Islarn agar

menunaikan perikittan dan per-ianiian dan QS. An-Nissa 4:29
tentang cegtrh:rn mengkonsumsi harta sesamil deugan cara yang
bathil. Sedangl<an hadis yang diiadikan dalil a<lal:rh riwayat
Imarn Abu llawucl tenla4; kebolehan melakukan perdarri'airrrr

selam'.r ticlak untuk rnenghalalkan sesuatu yang hararrl utatr

sebalilcnya.

Pendapat ulirma yang diiaclikan clalil aclalah penclapat

Wahbah Al-Zuhalili yarlg rrlenyatirktrn bahwa transaksi apapun

dibolehkan selrrmzr tidak dilarang clan tidak berrtentirng dengan
.rqr)

svilrlrlll.

Di sarnping pertimbanekan dalil clari Alcpran, hadis, clan

pendapat ularna, keputusan trlim ulamir tentang reksadanrr"

syari'.rh ju ga terclirpat perti mbanpSan sosi irl, yai tu al:rm kehidripan
tertlapat dua kenyatir'.rn y'.urg cenclerung kontraclil<tif, di sattr

sisi, terdapat seaolongan rnasyarakat yang nrcrniliki ntodal tapi
ticlak merniliki kealilian bisnis. Dengan pertimbanuiur sosial

tersebut ditetrrpkanlah firngsi-fungsi reksirdana syariah sebagai

berikut:

Pertanta, reksadana syari:rh berfungsi sebagni lembaga

pengelola harta rnemiliki kernampuirn untr.rk rnengernbangkarr

harta yang dikelolanya. Kedua, reksaclana syirriah berfunqsi
sebagiri penghimbun clana clari mzrsyarakat untuk diiuvestasikan
dalam bidarng usaha yang hrilal. Ketiga,reksadtuta syrtriirh

'"W"hbah Zuhaili, L/shul Fiqh al-lslamv, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), h. 417

merupakan upaya unttrk memberikar"r jalan brrgi ummtrt Islirm

irgar tidak bermuamalah clenqirn .falan yang bat1l. Keen'rpat,

reksadana syariah menyediakan sarana bagi umrnat Islam Lrntuk

ikut serta dalam pembangttnan rnelalui investltsi yang sesr.rai

clengan syariat Islarn.

Ketentuan-ketelltutln reksirdana syariah yang diatur
clalam fatwa ter-rtang pecloman pelaksanaan iuvestlrsi ur-rtuk

reksadana syariah acltrlah sebagai berikut dibawah ini.'r
a. N4ekanisme operasional dalam reksadaua syirriirh

Mekirnisme operzrsional yang cliatur drlarn fatwa

ini teridiri dari dua hal berikut ini selerti ylng
tc:r 'antunl dirlam Pasal 2

1) Antar:r pemodal dan rnanajer investasi dil:rkukan
dcngan slstem wrkalrh Dalun ak2ld ini, pemoclal rrrernberikn

nilxlat lepxla nuuier irive;td urtuk nrelakirurklur inlastni

burgi kepentin€ian pelro(lal, sesuai clengan ketentr.tan

yan€J tercanturn cl:rtam prospektus (Pasal 3).

Mzrnajer investasi berhrrk atas upah yang dihiturtg
iltas uerse ntirsi tertelltu clzrri nilai aktiva bersih

reksadana syariah (Pasal4);

2) Antara rnanaier irre;tni diur penggunaan investirsi

ciilakuka n clergzur irftn-t n uaJltn alah. Kat" akte ri sti l< il ari
sistern n'rudharal,ah aclalah sebagai berikut :'2

a) Pembagian l<euntungan antirrr pernt,dll (S/ultiful
maal yntg diwakili oleh manitjer investasi clatr

pengguna investasi berdasarkan patlir proporsi
yang telah disepakati keclua belah pihak melalui
rnirnajer iuvesttrsi sebagai wakil clan tidak trda

iaminan atas hasil investasi tertentu kepada

pernodal;

ttcemala 
Dewi, Aspek aspek Hukum dalan Perbankan, h.I13

t'Gemala 
Dewi, Aspek-aspek Hukun dalam Perbankan, h.715
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Pemodal hanya menallggung resiko sebesar dana
yang telah diberikan;
Manajer inestasi sebagai wakil tidak nnungrurg resiko

kengian aas irnrcs*ui yar-rg dilakukannya sepaniang
buku krrena kelalaiarl,a (gross negligence/ taf ith).
Apabila ia l:rlai dalam menjalankan anranatnya
tnaka ia bertanggung jawab atas risiko yane
ditimbulkan tersebut (Pasal 4).

Jenis instrument investas'i pnda reksadana syariah
Instrumen keuangan yang dapat digunakan untr"rk

investasi pada reksadana syiiriah harus sesuai dengan
syariah lslam, diatur daiam Pasal 7, yaitu yang meliputi
hal-hal berikut ini:
1) Instrurnen saham yang sudah melalui penawaran

umum dan pembagian deviden didasarkan pada
tingknt laba usirha;

2) Penernpatirn dalarn deposito pada Brrnk Umunr
Syariah;

3) Surat utang jangka paniarrg dan.iangka penclek yang
sesuiti dengan prinsip syariah.

Jenis usaha emiten
P:ida Pasal B, ditentukan bahwa investasi hanya

dapat dilakukan pacla efek-efek yang cliterbitkan oleh
pihak (emiten) yar-rg jenis kegiatan usahanya tidak
bertentangan dengan syariah Islarn. Jenis keriatan usaha
yang bertentang'.rn dengan syariah Islam, yaitu hal-hal
berikut ini :

1) lJsaha perludian clan permainan yrrng tergolong 
.f 
udi

atau perdagangan yang dilarang;
2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi),

termasuk perbankan, dan asuransi konvensional;
3) Usaha yang mernproduksi, mendistribusi, serta

mernperdagangkan rnakanan dan minr.rrnan yang
haram.

Usaha yang rnemproduksi, mendistribusi, clan/zrtau
menyediakan barang atauplln jasa yang memsak moral
ataupun rnudarat.53

Jenis transaksi yang dilarang
Transaksi investirsi pada reksadana syariirh harus

dipilih dan dilaksanakil.n berdasarkan pada perinsip
kelrati-hatian (ihtiyath/ pnrrlential ntanagement), serta
tidak diperbolehkan rnelakukan spekulasi yang
clidalamnya mengnn<lung unslrr ghoror (Pasal 9).
'lindakan yang tidak diperbolehkirn tersebut meliputi
berikut ini :

1) Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
2) Bai'al-nra'dum, yaitu rnelakukan penjualan atas

barang yang belurn dimiliki (shart selling);
3) Insider Trading, yaitu menl,ebarluaskan informasi

y,.lrlg menyesatkirn atau ntemakai inforrnasi oranp;
dalam trntuk men-rperoleh keLrntungan teransaksi
yang dilarang;

4) N{elakukan invesrasi pada perusahaan ynng ptrcla saat
transaksi tingkat (nishbah) urangnya lebih dorninan
dari modalnya;

5) Kondisi emiten tidrrk layak.
F}niten xhlah pems.'.rlr.rar y.ng menerbitkan efek

untuk clitawar:kan kepada publik. Pada Pasal 10,
disebutkan bahwa eniten dianggap tidak layak
diivestasikan oleh reksad:rna syariah apabila
meliputi hal-hal beriktrt ini,
a) Struktur utang terha<1ap modirl sangat

bergantung pada pembiayaan dari urang yang
pnda intinya merupakan pernbiayaan yiulg
nrengandung unsur riba;

ttcemala 
Dewt, Aspek-aspek Hukurn dalam perbankan..., h.176

d.b)

b.

c.

l;
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b) Suatu erniten memiiiki nisbah utang, terhadrp
modal lebih dari B2%o (utang 45o/o moda|55oh);

c) Manajemen suatu emiten diketrrhui telah
bertir-rdak melanggar prinsip usaha yang
Islirmi.sa

Obligasi Syariah
Secara etimologi, kata obligasi berasal dzrri bahasa

Belanda obligatie yang berarti hutan atau kewrriibant'. Di
samping itu kata obligasi dalam bahasa Belanda diartikan
dengan surat hr.rtang (sehuldrifl, sehinp;ga dalirm terminologi
hukum Belirnda sering juga disebut dengan istilan obligaatie

lenning yang berarti surat tanda bukti pinlaman Lrang yxng
dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badau hukum lain
yang dapzrt cli perdagangkan dengnn cara rnenyerahkal] sur2lt

tersebut.56

Dalarn bahasa Inggris, istilah obligasi iuga disebut
dengan bond yang mempuny:ri clua pengertian, yakni berarti
surat hutang dan daprrt berarti j:uninan hutang.'7

Secara terminologi terdapzrt beberapa nlmus?ln definisi
obligasi. Nllenurut Pand.ii Anarogo dan Ninik Widiayanti
mengernukakar-r bahwa obligasi trdalah snrirt tandir pinjitman
uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya iebil'r

clari satu tahun. Jadi, obligasi pada hakekatnya irclalah sr.r:rflr

tagihan i"rLrtzrng atau beban trrnggungan pihak pener:bit

obligasi, dzrn bagi penlenarlg obligasi zrkan rnemperoleh

ttcemala 
Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan..., h.L76'177

Fq_ ,.,.'Edilius dan Sudarsono, kamus Ekonomi, Uang dan Bank, (Jakarta :PT.Rtneka Cipta,

L994), h.2Ol
ttA. 

Setradr, Obllgasr Dalam Persepektif Hukum lndonesn,(Bandung : PT. Citra

Aditya Bhakti, 1996),h 1
tt 

A. Seti.di, obllgasi Dalam Persepektif ..., h I

Farsan S.ngkrtr, I lrrhum Lli, noni 51rri.,h .L P, ngrrJr[rn Agumr

keuntungirn berupa tingkat bunga tertentu ynng dibayar oleh
penerbit tersebut.5s

GST. trko Bawantoro mengemukakan bahwa obligasi
itu aclalah jenis efek berupa pengakuan hutang afau
peminjarnan uang dari rnasyarakrrt clalam bentuk tertentu,
untuk jangka waktu sektrrang-kurangnya tiga tahun der-rgan

menfanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat

penibayarannya telirh ditenflrkan terlebih dahulu oleh
emiten.se

lVlenurut Nopirin, obligasi adalah perjanjian hutirng
rntarrr perninjam (y".g rnengeluarkan obligasi) dengan
pemberi pinjarnan (pemegang obligasi) clalarn rnrrna

peminjarri berjanii akan membayar kepada pemberi pinj:rrnan
se.iumlrh uang tertentu pada suatu saat dimasa yang akan
datirng.6()

Di sarnping defir'iisi-definisi yrrng telah clisebutkan di
atas, definisi yang agak baku dirurnuskan oleh keputusan mentri
keuangan yang menyatakan bahwa obligasi itu atlalah bukti
hutang emiten yang mengandung janji pembayirran bunga utau

ianji lain serta pelunirsirn pokok pinjamtrn dilakukan pzrda

trrnggal jatuh tenrpo, sekurang-kurangnya tiga tahun sejak
tangg:rl ernisi.t"

l)ari beberapa clefinisi cli atas terlilrat nclanya beberirpa
unsur dalam obligasi yang dapat dilihat clilri aspek emiten, atas

dasar bungir, pemegang, dan trspek.irrngka waktu yrugditetrplcn
r4ralcrh dihitunpJ berdasarkan waktu minimal dan maksimal, atau

'"Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, Pasar Moda| keberadaan dan Manfaatnya,
(jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992), h.55

tncST.Eko 
Bawanloro,Belajar Memahaml Pasar Modal Sesuai Peratuaran EAPEPAM

(Solo :CV Aneka, 1996),h. 34
""Nopirin, Ekonoml Monetel. (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta,l998), lilid ll, h. 118

"Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 154S/KMK. 013/1990 pasal 1 butir 34



ditetapkan s€cara kualitatif.62 Akan tetapi dalam hal ini, penulis
dapat menyimpulktrn bahwa obligasi adalah bukti hutang clari
emiten ynng ditanggung dengan mernb'ayar bunga yang telah
ditentuktrn dan peiunasannya dilakukan dalzrm jangl<a waktrl
yang telah ditetapkar-r.

Obligasi yarlg dikeluarkan emiten beranekaragam,
tergantung keinginan clari erniten itu sendiri. Obligasi tersebut
dapat diklarifikasikan drrri beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi

perirlilran,('3 dapnt dibeclakirn rnenjadi dua. Pertanta, obligasi atas

unjvk (bearer bonds), obligasi jenis ini memiliki nama dalarn
obligasi tersebut clan mudah dialihkan kepada pihak lain.
Kedua, obligasi atas nam2t (registreted bonds) merupzrkzrn obligasi
yang rnemiliki nama pernilik obliqasi dalam obligasi dan untuk
penzrgli han memerlukan berbagai persyariltan dan pro sedur.

Ditinjau dari segi jaminan atau hak klaim,''l clapat .itrgir
dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi jaminan dan obligasi
tanpa jaminan. Obligasi jaminan (secured ltonds) adalah obligasi
yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenis obligasi ini antara
lain obligasi dengan garansi (guranted bonds), obligasi dengan
jamirran harta (mortgage bonds), obligasi dengan jaminan efek
(collaleral trust bonds), dan obligasi jaminan peralatan (erJuipment

bonds). Sedangkan obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds)

adalah obligzrsi yang diberikan hany:r berbentuk kepercayaan

serl]ata, nrisalnya dehiture bonds yang mempakan obligasi yang
diterbitkan oleh pemerintah.

"'Obligasi pada perinsipnya merupakan instrument pasar modal yang berjangka
waktu panjang, namun bisa saja dibagi menjadi jangka waktu pendek (O-5 tahun),
menengah (5 15 tahun), dan jangka panjang (15-30 tahun).

u"Kasmir, 
Bank dan Lentbaga Keuangan Lainnya,Qakarla: Raja Grafindo Persada,

2000). h. 183
utKasmir, 

Bank dan Lembaga Keuangan ...,h. I83

Ditinjau dari dasirr br.rnganya,65 dibedakan menjadi
obligsi yang memberikan bunga tetap dan obligasi yang tidak
mernberikan bunga tetap. Obligasi yang memberikan bunga
tetap .iumlahnya kepada perrriliknyr (fixed interesrate), seperti
obligasi dengan bunga yang clitangguhkan, obligasi dengan

premi, dan obligasi biasa atau umum. Sementara obligasi yang
rnemberikan bunga yang jumlahnya tidak tetap kepada

pemiliknya (floating interesrate), seperti obligasi bunga variable
(dapat berrrbah), obligasi indeks (penbayaran bunga dan cicilan
dikaitkan dengan indeks bierya hidup).

Atas dasar jangka waktu, diklasifikasikan menjadi obligasi

yang dibatr,si oleh jangka waktu tertentu (lintited) dan obligasi

yang mana pemiliknya akan menerima bunga terus menerus
(contoh obligasi abadi).

Atas dasar emiten atau penerbit dibedakan, pertama,
obligasi yang diterbitkan oleh pemeriutah, seperti obligasi RI
tzthun 1950 yang diterbitkirn oleh pemerintah pusat, obligasi
DT I dan kota madya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah,

sert:r obligasi tahun 7954,1955, clan 1956 yang diterbitkan oleh
BUMN, Obligasi Jasa Margtr dan obligasi Bank Pembangunan
Indonesia. Kedua, obiigasi yang diterbitkan oleh pihak swasta,

seperti particil'ting bonds (pernilik obligasi selain memperoleh

bunga tetap jllga memperoleh bagian clari keuntungan yang
clicapai perusahaan) , clien bonds (obligasi yang diberikan kepada

langganan perusaha:rn dalam rangka rnengembangkan premililcur

efrk kepxh r-r"rasyarakat), tlepenture bonds (obligasi yang tidak
di.jemin atru tanprt srratu jaminan).

Bila ditelusr,rri dalarn fikih rnuamalah Islarn, titlak
<litemui bentLrk akad sebagaimana terdapat pacla transaksi
obligasi. Dalam hal ini penulis sependapat dengan tokoh

6slunaedi, 
Pasar Moclal Dalam Pandangan Hukum lslam, (Jakarta : Kalam Mulia,

re90), h.34.
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konternporer Mesir Mahrnr"rd Syirltut,66 yang berpendapat
bahwa .ienis efek obligasi tidak bisa clisamakan dengan sahzrm
untuk terrn fikih klasik bisa dikategorikan dengan syirkah AI-
'inan ivga tidzrk bisa disamakan dengan akan mudharobat yang
dibolehkan Islam, I)emikian juga halnya transaksi obligasi ini
juga tidak dapat disamakan denga qirodh atau Al-Daia (hutang
piutang) meskipun tidak bisa disamakzrn, bukan berarti trans:rksi
obligasi ini tidak memiliki sisi-sisi persamaan dengan
mudharobat dan tlirodh.

I)alam artad syirkah dan mudarobah, para pelakr.r bisa ikut
serta dalam kepemilikan perusa"haan, begitu pula
memungkinkau untuk mendapatkan untung dan rugi.
Sedangkan dalam obligasi pihak penyandar-rg dan (investor)
hanya memberi piniarnan kepada emiren yang menerbitkan
obligasi dengan imbalan bungan tertentu dan daltrrn limit waktu
tertentu pula. Oleh sebab itu, titik fokus uian-ra dalam masalzrh
ini berkaitan dengan adanya imbalan bunga pada obligrrsi
tersebuf. Adapun istilah obligasi dalam terrn fikih kontemporer,
penclapat Abd Al-Aziz Fahmi Haikal, disebut Al-Asnad, yaitv.

Surat atau kertas berharga yan€i diterbitakar-r oleh
pemerinfah yang merniliki.iangka waktu lama atau pemerinta"h
diharuskan membayar nonrinal pinjaman setelnh rnelalui jangka
waktu tertentu, dan tidak dibenarkan bagi peminiam rnenukar
jumlali bunga tetap sampai beralihnya bunga pokok pinjaman
kepada pemilik moda"t

Disamping kata A1-Sanad, penyebutan untuk efek
obligasi clisarnzrkan dengan syahadah Al-Istismar, y,.ritu surat
berharga (cek) yang dapat diinventarikan. Pakar ekonomi Islarn
Mesir. Ali Jaml Al-Din, rnendefinisikan syahadah Al-Istisnmt.
sebagai surat berharga yang menetapkan hak bagi pemilik

tn Mahmud syaltut, al Fatwa, ({t.t} :Dar al-ealam, {t.thh, h.355
ut 

Abd al-Ari. Fahmi Haikal, Mausu'ah al Mushtalahat al-lqtisodiyah, {Beirut : Dar
al Nahdah al Arabiyah, 1986), h.100

rnodtrl untuk meminjam dana bagi depeson dimana pihzrk
perniniirrn tunduk aturan pengernbalian dana tersebut keapda
pemilik modal.68

Tanggapan pro dan kontra terhadap kasus fikih
kontemporer cukup menarik untuk disimak, karena parar ulama
fikih memberikan komentar yang beragam namun, perlu
diperhatikan, bahwa pada dasarnya ulama sepakat setiap
pernyataan modal yrrne didalamnya terdapat unsur riba (bunga)
dihirramkan termasuk efek obligasi.

Sebagaimana diketahui garis tengah pemisah sistem
Islam dengan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga)
clalarn kc,nsep Islam. Riba dilarang, sedangkan jual beli
dihalalkan. Dengan dernikian, rnaka mernbayar dan menerima
bunga pada uang yang dipiniam dan dipinjamkan dilarang.
Untuk itulah silam secara tegas mengedepankan prinsip-prinsip
berikut dalam melakukan akad (trirnsaksi):

Larangan riba (bunga) dalarn berabgai transaksi;
Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang
b e rb asis pada monprrcleh keuntugrn yarg s ah m e nurut I s lam ;

Memberikan zakat.6e

Dunia modern saat ini, telah membzrwa dampak bagi
perkernbangan ekonomi global, sehingga peranall uang sebauai

stirnclirr harga dan sarana pertukaran barang semakin kuat.
Karena itu, objek yang terdapat pada riba dahulu berkembang
sesuai clengan jenisnya masing-masing. Semua yang
menyangkut taransaksi baik yang melibatkan masalah modirl
dan pinjaman, hutang, valuta asing clari tangan ketangan
dimana terdapat kemungkinan kelebihan atas pinjaman
komoditas pokok, dinyatakan mengandung unsur riba yang
diharamkan. Begitu pula halnya transaksi obligasi. Penuiis

uu M. Shalah M. al-Shawi, Musktlah Al-tstimar Fl Al Bunuk Al-/slamiyah, lMesi
Al Nahdah Al-Arabiyah,1986), h.100

tt Zainul Arif\n, Memahanti Bank Syari'ah, (Jakarta:AIvabet, 1999), h. 29

a

h
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berpendapat bahwa selama transaksi mengarah pada bentuk riba

y^ng berlipat ganda dan merugikan pihak lainnya maka

transaksi obligasi diharamkan (firman Allah surat Ali Imran
ayat 130).

Negara Indonesia menjelang akhir abad ke 20 dilanda
oleh krisis yang berkepanjangan. Krisis n'roneter yang meianda
Indonesia sejak ]uli 1,997 semakin memperburuk struktur
perekonomian Indonesia, bahkan kini CIrgah mengalami lcisis yang
bersifat multidimer-rsional. Mencermati kondisi ini, pemerintah
Indonesia mencoba melirik sumber dana lainnya untuk
merekostruksi bangunan ekonomi nasional yang semakiu

semrawut. Hal ini ditandai dengan munculnya obligasi

pemerintah yzrrrg digunakan untuk merekapitulasi bank-bank
sakit.

Bila clitelusuri 'illat pengharaman riba sebagai mirna

uraian penulis di atas dan dikaitkan dengan kondisi krisis yang
dialami Indonesia, maka akan muncul sllatu perubahan
ketentuan hukum. Bahwa disrrdari munculnya bentuk-bentuk
kegiatan ekonomi ydrg ber.rgam mengakibad<an teriaciinya

pergeseran nilai. Apa yang dahulu dianggap telah baku, kini
dipertanyakan lagi keabsahannya. Kalau dahulu setiap

tambahan atas pinjamzrn dipastikan nrendatangkan

kesengsaraan clan pelakunya dianggap berbuat zalim, kini
dipertzinyakan hubungan yang terdapat clalarn obligasi ciisatu

sisi terperangkap dalam formula riba, tetapi disisi lain
mendatangk'.rn keuntungan, bagi negara Indonesia seperti yang
digambarkan di atas.

Obligasi dalam sistem ekonorni konvensional
memberikan gambaran sebagai sebuah alternatif yang ada untuk
investasi. Investasi merupakzrn sumber permodalan bagi suatu

negara atau pemsahaan yang menerbitkan obligasi dertgan

tujuan nntuk mendapatkan keuntungan. Artinya, investasi

melzrh.ri transaksi obligasi dengan keuntungan png diperoleh

- 
Farsan -

- 
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dimaksudkan untuk memperbzriki strukfur perekonomian negara.
Dalam hal ini investor bisa memiliki dua fungsi, bisa sebagai
distributor (pengedar efek) dan j*gu sebagai pencari
keuntungan. Para investor dalam rnelaksanakan keqiatannya
menjalankan fungsinya masing-rnasing.

Dalam hukum Islam dijelaskan, bila suatu kondisi darurar
dan hajat yang mendesmk, rnaka hukum asal menempati hukum
dala'r ko'disi darurat atiru hajat tersebut, karena sesuatu dalam
keaclaan darurat itu berada pada posisi terpaksa, sesuai dengan
firman rllah :

c9"6si;
I)an sesuai dengan kaidah fikih:

o\rrul 6't,.r:/t
Berdasarkan ketentuan di atas birl-rwa adanya kondisi

darurat rnengakibatkan taransaksi obligasi dibenarkan sepanja'g
keuntungan yang diperoleh digunakan untuk ,o"rrgut"ri
kesulitan yang dialami. Apabila kesulita' tersebut telah lenyap,
maka hukumnya kembali padir ketentuan semula. Hal ini
penulis dasarkan pada kaidah fikih :

la;u;-r.- \:A G\ [,
I)engan demikian, keuntungan baik melalui laba bersih

atau keutungtrn transaksi obligasi semata-mata dipergunakan
untuk mengatasi suatu bentuk kesulitan yang berada di posisi
darurat. Dengan kembali norrnalnya kondisi sulit itu. Maka
sumber pembiayaan prekonomian meuggunakan instrument
lzrinnya yang benzrr-benar bebas dari bunga.

6. Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
CP (Conrcrsial Paper) adalah surar berharga pircla uang

yarrg berbentnk unsecured bearer notes dan berjangka waktu

,r' 2i 1t: -'-,
L. dJ J-,23 JsJ

E .,. tt --- i '.7Y! )rr,P-?l
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memenuhi definisi surat berharga komersial (CP) di daiani
SK 28.

Surat sanggup adalah suatu surat yang berisi
kesanggupan seorang clebitur untuk membayar tanpa syarat
seiumlah uang tertentu kepada kreditor atau kepada
pengganti kreditur atau pihak yang ditunjuk kreditur pada
waktu tertentu dan tempat tertentu. Surat sanggup diatur di
dalanr Pasa|774-177 KUHD, mengenai surat sanggup atas
ttrnjuk (ann order), dan Pasal 229e-229k mengenai surat
srlnggup atas pembawa (ann toonder).

Jadi terdapat 3 macam surat sanggupyaituT2 :

ir. Surat sanggup ,.1tas narna (opnarn) dirnaksudkan agar sulit
diperdagangkan dan clialihkan haknya. Pada surat anggup
'atas nama tegas ditulis nama kreditur tanpa tambahan
aPa-apa,

b. Surzrt sanggup atas tunjuk atau kepada pengganti (ann
order) dengan maksud 

^gar 
dapat dengan mudah

diperdagangkan dan dialihkan. Didalam surar sanggup
terdapat nama kreditur yang tertulis dengan jelas dan
ditambah kata-kata "atau penggantinya atau pihak yang
ditunjuknya". Penggantian kreditur tersebut terjadi
dengan dua hal, pertama, dengan penyerahan surat
sanggup atas tunjuk tersebut. Kedua, <lengan endosemen
yang benar,

Surat sanggup kepada pembawa, terdirpat dua
kemungkinan, pertama, tidak tertulis nama kreditur pada
surat sanggup. Kedua, tertulis nama kreditur dengan jelas
dengan tarnbahan kata-kata "atau pembawa". Pemegang
dapat mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga
dengan car2t menyerahkan surat tersebut secara fisik.

Hubungan hukum antara penerbit dengan investor
merupakan perikatan utang piutang yang tunduk pada

/2 
Kartini Mulladi, Surat Berharga...,Ihe Financial Club lakarta 8 Januari 1996
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pendek, dari batas ini diketahui bahwa CP merupaka surtrt

berharga pasar uang yang tidak dijamin dan jangka waktu
CP harus mernenuhi batasan jangka waktu pasar uang.

Adapun batasan jangka waktu bagi instrumen pasar uang

tidak seragam antara satu negara dengan negara lainnya.

Tetapi pada umumnya kurang dari satu tahun. D Indonaia,

batasan jangka waktu instrr.tmen pasar uang adalah satu tahun.

Dalam Pasal 2 huruf b dinyatakan bahwa jangka waktu CP
paling lama rdalrh 270hari .70

Ciri-ciri pokok CP berdasarkan definisi yang

disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 SK Direksi BI No. 2Bl
52/ KtrP /DIR (selanjutnya disebut SK 28) adalah sebagai

beril<ut ;

a. Tanpa jaminan (uithout resource) atau tanpa hal< regres

atau hak untuk menurut endosan sebelumnya;

b. Diterbitkan oleh perusahaan bukan btuk;
c. Diperdagangkan oleh bank atau perusahaan efek;

d. Berjangka pendek (paling lama 270 hari);
e. I)iperdagangkan dengan sistem diskonto.Tl

Pada ketentuiru tersebut clinyatakan de ngan te gas

bahwa CP merupakan surat sanggup. Oleh karena itu,
ketentuan umum berlaku bagi sr.rrat sanggup berlaku pula

bagi CP. I)alam hal ini perlu diingat pula bahwa CP
memiliki kekhususan, sehingga ada beberapa perbeclaan

dengan surat sii1ll€lgup pada umlrmnya.
Perlu diperhatikan bahwa dalarn pirsal mata ttirne

internasional ada kemungkinan CP yang tidak berbentuk
surat sang€iup. Sementara itu, di Indonesia terdapat surat

sanggup, misalnya M'fN atau midetermnote, yang tidak

'"Surat Keputusan Direksi Bl No. 28152lKEP/DlR
ttKartlni Mrll"di, Surat Berharga Komerstal, Makalah Seminar Sehari "Tllattan

Aspek Ekonomi dan Hukum Penerbit Commercial Paper and Payment (Peluang dan

Resiko yang dl Hadapi Tahun 1996),Ihe Financial Club Jakarta 8 januari 1996
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ketentuan-ketentuan umum di dalam hukum perikatan dan
ketentuan-ketentuan mengenai perikatan pinjam meminjam.
Menurut hukurn perikatan pada debitur, terletak kewajiban
untuk memenuhi restasi.T3

Pasal 7234 menentukan bahwa tiap*tiap perikatan
adalah untuk;
a. Memberikan sesuatu;
b. Berbuat sesuatu ;

c. Atau tidak berbuat sesuatu.
Apabila tidak memenuhi ker.mj;barq,a bukan karena

keadaan memaksa maka debitur dianggap rnelakukan ingkar
janji (wanprestasi). Terdapat tiga bentuk ingkar janji:74

a. Tidak memenuhi prestasi samer sekali
b. Terlambat memenuhi prestasi
c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Pasal 1236 KUHP perdata menentukan bahwa si

berutang adalah wajib memberikan ganti rugi dan bunga
kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya
d alam keaclr.ar ticlak rn urrpu untuk m e nye rahkan be nd anya atau
tidakmera,ranlyassrara patut guna menyelamatkannya.

Wanprestasi mengakibatkan timbulnya kewajiban
bagi debitur untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai
akibat wanprestasi, clalam hal ini debitur ingknr janji kreclitur
clapat menur-rtut:

a. Pemenuhan perikatan,
b. Pernenuhan perikatarr dengan ganti rugi,
c. Ganti rugi,
d. Pembatalan persetujuan timbal balik,
e. Pembatalan dengan ganti rugi.

H al ini berlxle dengan tidak dipenuhi nya kewa.i iban oleh
debitur karena keadaan mernaksa 

^tav 
overntalr/. Dirasirkan

''Sri Soedewi Masjchosen Sofwan, Hukum Perdata: Huku/n Perutangan baglan A.
(Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980), h. 80

''Sri Soedewi Masjchosen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum..., h. 80

sebagai suatu hal yang wajar bahwa tidak dipenuhinya suirtu
pikatan tid.rk dapat ditanggunggugatkan kepada debitur jika
ia mernpunyai kesalahan, sedangkan tidak dipenuhinya itu
oleh karena ada ortermatch (force ntajeur).

Lembaga. yang telah diuraikan di atas, dapat saja
digunakan dalarn mengernbangkan sistem ekonomi syariair,
hanya dalam melakukan kontak bisnisr-rya diperjanjikan
secara syariah, sehingga apabila terjadi sengketa dapat
diselesaikan secara hukurn syariah pula.

7. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank,
yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unir. Menurut
sifat penggunaannya, pembiayeun dapat dibagi menjadi dua hal
berikut.

a. Pembiayaan yang produktif yaitu pembiayaan yang
ditujukan unruk memenuhi kebutuhan produksi alal -": _

arti luas, yaitu untuk peningkatirn usaha baik usaha
produksi, perdtrgangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yan[
alcrnirabisdigunakuruntukmernenuhikebutuhan.T5 -

Menurut keperluannya, pernbiayaan produktif dapat
dibagi menjadi dua hal berikut.

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk
memenuhi kebutuhan: 1) peningkatan produksi, baik
secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun
secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu
hasil produksi; dan 2) untuk keperluan perdagangan atau
peningkatan utility oJ'1>lace dari suatu barang.

t=Muhammad 
Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori ke praktek, (Jakarta: Gema

Insani Press, 2001)., h. 160
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b. Pembiayaan investas, Ftu turtuk memenuhi kebutuhan

barang-b arang modal (c ap i ta I g o o d s) serta fasilitas-firsilitas

yilng erat kaitartnya dengirn itu.;6

8. Pegadaian Syariah

Gadai (ruhnu) aarr jamirun sratu bencla menguatkan

kepercayaan clalam hutang piutang. Benda itu boleh dijual oleh

orang yang memberi hutang dengan pasalan apabila orang yan€i

berhutang tidak membayar hutangnya setelah lewat masa yang

diperjanjikan. Hirrta orang bukan muslim tidak halal bagi

muslim selain dengan .ialan akad.77

Pengertian gadai atau fu-Rahq mengutip panrlargan Sayyid

Sabiq, adalah menyimpr,rn sementara harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjarnan yang diberikan oleh berpiutang
(yat g tnerninjarnkan). Berarti, barang yang dititipkan pacla si

piutang dapat diambil kembali dalarn jangka waktu tertentu.

I)alam Q$ A1-Baqarah ayat 283 disebutl<an: "fika kamu dalam

perjalanzrn (dan berrnuamalah tidak secara tunai) sedang kan'ru

tidak memperoleh seoranp; penulis, hendaklah ada barang

tanggungan yirng dipegang (oleh yang berpiutang)..". Ayat ini
secara eksplisit rnenyebutkan barang tanggungan yang dipegang

oleh yang berpiutang. l)alam dunia finansial, bar:rng

tanggungan biasa dikenal sebirgai objek gadai atau jan-rinirtr

(kolaterrrl) dalrrm dunia perbatrkan.T8

Selnin itu, istilah Ar-Rahnu juga disebut dalam salah satu

hadis yang artinya: "Apirbila ada ternak digadaikan,

punggungnya boleh dinaiki (oleh orzrr-rg yang menerima gadai)

karena ia telzrh mengeluarkan biaya (menjaga)nya... Kepada

orang yang naik izr harus mengeluarkan biayzr perawatannya",

tuMuhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah; Dari Teori..., h. L61
TTlbrahim lub,is, Ekonoml lslam \Suatu Pengantall, (Jakarta: Kalam Mulia1995)., h

78Al-Sayyid 
Sal:iq, Fiqh al'Sunnah, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), jilid 3., h. 22

(FIR Janaah kecuali Nluslim dan Nasa'i, Bukhari No. 2329,
kitab Ar-Rahn). Secara teknis gadai syariah daprrt dilakukan
oleh suatu lernbaga tersendiri seperi Perum Pegadaian,
perusahaan swasta maupun pemerintah, atau merupakan bagian
dari produk-produk finansial yang ditawarkan bank.

Manfaat dari transaksi dalam bentuk pegadaian ini
adalah, pernilik masih tetap berhak rnengambil manf,aatnya dari
barangnya yang dijaminkan, bahkan manfaatnya tetap
kepunyaan pernilik dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik.
'I'etapi usahan pemilik untuk menghilangkan miliknya dari
barang itu (iarninan), mengurangi harga, menjual atau
rnernpersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima
jaminan (gadai).

Pemegang gaclai atau orang yang memberi hutang boleh
mengambil manfaat sekedar pengganti kemgian untuk rnenjaga
benda gadai tidak rusak arau hilang. Apabila pemegang gadai
mengambil manfaat terus menerus untuk keuntungannya, tidak
sah. Ini riba hukumnya haram. 7e

Gadai bukan mencari keuntunp;an hanya penguat
kepercayaan. Sabda Rasulullah SAW dalam IIR. Baihaqi,

"tiap-tiap piutang (tagihan/ orang yzlng memberi
hutang) yang menfiambil rnanfaat, ndalah satu macam
clari beberapa macam riba"

Di Indonesia berlaku sebagai kebiasaan bahwa jaminan
(gadai), rnisalnya sawah, pohon kelapa, semua penghasilannya
diarnbil oleh pemegang .iaminan hak ini tidak sah dan tidak
hirlal, karena gunanya penambah kepercayaan kepada orang
yang mernberi hutang, bukan untuk mencari keunnrngan bagi
yang memberi hutang.

Seiring denE;an semakin banyaknya bentuk-bentuk
transaksi ekonorni yang bernileri syar'i mzrka pegaclaian pada

zelbrahim 
Luhis, Ekonomi lslan..., h.4O6
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dekade tahun 2000an sudah mulai membuka unit syariahnya,

meskipun belum meniamur seperti halnya perbankan syariah.

Dalam hal perbankan syariah, kontrilk Rahn digr.rnakan

pada dua hal: 1) Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad

tambahan (jaminan) bagi produk lain, misalnya pembiayaan

murabahah. 2) Sebrrgai produk tersendiri. Bedanya dengtrn

pegadaian biasa, pacla Rahn nasabah tidak dikenai bunga yang

d ipu ngu t d ari uas ab ah ad alah bi aya pouksirart Q.al ution), peiritipan

pemeliharaan, penjagaan serta adimistrasi.

Mekanismenya biasa saja, barang yang digadaikan

ditaksir (tentu pemilik barirng hams bisa membuktikan bahwa

itu barang sah rniliknya) kemudian nasilbah memperoleh

pernbiayaan clalam jurnlah tertentu' yang bisa tlicover oleh nilai
barang yang digadaikan tadi. Prosesnya cepat dan praktis.

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa lernbaga

gadai diperkenirnkan mengambil biaya yang meman€J

;,) diperlukan, tanpa ada unsur mengarnbil keuntungar-t
a^

berle t)llr'.u1."

Praktik gaclai syariah ini sangat strategis mengingat citra

pegadaian memang telah berubah sejak enam sampai tu.iuh

tahun terakhir ini. Pegadaian, kini bukan lagi di pandang

tempatnya tnasyarakat kalangan bawah mencari dana di kaia

anaknya sakit atau butuh biaya sekolah. Pegadaian kini iuga
tempat para pen€iusaha mencari dana segar untuk kelancaran

bisnisnya.

9. Bisnis Syariah

Berbisnis merupakan aktivitas yallg sangat clianiurkan

dalam aiaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah

menyatakan b'.rhwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu

tuBudi Setyanto, 6adai Syarrah. satu So/usi Menjaga Llkuidltas,

Tazkiahonline.coom, rilis tanggal 20 April 2004

berdagang (Al-Hadits). Artinya, rnelalui jalan perdagangan
inilah pintu-pintu rezel<t akan dapat dibuka sehingga karunia
Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuaru yang
diperbolehkan (Q.S 2 :275), dengan catatan selama dilakukan
dengan benar sesuai dengan tuntunan aiaran Islam.

Bisnis syariah banyak ragam dan bentuknya, bentuk
bisr-ris syariah yang muncul akhir-akhir ini adalah dalarn bentuk
perdagangan, se\,va, jasa, dan lain sebagainyir. Salah satu bisnis
yang berbasis syariah yang mulai berkembang adalah hotel
Soyfan yang berbasis syariah. Bagi manajemen hotel Sofl'an,
bisnis syariah bukanlah suatu yang baru. Sebagai bisnis jasa,
irotel ini lehil-r banyak rnenerapkan syariah dalam hal pelayanan
fasilitas yang halal. 81

Acla enam hal pokok yang dicanangkan pengelola hotel
Sofiran dalam menjalankan bisnis hotel syariahnya. Yakni,
memperbaiki fasilitas dengan menghapus segala fasilitas yang
dapat menimbulkzrn maksiirt, pemasarirn, menyediakan
rnak:uran dan minuman yang halal, interior dan dekorasi yang
rnencerminkan nuallsal Islam, sistem operasional menyangkut
budaya atau kebiasaan sehari-hari yzrng Islzrmi, seperti kebiasaan
mengucapkan salarn setiap kali berten-ru.

Pengelola hotel juga menempatkan dewan pengurus
syariah, yang diketuai Salirn Segaf AlJufri. Dewan ini bertugas
mengawasi pengelolaan hotel agar tetap sesuai ciengtrn ajaran
syariah. Keputusan mengelola manajernen hotel dengan sistem
syariah ini merupetkan upaya peniilik hotel untuk
mengembalikan citra hotel yang sebelumnya begitu buruk.

Selain itr-r, upaya rnengelola usaha dengan cara halal juga
dilakukan PT. Jasa Marga selaku pengelola.f alan rol, perusahaan

"http://www.republika.co.idlsuplemen/cetak detail.asp?mid=3&id-151133&kat_
id-105&kat_id1=149&kat_id2=208 diakses tanggal 24 januari 2OO7
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ini berupayir mencari pinjarnan dana selain dari bank
konvensional.

E. PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA

Istilah perjanjian mempakan terjemahan dari kata
ot'ereenkomsr. Perjanjian merupakan salah satu surnber
perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH perdata, perjanjiirr-r diberi
pengertian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu or:rng
atau lebih rnengikatkan dirinya terhirdap satu orang lain atau

lebih.

Sudikno Mertokusumot' memberi pengertian perjaniian
sebagai berikut, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua

p i h ak atau leb i h b e rdas arkan kata se p akat rurtuk rnenimbultr<an akibat

huhun. Suatu perjaniian agar dapat berlaku mengikat hzrms

dibuat secara sirh dengan memenuhisyaraf-syar.rturtuk sahnya suatu

perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUH perdata, y?rng menyatakan
bahwa untuk sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat

sebagai beril<ut:

1. Sepakat mereka yang mengiktrtkan cliri;
2. I(ecakapan untuk membuat suatu perj:rnjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebirb yang halal.

Syarat sah perjanjian tersebut dibedakan rnenjadi dua

yaitu syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat sub.iektif,

syarat yang berkaitan dengan subyek per'f anjian. Sementara itu,
syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif yaitu syarat

yang berkenaan dengan objek perjanjian. Pembedaan syarat ini
berkenaan dengan akibat apabila persyaratan tersebut tidak

t'Sudikno Mertokusumo, lggl, Mengenal Hukum (Suatu Pengantay', Yogyakarta

Liberty, h.97-98

dipenuhi. Jika syarat subjektif ini ticlak dipenuhi maka
per-i anj i an dap at dimintakrrn pembatalan sewaktu-waktu.

Hal ini berarti bahw."r selama belum ada pembat;rlan
maka perjanjian itu tetap berjalan dan tetap mengikat para pihak
sampai pe{aniian tersebut dibatalkan oleh hakim atas permintaan
salah satu pihak. Sementirra itu, jika syarat objektif yang tidak
dipenuhi, maka perjanlian yang dibuat batal demi hukum, yaitu
sejak semula dianggap tidak pernah teriadi suatu perjaniian.
Apabila syarat sah perjanjian tersebut sulah terpenuhi semua,
maka perjanjian tersebut sudah dapat dikatakan sah. Hukr"rm
per-ianjian dalam KUH perdara berclasarkan kesepakatan a.tau
konsensus kedua belah pihak walaupun dalam perjanjian .iual
beli barang dan harga belurn diserahkan.

F. PER]ANJIAN MtrNURUT ISI,AM
N{enurut kamus hukum,83 arti kata a&ad aclalalr

perjanjian. l)itiniau dari hukum Islam, perianjian yirng sering
disebut dengan akad nterupakan suatu per-buatan yang sengaja
clibuat oleh dua oran€J atau lebih berdasarkirn persetuiuan
masinE;-masing. Dengan kata lain akad adalah perikatan antara
ijil dan ftabul yang dibenarkan syara', yalig menetapkan
persetuluan keclua belah pihak8a.

Sementzrra itu, pengertian akad nenumt Ahmad Azhar
Basyir adalah suaru perikafan antara ijalt dan Aabul tlerysacm.
yang dibenarkan syara' yang menetapkirn akibat-akibat hukum.
Ijab aclalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan
vang diinginkan clan Aabul adtlah pemyaraan pih:rk kaltra unruk
menerimanya. Masing-rnasing pihak tr.nnlah saling menghorrnati
terhadap apa yang telah merekzr perlanjikan dalam suatu akzrd.

" j.C.TSrmorangkiret.al., 1987, KamusHukum,(JakarIa:Aksara Baru,1999), h,.G.to Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, lggl, pengantar Fiqih Mualnalat
(Semarang: Pustaka Rizki Putra), Cet-1, Ed.2, h.28
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Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang hiclup

dalam Qrriru surat Al-Maidah [5]: L, artinya berbunyi sebagai

berikr"rt: "Hai orans-orang yang beriman, penuhilah janjirnu
kepacla Allah dan dengan sesantamu".

f)alam lslam clikenal dua istilah dalam akad, ytritu rukun
akad dan syarat akad. Rukr.rn dapat dipahami sebagai unsur

essensial yirng membentuk akad yang harus selalu dipenuhi
dalam suafu transaksi, terdiri dari:

1. Subjek Akad
Pihak yang berakacl terdiri dari paling sedikit dua orang

yang sudah baligh, berakal sehat, dan cakap untuk
melakukan perbuatan hukum sendiri.

2. Objek yang diakadkan
Objek akad bennacam-uracarn, sesuai clengan

bentuknya. Dalam akad jual beli, obieknya adalah

barang y;1ng diperiualbelikan clan harganya. Agar
sesuattl alad clrrgat dip.lrclarg sah, objeknya memerlukan

syarat sebagai berikr.rt:

a. Telah ada pada waktu akad diadakan. Objek akad

harus sr.rdah berwujud pada waktu akad diadakan.

Barirng yang belum vi'ujud tidak dapat nienjacli objek

akacl menurut penclapat kebany:rkan fuktrha sebab

hukum dan akibat akad tid:ik mungkin bergantung

pad:r sesuatu yang belun benmrjud;
b. Dapat rnenerirna hukurn akad. Dalam akad jual beli

misalnya, barang yang diperiu'albelikan harus

merupakan benda bemilai bagi pihak-pihak yang
n'rengadakan akad jual beli;

c. Dapat ditetrtukzrn dan diketahui. Objek akad harus

dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak
yang melakukan zrkad. Ketidakielasan objek alcrl

nnrlah menimbullcur sengketa di kernudian hari
sehingga tidak tnemenuhi syarat menjadi objek aktrd.

Aclanya syarat ini diperlukan "gar 
pihak-pihak

- Fauzan Sengketa I lukum Eho,romi Syariah rli l)engaclilan Agama 
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bersanqkutan dalam melakukan akad benar-benar
atas dasar kerelarrn bersama. Oleh karenanya, adanya
syarat ini disepakati fuqaha;

d Dapat cliserahkan pada waktu akacl terjadi. Obiek
akad harus dapat diserahkan pacla waktu akad
terjadi, tetapi hal ini tidnk berarti harus dapat
diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada
saat yang telah ditentukan dalam akad, obiek akad
dapat diserahkan karerra menang bcnar-btnar acla
dibaw:ih kelarasazrrpng. sah pilrakpngbersarBlotaL

Dari empat syarat objek akad tersebut di atas, secara
garis besar dapat disebutkan bahwa sesuatu dapat
n'ienladi objek akad apabila dapat menerirna hukum
akad dan tidak menganclun!! unsrrr-unsur yang
mungkin menimbulkan sengketa kemudian hari irntara
pihak-pihak yang bersangkutan. Syarat yang disebut
ter:rkhir rnenghanrskan objek akacl itu telnh wuiud,
ielas, dan dapat <liserahkan.

3. Akad/ Sigbat
Akad/ sighat terdiri dari (a) Serah (ijab) atau

penawaran; (b) Terirna (qaktl atzru penerir:na.t"r. Iiab
ialah permtrlaan penielnsan yang keluar <iari salah sellrar4i
yurg ber:rlcrt br,rat mernperlihatkan kehenclaknya clalam
meng.ulalcur al*rl sapa sa.ia yang me n-rulainya. Kabul illah
jawaban pihak yang lain sesuclah adanya ijah, bvat
menyatakan persetu.iuannya.85

Sighat akad aclalah cara bagaimana ijab <lan kabul
yang memprakan mkrrulau-r akad itu dinyirtakan. Sighat
akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat,
rnarrprurprbufan yang telah menjadi kebiasaan tlalan |ab
rlan kabul.

8s 
Sayyid Sabiq, 1988, Ftqih Sunnah (12) & (j3),Bandung: Al Ma.arit, h.178



Sementara itu, syarat adalah Llnsur yang
membentuk keabsahan rukun akad. Jadi sahnya suatu

akad sangat bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya
rukun dan syarat trkad, syarat sahnya perjanjian adalah:

a. 'l'idak menyalahi hukum syariah yang disepakati
adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan
oleh pa:ra pihak itu bukanlah perbuatan yang
bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang
melawan hukum syariah, sebab perjanfian yang
bertentangan dengan hukum syariah ad'alah tidak
sah dan dengan senditir),a tidak ada kewajiban bagi
masing-masing pihak untuk menepati atau

melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan
perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan
perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah),
maka perianjian yang diadakan dengan sendirinya
batal demi hukum.

b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada

pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan

dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya
perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah
didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak,
yaitu rnasing-masing pihak ridha atau rela akan isi
perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus

merupakan kehendzrk bebas masing-masing pihak.
Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari

pihak yang satu kepada pihak yu'g hil1 dengan
serr<lirinya perjaniian y^ng diadakan tidak
mempunyai kekuatan hukum apabila tidak
didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihzrk yang
mengadakan perjanlian.
Isi perjanjian harus jelas dan garnblang
Maksudnya apa yern€i diperjaniikan oleh para pihtrk
hams Erang enur€ aln yang menjadi isi perjanjian,

- Fawan 
-
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sehingga tidak mengakibad<an etirdi"p kesalahpahraman di
antara para pihak tentang apa yang telah rnereka
perjanjikan dikernudian hari.

Dengan clemikian pada saat pelaksanaan atau
penerapan perianjian masing-masing pihak yang
mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri
dalam perjanjian haruslah mernpunyai interpretasi
yang sama tenurg .apa 

)arg elrh rnereka perjanjikan,
baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan
oleh perjanjian itu.

Hilmpir sarnzr dengan perjanjian menurut KUH
perdata, menurut hukurn Islarn perjanjian juga
berdasarkan kata sepakat, dengan syarat obi;k
perjanjian haruslah berwu.iud, hak milik dan dapat
dikenai hukum akad.
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PENYELESAIAN

BAB III
H UI(UM SENGIGTA EI(ONOMI

SYARIAH

A. SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR3
TAHI.IN 2006 TtrNTANG PtrRADILAN AGAMA

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah pada tahun
1.992 ditandai dengan berdirinya Bank Syariah di Indonesia.
Kini, kegiatan perbankan syariah diatur dalam UU Nomor 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas Un&urg-Undarg Norrpr 7
Tahtnr 7992 tentang perbankan. Dalam Pasal 1 angka (3),
clisebutkan pengertian bank umum adalah bar-rk y^ng
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dar/atau
berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.Sedangkan yang dimaksud dengan
prinsip syariah, disebutkan dalam Pasal 1 angka (13) yaitu,

Aaturan perjaniian berdasarkan hukum Islam antara
bank dan pihak lain unflrk penyimpanan dana dan/atau
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesiai dengan syariah." Di sini iermrai
bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu

7t



sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga
dirn sistem syariah yang berlandaskan ketentuan Islarn '

Dalam kajian hukum ekonon-ri syariah saat ini tidak
hanya terbatas pada perbankan syariah saja, tetapi rnasih bany:rk
moclel bisnis-bisnis lain yang rnernakai prinsip syariah, seperti
asuransi takaful, reksadana syariah, dan lain sebagainya. I)alarri
hal ini kemungkinan sengketir akan selalu ada, oleh karena itu
diperlukan aturan cara penyelesaian sengketa itu secarir final
yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa khususnya dalarn

persoalan perdata di Indonesia memang relatif lebih banyak

dilakukan dengirn cara arbitrase, mediasi, dan perdamaian,
paling tidak ada beberapa irlasan-alasan yang mempengaruhi
kemajuan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia:

1. Faktor ekonomis yang mempakirn penghematan dalanr

hal biaya maupun waktu;
2. Faktor ruang lingkup yang lebih luas, komprehensip,

dan fleksibel;
3. Fator pembh,ran hubturgan baik yang mengedepankan

hubungan yang berorientasi pada keberlangsungan jarglcr

paqi'arg.

Selain itu ada beberapa keuntungan, yaitu2

1. Sikap kesukarelaan dalam proses, artinya lebih baik dari

proses ligiusi, sebab derg:n prusx ini tidak ada paksana;ur;

2. Proseclur yarts aqpat rb.rb bisa dikompromikirn syarat-

syaratnya;
3. Keputusannya bersifat nonludisial, artinya pihak yang

bersen$<eamzunpu merryIxrtrollr.r,sil-htilyangdisen$<et{cu1

'Gemala Dewi , dkk, Hukum Perlkatan lslam di lndonesr4 {Jakarta: Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2006)., cet 2, h. 154
zSumino, 

Upaya Perdantaian dalam penyelesaian perdata dl pengadllan Negeri

Smarlnda, (Tesis Magister llmu Hukum Universitas Gajah mada, 2005) tidak di

oublikasikan.. h 25-28

4. Fleksibelitas dalam menentukan syarat-syaratnyzr dan
komprehensip dinriura prcnalur i"i dql.lt menghindari
kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas ruang
lingl<upnya;

5. Henat wakfu, mengingat prinsip bisnis time is money,
maka dalam pn:ea pnldesaiain sengketa ini menawarkan
kesempatan yang lebih cepat;

6. Flemat biayir, semakin Luna dalrn penlale*ian sengketa
maka semakin mahal biayanya;

7.'I'ingginya kemungkinanuntuk rnelaksar.rkankaqp'ahftI
B. Pemelihartran hubungan kekeluargaan, sebab proses ini

lebih mengedepankan aspek kesadaran ernosional;
9. Aspek kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil

cleng:tr r negoi s asi clalam menen tukan persyaratan nyiq
l0.Keputusannya bertahirn sepan"iang waktu, pihak yang

bersengketa akan lebih muclah n-renggunakan proses
perdirmaian secaril kooperatif dib anding adversi al.

I) i s arn p i ng keleb i h an itu, arla kelernalr:lr-kelemahuu, yaitu : 
3

1. Biasanya mernakan waktu yang lama;
2. Mekanisme eksekusi yang sulit;
3. Sangat digantungka"n paclir i'tikacl baik;
4. N{ecliasi tidak irkan membawa hasil yang baik.

Terrnasuk clalam biclang ekonorni syariah,
penyelesaiannya dilakukirn melalui lernbaga arbritase dalan-r hal
ini basyirrnas yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai
pengganti BAMUI irtau Badan Arbitrase Muamalat Jndonesia.
Perubahnn tersebut berdasarkan Sl( Mtll No Kep*09/ MUI
XIi/ 2003 tertzrnggal 24 Desember 2003.

Basyamas adalah len-rbaga arbritrase di luar peradilan
yang diattrr dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentulg arbitrase dan 'alrenuif penyelesaian sengketa. Namun lenilr,ga

isumino, 
L/paya Perdamalan..., h. 25 28
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arbritra-r masilr membr.rtuhkan dan rnasih tergantung pada

pengadilan, dalam htrl ini pengadilan negeri, misalnya dalam

pelaksanaan putusan arbitrase. Aturan ini tercanturn di dalarrt

Urrclang-Unciang Nornor 30 tentang ar-bitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa pada Pasal 59 ayat (1 )disebutkan bahwa :

Dalam waktu paling larna 30 (tig:i puluh hari) terhitung
sejak tangal putr.Lsan diucapkan, lernbirr asli atau salinan
otentiklutusan arbitraie diserahkan dan didaftarkan
oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan
negeri.

Ditarnbahkan pada ayat 4 bahwa:
Tidak terpenuhinyzr ketentuan sebagaimana dimaksud
clalam ayit 7, berakibat putusan a6itrase ticlak dapat
diirksanakan.

Aclanya keharusan putt.Lszur arbinase until< didaftarkan di

pengaciilan negeri menunjukkan bahwa lernbaga arbitrase tidak
mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak uutuk mentaati

putusannya. Kelemahan birdan arbitrase syariah ini sudah

perr-rah terjadi, sehingga ratusan gugatan perselisihan cli biclarrg

ekonomi syariah tidak bisa diselesaikan oleh badan arbitrase

karena badan ini bukanlah lembaga peradilar"r.

Tidak kalah per-rtingnya yang harus digrrrisbawirhi bahwa

perlalesaiulewatbaqranvrs bisa dilakukan apabila dalam akad dibuat

klur.sula rner4pnai preq,elesaian seugketa rnelalui arbitrase. Hal ini
mengacu pada ketentuan ttmtlm butir (1), (3) Utl No. 30

Tahun 1999 tentang arbitrzrse dan alternatif penyelesaian

sengketa,yaitu

1. Arbitrase adalah cala penyelesaian suatu sengketa

perdata di luar peradilan umum 1-ang didasarkan pada

perjaniirrn arbitrase ynng dibuat secara tertulis oleh

pihak yang besengketa,

2. Perianjian trrbitrase adalah suatu kesepakatau berupa

klausul arbimne 1'ag tiercnttun clalam sebuah per'laniian

te rtulis yang clibr"urt gara piliak seb e I u rn ti mb ul s e n gke ta, atau

Fanzan

suatu perjanjian irrbitrase tersendiri yang dibuat para
pihak setelah timbul sengketa.

Biasanya klausul arbitrase dibuat menyatu dengan naskah
perjanfian pokok, biasirnya pada pasal bagian akhir atau <libuat
dipisah clengan naskah perjanjian pokok menjadi naskah
tambahan. Sebagai contoh klausr.rl arbitrase sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakar, bahwa apabila dalam
pelaksanaan pejanjian ini terjacli peselisihan, akan
diselesaikan secarrl musyawarah,

2. Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, maka kedua
belah pihak $4tal*rt rurtuk rnen).cral"rkan purplxriannya kepada
bar-lan arbitrase syariah nasional,

3. Putusan basyarnas bersifat final dan mengikat nntuk
ditaati para pihak.

Selain jalur arbitrirse ini ad.r jahr lain, seperti mediasi
sebaqtri usaha menyelesaikan peselisihan mengenai sengketa
ekonomi syariah. I)alam perma Nomor 02 "l'ahtrn 2003,
pengertian mecliasi disebutkan ptrda Pasal 1 butir (6), yaitu
rnedizrsi adalirh penyelesaizrn sengketa melalui proses
perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Di sini
disebutkan kata mediator, yang hartrs rnencirri "berbagai
kemungkinan penyelesaikan sengketa" y.lg cliterirnn pnra pilralc
Pengertiirn medintor, disebutkan clalam Pasal 1 butir (5), yaitu
mecliator aclalah pihak yang bersifat netral dan tidak mernihak,
yang berfirngsi membantlr para pihak dalam mencari berbagai
kemungkianan penyelesaian sengketa. "a

Yans menarik adalah pengertian lain <lari mediasi, yaitu
The interoentiort itt a negotiation or a conf/ict o.f- an
acceptable third party ruho has involx,ed or no aut/toritatir.te
deL:ision-maAing potuer hut uho assists the inz,olt,ed parlies

aPeraturan 
Mahmakah Agung Nomor 02 tahun 2OO3
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i.n aoluntarily reaching a ntually acceptable settlement oJ:

issues in dispute."'

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi
dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap
proses negosasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga
memiliki kewenangan terbatas (limited) atau sama sekali tidak
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang
membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaiirn
sengketa yang diterinia" kedua belah pihak.

Mediasi juga sering <linilai sebagai perluasan dari proses
negosiasi. Hal itu disebabkrn para pihak yang tidak mampu

rngJ<eunp serrdiri menggunakan jasa pihak ketiga
yang bersikap netral intuk membantu mereka mencapai suirtu
kesepirkatan.

Dalam Undang-Unclang Nomor 30 Tahun 1999 mediasi
merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses
negosiasi telah gagal. Sebagairnana diketahui, Pasal 6 ayat (2)
Unclang-tlndang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan, hak
sengketa atau beda pendapat diselesaikan rnelalui bantuan
seoran€f atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang
mediator."

Saat proses negosiasi, para pihak yang bersengketa
melakukan perundingan secara langsung tanpa dibantu pihak
ketiga, meskipun mereka ilapat didampingi oleh pengacaranya
masing-masing.{' Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol
parzr pihak sendiri untuk mencapai kesepakatan bersama atas
dasar prinsip zoin uin solution Negosiasi bersifat inforrnal dan
tidak terstruktur, serta waktunya pun tidak clibatasi (rneskipun
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan

-Christopher W Moore, fhe Mediat/on Procces; Practical Strategles for Resolving
Conflict, (San Fransisco:.Jossey-Bass Publishers, 1996)., h. 15

6Roy 
J Lewicki, el.al, Essentials of Negotlation, iBoston: McGraw Hill lrwin, 2OO1O.,

h.47

- 
Fauzan

- 
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paling lama 30 hari, adakalanya perkarvyzrng sudah digelar di
pengadilan masih terbuka untuk dibawa keforum negosiasi.

Terdapat beberapa karirkteristik yang umum terdapat

falam negotiatiort situations yang merupakan ciri-ciri negosaisi.T
Yakni sebagai berikut.

1. Terdapat dua atau lebih pihak, baik individu,
kelompok, maupurl organisasi di mana nereka saling
berkomunikasi sendiri di antara mereka;

2. Terdapat konflik kepentingan di antara para pihak
tersebut, yang satu menginginkan ,,"pu yang
sesungguhnya" diinginkan oleh pihirk lainnya, dan
mereka berusaha mencari cara untuk rnengatasi konflik
tersebut:

tA 
Cohen, The Portab/e MBA in Management, (New york:Jhon Wiley and Sons,

2002)., h. r4t-149

?

4.

5.

6.

Masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapnt
menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk
mendap;rtkan hasil yang lebih baik dari pada hanya
menerima apayangpihak lain berikirn (secara sukarela);
Para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan dzri ".""!l*"_.
pada harus bertengkar secara terbuka, atau
mengalahkan pihak lainnya, Atau memutuskan
hubungan (tanpa ada kontak lagi), atau mernbawa
persoalirn tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk
memutuskan;
Para pihak szrling mengharapkan perubahan atau
modiflkasi atas tuntutan masing-rnasing. Meskipun
demikian, negosiasi yang kreatif mungkin tidak
membutuhkan kompromi diantara rnereka, artinya para
pihak hanya memberikan solusi untuk rnencapai trrjuu,.
yang dikehendakinya.
Kesuksesan &rlam bemegosasi rnelityatlcur pengelolaan
sesuatu yang tak berwu.iucl (intangibles)r /aitu konclisi



llt

psikologis yang secara langsung atau tidak langsung

memengaruhi para pihak rlama berlugsrrgnya nqosiasi,

misalnya adanya perasaan tirkut gagal, kebutuhan untuk
kelihatan baik oleh pihak yang diwakilinya, serta

pengelola:rn 1ang berwuju4 *io,lnl" persyaratan-

persyaratan.

Hasil akhir proses negosiasi adalah dituangkannya hasil

kesepakatan tersebut kedalam suatu perjanjian dalarn bentuk
tertulis atau jika perlu sebaiknya clengan akta autentik (akta

notaris) dan secepatnya dilaksanakan. Menunda pelakszrnairn

hasil kesepakatan bisa mengakibatkan perubahan persepsi para

pihak yang terlibat yang dapat menghancurkan kesepakatan

yang telah dicapai clalam negosiasi.o

Dalam Paseil 6 ayat (2) Undang-Undtrng Nomor 30

Tahun 1,999 disebutkan, penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui altenatif penyelesaian sengketa diselesaikan

dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalani waktu paling
lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatlr kesepakatan

tertulis.. Kesep akatan pe nyel esai an sengketa atau beda pen clap'.r.t

secara tertulis adalah final dan mengikirt para pihak untuk
dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di

pengadilan negeri dalam waktu paling lirma 30 hari sejak

penandatanganan. (lihat Pasal 6 ayat (7) Undang-Unclang
Nomor 30 Tahun 7999)."

Mengingat mediator sangat menentukan efektivitas

proses penplesaian sengfau, ia harus secara layak memenuhi lanlifikasi

ter€ntu sem hpengahmxr dalam komunikasi dan negosiasi irg'.rr

mampu mengarakan para pihak yang bersengketa.

8Gatot Soemartono, Arbltrase dan Medlasi dl lndonesia,

Pustaka Utama, 2006)., h. 150
e Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi..., h.I52

(Jakarta: Gramedta

Dalam PP Nomor 54 Tahun 2000 ditentukan kriteria
untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di lu;rr pengadilan,
yaitu :

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 30 tahun;
3. Memiliki pengalaman serta menguasai secara efektif

bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 tahun;
4. Tidak keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan

dalam jangka waktu satu bulan); dan
5. Memiliki keterarnpilan melakukan perundingan atau

penengahan.

l)alam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak
biasanya marnpu mencapai kesepakatan di antara mereka,
sehingga mirnfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam
mediasi yang gagal, meskipun belum acla penyelesaian yang
dicapai, proses rnediasi yang sebelumnya berlangsung telal-r
malnpu mengklarifikasi persoalan d,.rn mempersempit 

-:")*.."-^
perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan
penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terirna dari pada
mensejar hal-hal lain yang tidak jelas.10

B. StrTELAH LAHIRNYAUNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2006

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
peradilan agama merupakan pengganri dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilar-r agama. Pada dasarnya
perubahan tersebut merupakan buah dari reformasi dibidang
kekuasaan kehakiman yang merupakan amanat reformasi pasca
tumba.ngnya orcle baru. Sebagaimana diket:rirui perubahan ini
dimulai dengan diubahnya Undang-Undang Nornor 14 Tahun
1970 tentang ketentuzrn pokok kekuasairan kehakiman oleh

rOGatot 
Soemart ono, A rb i trase da n M ediasl..., h.. 2I

Sengketa Hnhum Ekonomi Syariah c{i pengadilan Agama -- 
Fauzan 

-



Undang-Ur-rdang Nomor 3-5 Tahun 1999 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 7970 yang sekirrang

diganti dengan lJndang-Undang Nomor 14 Tahr'rn 2004

tentang kekuasaan kelr akiman.

Munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang kekuasaau kehakiman mengakibatkan perubahall yang

cukup besar dalam sistem peradilan. Dalam Pasal 10 ayzrt 1 dan

^yat 
2 Undang-IJndang Nornor 4 Tahun 2004 dikatakan

bahwa;

1. Kekuasaan kehakirnan dilakukan oleh sebuah

mahkamah agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

2. Badan peradilan yang berada di bawtrh MA meliputi,
badan peraclilan dalam lingkungan peradilan umum'
peradilan agama, peradilan militer' dan peradilan tata

usaha negltra.

Dengan berlakunya llndang-Undang Nornor 4 Tahun

20A4 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-tlndang
Nomor -5 tahun 2005 tentang mahkamah agung, rnaka saat itu
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang NomorT

Tahun 1989 tentang peradilan agama. Penrbahan undang-

undang ini juga dimaksucll<an untuk menyesuaikan clengan

tuntutarl hukum yang ada. Dari contoh kasus-kasus di atas

nyatalah bahwa arlandemen Undang-Undang Nomor 7 Tal-run

1989 menjadi langkah strirtegis unruk menyelesaikan perkara-

perkara yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalarn akad

syariah sehingga bisa memenr.rhi rasa keadilan dan kebenaran.

Ketentuan Llndang-Llndang Nornor -50 Tahun 2009

sebagai revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

peradilirn agarna pada Pasal 49 butir i mengatLrr bahwa

pengadilan agama bertugas dan ber-wenang memeriksa,

fllemutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertarna antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Di dalam penlelasannya yang dimaksud dengan ,,ekonomi

syariah" adalah pebuat.n rrtau kegiatan usaha ya'g dilaksanakan
menurut prinsip syariah antara lain meliputi :

1. Bank syariah;
2. Lembaga keuang;an syarierh;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syaiah;
5. Reksadana syariah;
6. Obligasi syari..rh <Ltr surat bedllga bejangka menengah

syariah;
7. Sekuritas syariah;
B. Pembiayaan syariair;
9. Pegadaian Syariah;
10.Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
11.Bisnis syariah.

Dalam revisi Ilndang-Undang peradilan agama yang baru
tersebut dinyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi
korrrpete.si absolut peradilan agama. l{i'gga ki.i ada bebeiapa "^s",1 --.
sengketa ekor-rorni syariah yang telah di putuskan, meskipun
masihdiermrka,perbeclaan analisis putusan ya'g ditetapkan. Hai ini
disebabkan dari sumber daya manusia yang rirasih belum
rnemenuhi sta'dar dan belum adanya nriukan para hakir-n ketika
menyelesirikan masalah se ngketa eko no rni syirri ah.

, Walaupun dernikian bagi para hakim di peradiLin agan)a
ditunrut untuk mernaharni segala perkara yang telah -erl1udi
kompetensirrya. Hal ini sesuai de'gan adagi*rn iu,r cuir"ia nor,,it,
yaitu hakim dianggap tahu akan hukumnya, sel,ringga hakim
tidak boleh rnenolak untuk memeriksa perkara dengan darih
hukumr-rya kurang jelas. Keniscaya.an hddm untLrk selalu
rnemperkaya pengetahuan hukum, j.rg* sebirgai sebuah
pertanggungiawaban moral atas klairn bahwa apa yang telah
cliputrrs oleh hakim harus dia'ggap benar, res,fttdi\atapri z,eriate
ltabetur.

- 
faa24n -* - 
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BAB IV

PERMASALAHAN HU I(UM PERLUASAN

I(EWENANGAN PERADI L,{N AGAMA

MENGENAI PENYELESAIAN SENGIGTA

HUI(UM EI(ONOMI SYARIAH MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

A. PERMASALAHAN SUBSTANTIFYURIDIS

Perluasan kewenangan peradilan agama dalam
menangani sengketa ekonomi syariah yang tertuang d'alam Pasal
49 butir i Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai

revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan
agama ternyat^ masih menyisakan persoalan hukurn. Setidaknya
akan berimplikasi kepada pencari keadilan yang akan
menyelesaikan perkaranya, ke pengadilan agama atau

pengadilan negeri. Pengadilan agama dan pengadilan negeri
dilihat dari luridiksi kewenangannya, samir-sama menangani

"rJ
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perkara perdata. Terlebih lagi disebabkan karena substar-rsi isi
dari pasal49 Undang- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
sebagai revisi Undang-tJndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
peradilan 

^gama 
rnemberikan batasan pengerrian yanE; kurang

jelas.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
disebutkan bahwa, pengadilan agama bertugas dan berwenang
nerneriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara zrong-orang yang beragama I.rlant di bidang :

1. Perkawinirn;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah:
5. Wakaf;
6. Zakat;
7.Intuq;
8. Shadaqah;

9. Ekonomi syariah.

Dalam penjelasannya disebutkan :

"bahwa yang dimal<sud rlengrrrr "attlara orutt.q-lrdnN yolt.(
heragarna Islunt" adlllrh termasuk "orqttg' at.tu uh'oJa',,

hurttrm" yzrng dengan sendirinya menuttduii.&an diri dengan
suka re-la ,ftepatla hukum Islatn mengenai hal-hrrl ying
menjadi kew_enangan peraclilan ag,;imu sesuai dengaii
ketentuan ini".
Mencermati bunyi Pasal 49 tersebut ada beberapir

pemasalahnn hukurn dilihat dari substansi isi pasal tersebut
mengenai kewenangan peradilan agam?r di dalarn menyelesaikan
sengketa hukum ekonomi syariah berdasarkan Undang-tlndang
Nomor 3 Tal-run 2006 tentang peradilan agama, anrara lirin
Pertamct, jika dicermati isi dari Pasal 49 dan penjelasannya,
terlil-rirt ada penarnbahan norma baru yang berkaitan dengan
subjek hukurnnya. Pada Pasal 49 diberikan penjelasan bahwa
yang termasuk "orang ltang heroganta Islant" adalah "oran!' zttatr

"badan hukum" yang dengan sendirinya "menundukkan diri
dengan sukarela kepada hu&um Is/am"..

Persoalannya adalah, apakah kata "badan huAutn" tersebut
dapat diartikan melalui anirlogi dengan " orang-orang yang
beragama Islatn'? meskipun badan hukum tersebut mungkin
menjalankan kaidah syariahl

Dari beberirpa literatur dalam pe rgaulan hukum dan
kepustakaan, istilah " b a dan h u leutn" merupakan kata yang lazim
cligunakan, bahkan merupak?rn istilah hukum yang resmi di
Iudonesia. Kamus hukr.rm menyebutkan bahwa, "badan hukum"
merupakzrn perkurnpulan/ organisasi yang didirikan dan dapat
bertindak sebagai subjek hukum. Misalnya, dapat memiliki
harta kekayaan, rnengadakan perjanjian, dan sebagainya.
Seperti, Perseroan'I'erbatas (PT), Yayasan, clan sebagainya.l

Menurut Advendi Simang;unsong clan Elsi Kartika Sari2,
yang dimaksud dengan badan hukum adalah: 'badan-badan atau
perkurnpulan yan€i dinamakan baclan hukum (recht persoon),
yarrg berarti orang (persoon) yang diciptakirn oleh hukum, oleh
karena itu badan hukum (recht persoon) adalah sebagai sub.fek
hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia."

Badan Ilukurn (recht persoon) dapat dibedakar-r d.alarn dua
bentuk yaitu :

1. Badan Hukum Publik (Publik Recht Persoon)
Badan hukurn publik (p"trnn recht persort),

merupakzrn badan hukum yang didirikan berdasarkan
hukum publik atau menyangkur kepentingan publik
atau orang banyak atau negara umumnya. Badan
hukurn ini merupakan baclan-birclan negara yang

tJ.C.TSimorangkir,Sh,Ds.Rudi 
TErwin,SH, l.Tprasetyo, KamusHukum, lJakarla

Sinar Grafika, 1999), h, 13
2 

Advendi Simangunsong, Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, {Jakarta,pT
Grasindo, 2004), h, 15

- 
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dibentuk oleh orang yang berkuasa berdasarkan
perundang-undangan yang diialankan secara fungsional
oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus
yang diberikan tugas untuk itu, seperti negara republik
Indonesia, pemerintah daerah tingkat I,[1, bank
Indonesia, dan perusahaan-perusahaan negara.

2. Badan Hukum Privat (Privat Recht Persoon)

Badan hukum privat (:privat recbt persoon),
mempakan badan hukum yang didirikan berdasarkan
hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan
pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum
itu merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk
tujuan tertentu yrinr mencari keunfungan, sosial,

pendiclikan, ilmu penget:rhuan, dan lain*lainnya
ffrenurut hukum yang berlaku secar2] sah, seperti, P'f,
koperasi, yayasan, badan amal.

Berdastrrl<an dari pengertian diatas, maka terlihat bahwa
Badan Hukum bisa melakukan tinclakan hukum seolah-olah
seperti manusia. Sehingga manusia dan badan hukum clisebut
dengan subjek hukum. Sebuah badan hukum bisa sah dapat
bertindak hukum seperti manusia apabila telah disahkan melalui
cara,

1. Didirikan clengan akta notaris;
2. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri

setempat;
Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada menteri
kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk baclan

hukum dana pensiun, pengesahan anggaran dasar

dilakukan oleh menteri keuangan.
Diumumkan dalam berita acara.

Dernikian i"g'., clurgan manusia, in clant melakukan
perbuatan hukum apabila :

Cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu orang
dewasa menuntut hukurn dar-r berakal sehat;
Tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan
Pasal 1330 KUH perdata rentang yang tidak cakap
untuk mernbuat perjanjian adalah :

^. Orang-orangyangbelurn dewasa,
b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan

(cu.ratela), yang teriadi karean ganguan jiwa,
pemabuk, atau pemboros,

c. Orang wanita yang dalam perkawinan atau yang
berstatus sebagai istri (telah dicabut dengan surat
edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 1963
Pasal 31 flndang-Undang Nomor l Tahun 1974
yang menetapkan hak dan kedudukan istri adalah
seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat serta rnasing-
masing pihak berhak melakukan perbuatan
hukum).

Untuk mempertegas penjelasan dari permasalahan ini
akan diberndingkan sebuah teori tentang badan hukum seperti
yang dikutip oleh Chaidir Ali meneenai teori E,.M Meijers
tentang badan hukurn dengan teori kenyataan yuridis (Juridiscbe
rcalitetsleer), birhwa baclan hukum ittr merupakalr suatu realitas,
konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayalan,
tetapi sebuah kenyatan y'uridis.3 Menurut teori kanyataan
yuridis, badan hukum adalah wujud nyata, sama riilnya dengan
manusia dan lain-lain perikatan (werbintenis), dan ini semua
untuk hukum.

Lebih lanjut Meijer mengungkapkirn bahwa "badan
hukum" itu seperti organisme biasa seperti manusia, tetapi
mekanisme dalarn badan hukum tidak acla, misalnya iika

'Chidir Ali, Badan Hukum, (.Jakarta : pT. Alumni, ,2005), h. 35
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manusia merasa suszlh itr.l terlihat dan dapat dirasakan, tetapi

dalam badan hukum hal itu tidak mungkin, tetapi hanya padzr

orang-orang atau pengurusnya. Berdasarkan itu maka badan

hukum tidak mempunyai pusat kesaclaran (cental bexuustzijn)

seperti yang ade plda manusia. o

Manusia (naturlijke persoon) sebagai subjek hukum yang
cliartikan person yang secara fisik dtrpat cliraba, artinya tidak
dari hak dan kewajibannya saja, disamping ituptrn rtratrttsia

rrremptrnyai kemampuan rohani kepada Tuhan (geestelijke

aermog'en), persoalannyir sekarang, aprrkah kemapuan rohani cltrn

sifat-sifat flsik manusia tesebut dapat pula diker"rakan kepada

badan l-rukum?

Berdasarkan pend:rpat Meijers, bahwa kemampuau
rohani yang ada pada rnanusia itu diken;rkan padrr birdan

hukum, hal itu tidak dapat diterima. Sebab pusat kesadirran
(central beuustlin) pada badan hukurn ticlak r'rda, tetapi kalau

kecluanya dibandingkan itu boleh, hanya saja tidak bisa

dipersamakan. Dengar-r kata lain dalarn tinjauan tentang Ba<lan

Hukum dan mantrsia itu, ?rntar:r keduanyir drrpat dibandingkan
tetapi tidak bisa diambil kesimpulan seolah-olah kedtranya

identik atau kumpulam yang sama antara keduanya, sebab

perszrmaan belum tentu berarti sama (geliikheid is ttog ttiet

ge likjhei,/)

Berclasarkan penciapat di atas, penulis berpendapat

balrwa, makna badan hukuaz temasuk Bank Syariah secarir

hukunr tidak "beragtrnztt Lrlam" dan secara hukum tidak
terrnasuk dalam keweuangan peradilan agalna, meskipun

rnenjalankan kaidah syariah. Sehingga, dalirm Pasal49 rumusan

redaksional antara pol<ok dan penjelasannya mer-rgl-rasilkan

sebuah kekaburan pengertian.

Hamid S. Attarnirni seperti dikutip Mzrria Farida

' chidir nli, Badan Hukunt..., h. 36
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Indrati Soeprirpto,s menambirhkan kekaburan ini sebagai
"garngguan komunikasi" antara pembentuk peraturan
perundang-undangan dan masyarakat pembacanya. Dalam
penggunaan clan penafi;iran medium bahasa menjadi sangat
penting, bahkan sangat rnenentukan apakah suatu
perunclang-undangan akan mencapai rnaksud dan tuj uannya
atau tidak. Tentunya hal ini menjadi problematik, rak hanya
di wilayah akaclernis, tapi juga diranah bisnis, padahal
kepastian hukurn sangat diperlukan.

Ket{ua, berkaitan dengan Pasal 49 Undang-Unclang
Ncrmor 3 Tal'run 2006, yaitu tentarng kata"antara lraflg-lrang
yang berag,i rna Islant". Istilah kztta " orang-orang beragama I.rlan/'
pacla dasarnya rnerupakan sebuah azas urnum peradilan agama,
yaitu asas personalitas ke-lslarnan.

Berkenaan dengan asas personalitas ke-lslaman tersebut
NI.Yahya Harahap6 mencerrnati bagairnana penerapan zlsas

personalitas ke-Islarnan y'.rng aclzr di dallm Unclang-Llndang
Nomor 7 Tahun 1989 dengan rnengatakan bahwa asas

personalitas ke-Islaman diatur dalam Pasirl 2, penielasan umum
angka 2 aler"ria ketiga dan Pasal 49 ayat (1).

Pasal 2,
Peradilirn agama merupakan salith satu pelaks,.rna
kekuasaan kehakimrrn bagi rakyat pencirri keadilan yang
h.eraganta Islant ntetgenai perkae perdata tertentu yang
dirrtur tlalrrrrrUndanglUnd,rrrg ini.'

Penielasan umum angka 2 alenia ketiga,
Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat
pertama untuk rnemeriksa, menlutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisarf

5 
Maria Farida lndrati Soeprapt o, llmu Perundang Llndangan, (yogyakarta :

Penerbit Kanisius,1998), h. 33
" M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama l1U.No

7 Tahun 1989, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), h. 56-57

.,,;



wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah bedasarkan hukum
Islam.

Pasal 49 ryat 1,

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat
pertama urrtuk rnemeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang
beragama Islam di biclang perkawinan, kewarisan,
wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah bedasarkan hukum
Islam.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, M Yah1,a Flrr".l"rp

menegaskan tentang persyarat2rn yang harus ada clirlam asas

personalita ke-Islaman yang terdapat cli dalam Undang-Undang
Nonror 7 Tahun 7987 adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berseng;keta harus bersama-sama

pemeluk agama Islam;
2. Perkara perdata yang clisengketakan terbatas mengenai

perkara di bidang perkawinan, kewaris:rn, wasiat, hibah,
wakaf, dan shadaqali;

3. Hubungan hukurr yang melandasi keperclataan tertentu
berdasarkan hukurn Islarn, oleh karena itu clra
penyelesaian berdasarkan hukum Islam.

Menumt Taufiq Hamirni,T berkenaan dengan asas

personalitas ke-Islaman yang terdapat dalam Undane-Unclang
Nomor 7'lahun 1989 tentang peradilan agarna adalah ;

Asas personalitas ke-Islaman yang ada dalarn
Pengaclilan cli lingkungan peradilan agama hanya untuk
melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu, yal<ni
perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta wakaf
dan shodaqoh, dari rakyat Indonesia yang beragarna
Islam. Selainnya, baik itu Kristen Protestan, Hindu,
Budha, dan lain-lain, penyelesaian perselisihan tentang
hal tersebut tidak dapat di layani oleh pengadilan cli
lingkungan badan peradilan a€lama, karena tempat

'Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksisitensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata

Hukunt di lndonesra, ( Bandung, PT. Alumni:2003), h. 97
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penyelesaian perselisihannya adalah merupakan
wewenang pengaclilan di linkungan badan peridilan
ulT)llm.

Apabila kita bandingkan dengan penerapan asas

personalitas ke-Islaman yang ada dalam Undang-Undang
Nomor 3 T'ahun 2006 tertunl,a me nj adi I ai n. S eb agai m an a cli ketahui
bahwa dalam Ur"rdang-tlndang Nornor 3 Tahun 2006 tentanq
pembahan Llndang-Llndang Nomor 7 Tahun 1989 tcntan[
peradilan agama, maka terlihat acla perluasazrn kewenangan
yang dimiliki oleh peradilan agama, di antaranya aclalah
kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang
cliatur di clalam Pasai 49 butir i.

Nfengenai hal ini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi
syariah di Indonesia. Pir.ra pelaku bisnis syariah tesebut nyatanya
tidak selalu orang Islam, retapi nonmuslim pun rnenjadi pelaku
ekonorni yang berprinsip syariah. Oleh karena itu menurut
penulis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
peradilan agama pada Pasal 49, berkenaan dengan asas
personalitas ke-Islaman yaitu " antara 0ftrltg-lrang -yang beraganza
Islam" perlrr memasukkan kata-kata " orang-orang nonmuslinl',
tetapi mesti dengan syarat. Meskipun demikian, dengan
memasukkan kata "orang nonmuslim" bukan berarti rnakna
yang terkanclung dalam asas pesonalitas ke-Islaman yang
dimiliki peraclilan agama menjadi berubal-r makna, sehingga
bertentangan dengan sisi sosiologis dan historis peradilan agama
itu sendiri.

Jadi, asas pesonalitas ke-Islaman tetap memberikan
pengertian atau makna bahwa, terhadap orang Islam berlaku
hukum Islam, apabila e4adi pehnggrar dzur/arnr se'gketa diselesaikan

mentuuthril<lm Islam oleh hirkim peradilan agam2l Islam"s

'' Mukti Artho, Penerapan Asas personalltas Kelslaman Sebagai Dasar penentuan
Kekuasaan Pengadllan Agatna, dalam Varia peradilan, Nomor 253 (Medan, lkatan Hakim
lndonesia, 2006), h,2I



Selanjr.rtnya lVIurti artho' memberikan pemahirmirn
penerilpan asas pesonalitas ke-Islaman tesebut sebagai berikut :,

Jadi asas pesonalitas ke-Islaman melekat pada perkara
sebagai dasar penentuan kekuasaan pengadilirn agama,
bukan melekzrt pada pihak-pihak yang berperkara.
Artinya, hal ini berkaitan dengan hubungan hukurn
yaitu hubungan yang dibanpiun atau terladi menurut
hukum lslam antara seseorilng dengan orang lain atau
badan hukum yang menimbulkan larangan, l"rak, dan
kewajiban satu sama lain. Hal ini misalnya hubungan
perkawinan, hubungan keluarga, hubungan jual beli,
hubungzur hutang piutang, dan lirin sebagainya.

Dengan demikian, hubungan yang dilakukan aclalah

lrtrburrgan hukum Islarn, karena faktor objek hukum yang tunduk
kep:rcla liukum Islam. Hal ini misalnya transaksi-transirksi
dalarn ekonorni syariah <li rnana harus dibangun rne nurut
hukum Islam, karena tidak aclzr transaksi dalam ekonomi syariah

yang tidak berdasarkan hukum lslam. Oleh sebrrb itu, bagi
..r.,i subjek hukum yang tidak beragama Islarn apabila" rnelakukirn

suatu transirksi dalam ekonorni synriah ia harus tunduk kepada

hukum Islam.

I{etiga, berkaitan clengan "menundu/<&.an diri dengan

sukarela re/a l<t:pada huleunt Is/am". Pertanyaan yang tnutrcui
adalah bagaimana mengukur bahwa rnereka telah menr,rndukkan

diri dengan sukarela terhadap hukum Islaml ka.rena pada

das'.rrrrya perjanjian atau muatnaloh dal'an't lslarn itu hukurnnya
bolelr, clengan kata lain, kaiclah clasar untuk muantalah atau
petjaniian zrdalah " segala sesuatunya boleh, s:rmpai terdapat
petunjuk (dalil) yang mengharamkannyir".

Hal ini memberi pengertian bahwa selumh kegiatan
perbirnkan syariah, yang diwujudkan dengan akad-akad baik
berbentuk nn.r.rabahah, musltaraAah tttau ntudarabah, dan yang
lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah yang

" Mukti Artho. Penerapan Asas Personaliras....h. ))

melarang, rnakir kegiatan itu dibolehkan, termasuk perjanjian
perdata konvensional yang menggunakan ketentuan dalam kitab
undang-undang hukum perdata dan hukurn acara.

Terkait dengan istilal-r penundufran diri, maka perlu ka.lian
yang menclalam agar perbedaan pemaharnan tidrrk menladi bias
dan bisa diminimalisir. Yang jelas istilah "menundukkan diri
dengan sufrarela berdasarksn htrtutn Islam" telah memunculkan
kekrrburan makn'.r yanc sulit clipahami oleh rnasy:rrakat dan
berclampak kepada sulitnya untuk menentuktrn garis batas
antara akad yang berdtrsarkan syariah dan menggunakan
ketentuan dalam kitab undang-unclang hukum per<lata dan
hukum acarr. Oleh karena itu perlu dicariktrn standar yang jelas
berupa aturan, misalnya antara akad yang berjenis syariirh
dengzrn akad yang tidak berjenis syariah. I)alam hal ini
dibutuhkan para pemikir muslim unruk memberikan batas dan
standar s.yar'i dari akad yang dilakukan dalam transaksi
ekonomi.

Apalagi bagi orang hukurn istilah penundukan cliri
rnerupakan istilah yang larna clan aturannya .ielas clipakai di
dalam hukurn perdata Eropa, yaitr.r Peraturan 7'entang
Pennndukan Diri Secara Sukarela Atpada Ilul<um Eropa (Regeling
no?ens de Vrijruillige ()ntlerzuerping aon het Europeesch

Privaatrecht)5. 1917*12 jo. 528, mh. 1 Okt. 1917. Di dalam
Prsrrl 26, 27 , 28,29,Sub 3. Pcnundu/tan Diri Terhatlap Perbtratan
flukum Terterttt.t.

Pasal 26.
(s.d.u. dg. S. 1926-360./ orang*orang hrdonesia dapat
menundukkan diri secara strkalela te"rhadap lterbuaian
l-rukurrr tertentu dari peraturan-peraturan 

- ying tidak
berlaku bagi rnereka tentang hukunr perdata danhul<um
dagang orang-orang Eropa rnengenai perbtrirt;rn hukum
yrrng dernikian itu.

Pasal27.
1. Penunclul<an diri itu dilakukan dengan akta, yang
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dibuat untuk perbuatan yang telah dilakukan, atau
dengan akta tersendiril

2. Bila penr.rndukan diri itu dilakukan dengan akta di
bawah tan€lan, agtrr berlaku sah, baik dalam hal
yang satu maupun dalam hal yang lain, maka harus
dilengkapi dengan keterangan dari notaris atau
pe.iabat lain yang ditunluk oleh ordonansi, yang
merr),ae*an b.rhwr ia 1aftrl riengan penan&argn, bahwa isi
dari akta denga.n jelas diberitahukan kepada yang
tersebut terakhir dan bahwa kemudizrn
penandatanganannya dilakukan di haclapmn notaris
atau pejabat lain.

Pasal 28.
Penunclukan diri y^ng dimaksud dalarn pasal 26
meliputi ketentuan-ketentuan hukum perd^ata dan

Jrr\"T dagang orars-orang Eropa, yang l:rngsurrq
berhubnngan dengan ketentuirn-keientuan pe.undang:
undangan yang menguasai perbuatan-perbuatan hukum
Itu.

I>asal29.
(s. d. u. dg. S. 1926-360.) Setiap kali orang-oranq
Indonesia melakukan perbuatan hukum yang diatui
dalam hukum perdzrta dan hukurn dagurg o.urg-or"rrq
L,ropa,_yang di dalrrm hrrkunr yang beilaku b:rgi'mereka
tidak diatur, dianggrrp rnereka telih rnenundrii<kan diri
secara sukarela kepa<la peratur..rn-peraturan hukurn
|er<llte dalr hrrkum drrglng orflng-ortnq Eropa yang
bersangkutan yang tidak beliaku teihrrlap'mereka. '

Bahkan aturan-atumn tersebut elah diterapkan termasuk bagi
baclan hukurn, sehingga saat itu Indonesia dan tiap-tiap
masl<apai Inclonesia bersero berkewajiban untuk menambahkan
pada narna mereka huruf-huruf O.E.R. (Onderzuorpen

Europcesch Rr:cht = menundukkan diri kepada hukum Eropa).
Dengan tidak menairti peratrlriu-peraturan ini p.ra 1rn$rus
bertanggungjawab untuk kerugian-kerugian yang tirnbul dari
pac{anya.

- 
Fau;rn 
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Dengtrn begitu, perlu untuk memberikan batirsan yang
jelas yang dituangkan di dalam undang-undang bagaimana garis
batas antara yang menllndukkan diri dengan sukarcla lxdab-ar*ar
hukum Islam dan perjanjian yirng terdapat di dalam KLIH
perdata, sehingga dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat
bahkan justm memirncing perclebatan/ perbantahan dan
membuka pintu pertentangan, baik dari praktisi hukum
rraupun khususnya bagi si pencari keadilan (yustiable)

B. PERMASALAHAN LANDASAN HUKUM
MATIIRII, DAN FORMIL

Pem'rsalahan clalam menyelesaikan sengketa htrkum
ekonomi syarial-r di peradilan ,.lgztma, tidak saja terbentur dari
aspek substar-rsi patrl Fg kabur, tetapi .iuga terbentur kepnda
landasan hukum materil yaitu Kornpilasi Hukr.rm Ekonomi
Syariah (KIltrS) yang masih minim mjukan fika rnelihat
pesatnya perkembangan perbankan sy:rriah dan keuirngan
syirriah. Sebagairnana diketurhui bal'rwa lahirnya KliliS
merupakar-r rcWon rtns perh-rasrr kewerr.tgan peradilan agama dalam
menyelesaikan sengketa ekonorni syariah berdasarkan lJndang-
tlndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama.
N{elalui rnahkarnah ?rgung RJ, makir di terbitkan peraruran
Nomor 02 T'ahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonorni
syariah.t') Dengan demikian, Kf{ES menjacli ru.iukirn utama bagi
p ara lr.rkirn agarrur d.du r m e nyele s aiktrn s e ngke ta eko no mi syari ;rh.

Pernbentukan KHES pada irwirlnya dimaksudkan untuk
mengisi kekosongan hukum m..rteril, pasca perluasan ko,r.reniurgan

pmdilan agama dalarn menangani sengketa ekonomi syariah
berdasarkan Undang-Undang Nornor 3 Tahtm 2006. Namun
kehadiran KHtrS terkesan dipaksakan tanpa menggali secara
<lalam aspek-aspek sosiologis urnirt Islarn dan legal opittion di

'" Ahmad Mulahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 18-19



kalangan pakar, ulama, pesantren, dan akademisi. Berbeda
deng:rn penlusunan Kompilasi Hukum Islarn (KHI) yang
banyak melibatkan para ularna (kiai), pesantren, akademisi
Fakultrrs Syari'ah beberapa IAIN ternama di Inclonesia, clan
praktisi. Namun demikian, hams cliakui bahwa KHtrS adalah
karya besar dan terobosan baru dalam selarzrh pemikirzur hukurn
Islarn di lndonesia.

Disisi yang lain, perlu dipahami bahwa Indonesia adalah
ne[Jara hukum, ne€fara hukum berarti setiap warga negara harus
tunduk dan taat kepada hukum sebagai sarana "probletn solvittg"
mirsyarakat. I'Iukum di negara hukum l-rarus menjadi panglima
apabila negeri ini ingin hidup tertib dan terjamin perlindungan
hak-hak setiap warganya." Selain itu, karakter penting dari
neg?rra hukum adalah segala sesuatu mesti bersumber dari
konstitusi negara. Dengan demikian dapat difahami, bahwa
konstitusi atau aturan-aturan berupa peraturan perundang-
undirngan mutlak diperlukan.

Hal inilah .yang rnenjadi perrnasalahan dalirm
penyelesirian sengketa hukum ekonomi syariah, meski Peradilan
Agama telah rnemiliki KHES sebagai rujukan rnarerill bagi
hakim, rlamun KHtrS sejauh ini belurn termasuk dalam
peraturan pe r:un dang-un clangan yang rnengatur ten t..urg hukurn
ekonomi syariah. Padahal hukurn rnateril berupa peraturan
perunclang-undangan dalirm penyelesaian sengketa hukum
rnutlak diperlukan. Peratur,.rn perundang-undangan yang ada
dan diakui dalzrm undirng-undang ndalah terdapat dalam Pasal
7. Undang-Undang Nomor 10 tzrl-run 2004 yaitu Undang-
Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun
1,945; undang-undang/ peraturan pemerintah perlgganti
undang-undang; peraturan pemerintah; peraturan presiden;
peraturan daerah.

ttBarry M. Hager, The Rule of Law, (The Manslield Center for Pacific Affairs, 1999
2000) second edition, hal.21
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Suniber hukum utana dalam lslam adalah Alquran dan
hadis. Alquran sebagai sumber pertama dan utamir hukum
Islam di sarnping mengandung hukurn-hukurn yang sudah rinci
dan menurut sifatnya tidak berkembang, .iuga menganclung
hukum-hukrlm yang masih me-erluliao penafiiran ,1",,
mempunyai potensi untuk berke rnbang. Ayat hukum yang
rnenyangkut ibadah, padir umumnya disebutkan pokok:
pokoknya saja dalarn Alquran. Narnun, aya?aym rentang
ibadah itu clijeaskan oleh Rasul'llah secara rinci dan lengkap-,
yang dap:rt dilihat dalam Sunnahnyir.r2

Adapun bidang muamalah (kemirsyarakatan), hanya
sebrrgian kecil hukum'ya diseb*tkan di dalam Alquran secara
tegas clan rinci. Kebanyirkan berupa hal-hal yang umum,
terbuka d..rn dapirt menerirna penafiiran, dan berupa prinsip-
prinsip dasar yang dalam pelaksanaanya masih memeriukan
penlelasan.r3 Di sarniping itu, dalarn 

^y^t-ayatbidang 
muarnalah

pada urrrurnnya disebutkan dirn diisyaratkan hikr'ah atau'i//at
liukumnyir, sehingga te rbuka peluang peng;embangan
hukurnnya melalui rnetode itjtihad yang kemudian ,".i,rg
disebut dengirn istilah Figh. rral inilah menu^rt pe.uris yzr'[
mengakibatkan teriaclinya disparitas purusan yang ditetapkan
oleh hakim dalam pe'yelesaia' perkara sergketr h,,kur'
ekonorni syariah karena dalam hal i*i hakim ak.' rne.r.i*k pacla
iiasil ijtihad tersebut. Disparitas putusan hakim dalam
penyelesaia' sengketa hukr.rm eko'orni syari:rh akan berc-la'rpak
keprrda ketidakpastian huku'r bagi pe.cari keadilan. IJntuk itu
perlu segera dibuat koclifikasi hukurn ekonomi syariah.

Dernikian jugrr halnya dengan hukum formil, hukunr
formil tersebut mutlak cliperlukan mengingat penerapan atau
praktek di pengadilan 

'renbutuhkan 
sebuah aturan rnnin tidak

saja hukurn zrcara yang ada cli peradilan umum tapi .juga

t.)

"Drs. Sudarsono, Pokok Pokok Hukum lslant, (lakarta: Rineka Cipta, Igg2l.,h. I22ttMuhammad 
Ajjaj al-Khatib, Ltshul A/-Hadlts, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)., h. 2Z



diperlukan berupa hukum acara perdata ekonomi syariah.
Memang kalau kitir mengacu kepacla Pasal54 Undang-Undang
Nomor 7 Tal"run 1989, rnaka disitr.r diatur bahwa, hukum acara
yang berlaku pada pengadilan clalam lingkungan peradilan
agama ndalah hukum acara perdata yang berlaku pada
pengadilan dalam lingkungan peradilan umlrm, kecuali yang
telah diartur secara khusus dalarn undang-undang ini."

Di dalarn pelaksanaan sebuah perianlian, berdasarkan
Pasal 1320 KUH perd^ta, yang menyatakan bahwa untuk
sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkirn diri;
2. Kecakapan untuk nembuat suatu perjanjian;
3. Sr.ratu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanfian tersebut dibedakan menjadi dua
yaitlr syirrat pertama dan kedua disebr.rt dengan syarat subjektif,
syarat yang berkaitan clengan subyek perjanlian. Sen'rentara itu,
syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif yaitu syarirt
yang berkenaarr dengan objek perjanjian. Pernbedaan syarat ini
berkenaan denp;an akibat apabila persyaratan tersebut tidak
dipenuhi. Jika syarat subjektif ini tidak dipenulii maka
perianjian dap:rt dimintakan pembatalan sewaktu-waktu. Hal
ini berarti bahr,va selama belurn ada pernbatalan maka perjanjian
itu tetap berjalan dzrn tetap mengikat para pihak sampai
perjanjian tersebut dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah
satu pihak. Sementara itu, jika syarat objektif yang ticlak
dipenuhi, maka perjaniian yang dibuat batal demi hukum, yaitu
sejak semula dianggap tidak pemah terjadi suatu perjanjian.
Apabila syarat sirh perjaniian tersebut sudah terpenuhi semua
maka perjanjian tersebut sudah dapat dikatakan sah.

Di dalir"rn Islani perjanjian dikenal derrgan sebutan akad,
dan istilah akacl tercliri da"ri rukun akad dan syarat akad. Rukun

Fanzan

dapat dipahami sebagiri unsur esensial yang rnembentuk akad,
yang harus selalu dipenuhi dalam sllatu transaksi, terdiri dari:

1. Subjek Akad
Pil-rak yang berakad, pihak yang berakad terdiri dari
paling sedikit dua orang yang harus sudzrh baligh,
berakal sehat, dan cakap untuk rnelakukan perbuatan
hr,rkurn sencliri.

2. Objek yang diakadkan
Objek akad bermacam-rnac."lm, sesuai dengan
bentuknya. Dalarn akad jual beli, olrjeknya a<lalah
barirnp; yang diperjualbelil<an dan harganya. Agar
sesuatu akacl dapat clipandang sah. Objeknya
memerlukan syarat sebagai berikut:
a. Telah ada pada waktu akad diadakan, C)bjek akad

harus telah wujud pada waktu akad diadakan.
Rarang yang belum wujud tidak clapat menjadi ob.iek
akad menurut pendapat kebanyakan lukaha sebab
hukun"r dan akibat akad tidak mr.rngkin berganrung
pada sesuatu yang belum berwujud;
Dapat menerirna hukum akad. Dalam ak:rd jual beli
misalnya, barang yang cliperjualbelikan harus
merupakan benda bernilai bagi pihak-pihrrk yang
mengadirkan akad jual beli;
Dapat clitentukan dzrn diketrrhui. objek akad harus
dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak
yang rnelakukan akad. Ketidakjelasan objek trkad
rnuclal-r rnenimbulkan sengketa kernuclian hari
sehingga tidak memenuhi syarat rnenjadi objek akad.
Adanya syarat ini diperlukan 

^gar 
pihak-pihak

bersangkutan dirlarn melakukan akacl benar-benar
atas dasar kerelaan bersamzr. C)leh karenanya, adanya
syarat ini disepakati filqzrha;
Dapat diserahkan pacla waktu akad terjadi. Objek
akad hams ciapat cliserahkan pada wakru akad

-- Sengtr<eta Huhum Ehonomi Syariah li Pengarlilan Agama
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terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat
diserahkan seketika. Yang dimaksud adzrlah pada
saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad
dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di
bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Dari empat syarat objek akad tersebut di atzrs, secara
garis besar dapat disebutkan bahwa sesuatu dapat
menjadi objek akad apabila dapat menerima hukum
akird clan tidak mengandung unsur-unsur yirng mungkin
menimbulkan sengketa kemudian hari antirra pihak-
pihak yang bersangkutan. Syarat yang disebut terakhir
mengharuskan objek akad itu telah wuiud, ielas dan
dapat cliserahkan.

3. Akad/Sigbat
Akad/ sighat terdiri dtrri, (a) Serah (ijal) atau

penawaran; (b) Terima (gabul) atau penerimtan- Ijab
ialah permulaan penjelasan yang keluar clari salirh
seorarlg yang berakad, buat mempedihatkan
kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang
memulainya. Kabul ialah jawaban pihak yang lzrin
sesudah adany a ij a b, buat menyatakirn persetu.i uannya. 1 a

Wzrlaupun sebuah perjaniian yang telah dibuat
tersebut rnenjadi hukum bagi keclua belah pihak, akan
tetapi kad'ang kala masih teriadi perselisihan terhadap
apa yang telah diperjaniikan, seperti -uanspreslasi yang
sering terj adi setelah perjanjian.

Tak terkecuali kepadn orang yilng telah rnelerkukan
akad-akad ekonomi syariah, salah satu contoh akad
pembiyaaan tnurabahah. Sebagaimana diketahui bahwa
akad pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli suatu
barang di rnana penjual menyebutkan harga.jual yang
terdiri atas harga beli barang dan tingkat keuntungan

'o Sayyid Sabiq, Flqih Sunnah (1 2) & (1 3), ( Bandung:Al Ma,arif, 1988), h. 173

- 
fhuzan -

tertentu atas barang, clan harga jual tersebut disetujui
I l.tt1 q

DemDetr --

Misalnya telah terjadi sebuah perianjian antara
kedua belah pihak dengan menggunakan akacl yang
berprinsip syariah, tetapi di dalzrm perialaan timbul
perselisilran atav r.Dans??-es tas i,. Lantas perkzrra tersebut
rnasuk ke pengadilan agama. Parda tzrhapan pembuktian,
masing-masing membawa saksi, lant;rs bagaiamana
seandainya saksi tersebut beraqama nonmuslim?
I(emudian dia rnenyebut sunrpah "btntiAllah". Apakah
sah dengan tidirk bersumpah lcarena ciia bukan Islam?

Dalam hukurn acara perdzrta pembuktian dengan
siiksi sangat penting artinya, terutama didalam
perjanjian perclata. Di dalam pasal 145 H.LR
memberikan siapa yang bisa diajukan rnenjadi saksi.
Pasal 145 H.I.R diatur sebasa berikut :

a. Yang tidak dapat diclengar sebagai saksi adalah :

1) Keluarga seclarah dan keluarga se mencla
menurut keturunarn yang lurus clari salah satu
pihak;

2) Suami atau istri salah sartr pihak, meskipun
telah bercerai;

3) Anak-anak yang umurnya ticiak clketahui
clengzrn benar bahwa merekir sudzrh berumur
lirna belas tahun;.

4) Orang gila, walaupun kaclang-kadar.rg
ingatannya terang.

b. Akan retapi keluarga atau keluagn semenda tidak
boleh clitolak sebagai saksi karena keadnan itu dalam
perkara tentaltg keadaan menurut hukum sipil dari
pada orang yang berperkara atiru tentaug suatu
perjanjian pekerjaan,

t{)l

Ls 
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah ..., h. 129

- 
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c. Orang tersebut dalam Pasal 146 (l) a dan b, tidak
berhak minta mengundurkan diri dari pada memberi

kesaksian dalrm perkara yang tersebut dalam ayat di
muka,
Pengadilan negeri berkuasa akan mendengar di luar
sumpah anak-anak atau orang gila yang kadang-

kadang terang ingatnnya yang dimaksud dalam ayat

pertama akan tetapi keterirngan mereka hanya

dipakai selaku perrjelasan saia.

Dalam hal ini, bagaimana dengan acara yang harus

diambil oleh hakim peradilan agania? Tentunya perlu kajian

yang mendalam bagi hzrkirn agama untuk mencari Proses-proses
yang acln dalam lslam berkenaan penyelesaian sengketa

ekonomi syariah, sehingga putusan-plttusan yang dikeluarkan
oleh hakim agama bisa dipertanggungfawabirktrn secara moril
oleh hakirn itu sendiri. Knrena seoranll hakim akan

---J:** mengeluarkan putusannya tentunya berclasarkan ilmu
pengetahuannya. Belum adanya sy:rrat fbrmil yang .ielas di

dalam melakukan zrkad atau perjanjian yang beprinsip syariah,

tentunya menjadi kendaila bagi hakim di dalam mernberikan

putusan. Terlebih lagi ketika dihadapkan dengan perrcari

keaclilan yang cen<lrung ttutuk mencari kemenangan bukan

mencari kebenaran hukumnya. Ketikn hakim diberikan
kebebasan r"rntuk mencari

d.

Fauan 
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BAB V

LANG I(AH STRATEGIS PENYELESAIAN

SENGIGTA HUI(UM EI(ONOMI SYARIAH OLEH
PENGADILAN AGAMA

A. URGtrNSI RtrVISI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (KHES)

Pengadilan agama sebagai pengadilan yang telah diserahi
ttgas oleh prnerirrcrh untuk mena'gnni sengketa eko'omi syariah
kini mempunyiri tugas berat dengan aclanya p..i.,rron
kewena'gan perir"dilan agama dalam m.nyelesaikan se'gketa
hukurn ekonomi syariah temasuk dengan d.lrrla perr-safd-l,
sryerli ya'g telah dikernukakan dalarn bab sebelumnya. oleh
karena itu pada bab ini penulis akan memaparkan bagaimana
langkah strategis yang seharusnya dilakukan, klrusuriya bagi
para hakim agama di pengadilan agarrxr dahrn merUdesaikai
sengketa hukum ekonomi syariah berdasarkan Undang_iJnclang
Nomor 3 Tahun 2006 sebagai implikasi revisi Unda"!_U"au,r[
Nornor 7 Tahun 1989 tentang peradilrrn ag ma.



Berangkat dari Pasal 1 ayat (3) Bab I, zrnandemen ketiga

Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali, bahwa

negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) xlrlnh negara yurg berdasar

atas hukum (r'echtsstat), tidak bed.rsar atrs kelaur-s:ran (ntachtat) claLn

pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar)

bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatirs). Denp;an

demikian peneeakan hr.rkum dan ketertiban serta keadilan mesti

diwujuikan.

Keinginan cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum

tersebut merupakan LlPaya dalam menciptakzrn persamaan

persepsi dari seluruh pelaku pernbangunan khususnya di bidang

hukum dalam menghadapi berbagai isu srateE;is clan global yang

secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian

hukr,rm tetap berialan secara berkesinambungan. Dengzrn

menyamakan persepsi dan keinginan cita bangsa Indonesia,

rnaka diharapkirr-r akan dihasilkan kebijakan/ materi lrukurn

"""""-"|ll 
j-- yang sesuai dengan aspirzrsi masyarakat, baik pada sazlt ini

maupun nrasa mencLttang merrgarxlung prlinclLugan, clan pergfrormaun

terhadap hak asasi manusia serta nempunyai daya laku efbktif

dalam masvarakat secara keseluruhan.

Menyimak keberadaan KHtrS setidaknya tersirat birhwa

pemerir-rtah berkeinginan untuk memberil<an perlindungan dar-r

kepastianhukrrrbagi pelaku pembangunan, clalam hal ini termasuk

para pelaku bisnis ekonorni syariah yang masih meragukan

adanya kepastian hukum ketika terjadi perselisihan. Sebryrimana

dikeuhui bahwa pembentukan KHtrS sesungguhnya meruiuk

sebagaimana yang dibuat pemerintahan Turl<i IJsrnani bertrlma

At-Majallah Al-Ableant At-Arttiyah yang terdiri dari 1851 pasal.l

Terlepas dari rujukzrn dalarn pembentukan KHES saat

ini, patut diberikan clitrpresiasi sebagai langkah yang tepat dalzun

'www.hukumonline, diakses tanggal 20 Januari 2007
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mengakrmodir tuntuhn masyarakat. Meskipun saat ini sudah
saatnya untuk dilakukan perlyempurnaan yang ada dalam
KHtrS, antara lain :

Pertama, perlu merynsnikan dengan kordisi b,angs.r hlJonaia
khususnya fiknx sosiologis <lur psikologis mirsyarakat Indonesia.
Pertimbangan ini penring dilakukan agar kedepan tidak
menjadi bumernng sendiri bagi perirdilan agama umulnnya.

!{edua, hendaknya seluruh peraturan yang ada di lembaga
keuangan Indonesia, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasiorial
(DSN)'? ditambah dengan pendapat-pendapat ,iorrru klasik yang
berkenaan dengirn rnateri hukum ekonorni syariah m,.ilJ
diberikan wadahnya yaitu berupa undang-unclang. Hal ini
dil'akukan agar kedudukannya menclapat rempat secara
konstitusional dan dapat mcnjadi rujuka' para hakim cialam
memutuskan berbagai persoirlan hukum .

Ketiga, perlu memperhatikan dari sisi bahasa hukurnnva.
artinya harus meruiuk kepadtr kaidah tara bahasa runrrrr,U"ki"g 

t{;,tmerr).z'rghrt aturan pembentukan kata, maupun yang bertaiiri "- .-*--""-
clengan penl'usunan kalirnat, serta berhubungan dengan cara
pengejaannya. I(arean bahasa hukr,rm jr_rgir rnempunyai corak
gay^ yang khusus, yang dicirikan oleh keielaszrn makna
kelugasan (zakelijkheid) dan keres'rian.3 Hal ini dirnaksudkan

' Kedudukan Dewan syariah Nasionar diatur melalui Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998, pada pasal l butir 1Sk DireksrBl 32Ba/ Kep/DrR/g9 yaitu :',Dewan syariah
Nasional adalah dewan yang dibentuk oreh Majerrs Urama Indonesia yang bertugas dan
memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, ias, dan kegiatan
usaha yang berprinsip syariah, Jo, pasal 1 Buitir 1 : Dewan penagwas Syariah adalah
dewan yang bersifat independent yang dibentuk oreh Dewan syaroah Nasional dan
ditempatkan pada Bank yang merakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
dengan tugas yang diatur oreh Dewan syariah Nasionar. Hingga saat ini fatwa-fatwa
Dewan Syariah Nasional yang telah dikeruarkan tentang kegiatan-kegiatan bisnis yang
berprinsip Syariah telah mencapai 53 fatwa.r Direktorat Jenderal Hukum dan perundang Undangan Departemen Kehakiman.
Pedoman Teknik Peraturan perundang-Undangan, h. 34.



agar jangan terjadi kekaburan makna di dalam memahami

sebuah aturan) seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Begitu juga H.R. Otje Salman S., dan Anton F. Susantoa

mengatakan bahwa, pada masing-masing makna hukum

merup2lkan gambarirn deskriptif yang digunakan untuk
menunjukkan beberapa ciri yang dirasakan atau ciri-ciri
kehidupan sosial tempat permainan bahasa tersebut berlirngsung

(ciri-ciri ini bisa neliputi orang, obye/t, tindakan, &agasan-gagasan
dalam lingfttmgan sosial) dari para peserta permainan bahasa

tersebut.

Hal senada juga dikemukakan oleh Jan Giissels Mark van

Hoecke5 menyatakan, iika orang berbicarra "pengertiirn kabur"

dalam hukum maka yang dimaksud adalah pengertian yuridik
yang tidak didefinisikar-r lebih jauh secara implisit menunjuk

pada nilai-nilai zrtau kaed ah-kaedah nony'uridikal.

Munculnya kritikan-kritikan dan pertent2lngan berkenaan

1t)t': redaksional isi dari Pasal49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 mempakan bukti pentingnyzr untuk memperhatikan

tekn ik pembuatan perundan g-undangan sehingga tidak dijurnpai

1a$" gangguan komtntirtasl' kedepan.

Llntuk itu perlu menyimak nasihat Montesquie,

sebagairnana dikutip oleh C.K Allen memberikan "ti?i'

bagaimana kata-kata, knlimat, dan uugkapan dibuat di dalarn

pelrylrsunan peraturan perundang-uudangan sehingga pembaca

bisa mengartikannya, memahaminya, dan menaflirkannya.

1. Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana;

2. Istilah yang dipilih sedapat-dapatnya bersifat mtrtlak clan

relatif dengan maksud agar meningalkan sesedikit

mungkin timbulnya perbedaan secara individual;

o Otle Salman S. H.R. dan Anton F. Susanto, Teorl Hukum Menglngat,

Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2005, h 5
5 

Jan Gijssels Mark van Hoecke, Teori Hukum, Op Cit,h.l'O4
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Hendaknya membatasi diri pada yang riil dan aktual,
serta menghindarkan diri dari kiasan dan dugaanl
F{endaknya ti&k h.lhrs sehinsga mernerlukan ketajaman
pikiran pernbacanya, karena rakyat banyak mempunyai
tindet pemalurun lzurg s edang- s edang s aj a. He nd aknya tidak
trtihan logika melainkan untuk pikiran sederhana yang ada
pada r ata- r ata m anusi a;

F{endaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang
pengecualian, pembatsan, atau pengubahan, kecuali
apabila dianggap perlu.

6. Hendaknya tid.rk memancing perdelatur/ perbanuhan yang
berbahaya dalrni memberikrn ala"an-alasan ynng terlalu rinci
karenzr hal ini clapat membuka pintu pertentangan;

7. Di atas segalanya, hend.dcrla betul-betul ctipertimbranghn
apakah mengandung manfhat praktis. Hendaknya tidak
menggoyal-rkan dasar-dasar nalar dan kendilan serta
kewajzrran yirng alami, karena peraturiln yang lernah tidak
diperluakan, dan yang tidak adil akan menyebabkan
seluruh sistem peraturan dalam reputasi yang jelek dan
kuenaitLr me nggu ncangkan kewibawaan negara.

Keberadaan KI-ItrS seberulnya ticlak lepas dari
pengalaman sejarah dirlam ha1 penyusunan kitab-kitab
perunda'g-u'dangan. Dalirm sejarahnya, kebutuhan formulasi
suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis ya.g disebut
f us scripttrnt. Dtrlam perkemba'gan selanjut'ya lahirlah berbagai
peratnran-peratulan dalam bentr,rk tertulis yang disebut cot-pus

iuris. Kemtdian, setelarh jurnlah peraturan itu menjadi dernikian
banyak, maka dibutuhkan sebuah kodifikasi hukum yang
menghimpun berb agai macilm perilturan perundan g-rrrrdorlgarl.
Ilal ini dilakuka' agar mereka bisa menyeles*ikan ber-bagai
rnacam persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat
dengan penuh keadilan dan kemaslahatan.

3.

4.

5.
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l{tii

Ada bebertrpa kebaikan dari kodifikasi menurut
Wiratmo6, yaitu:

1. Adanya kepastian hukum (recht zeLerheru{);

Dengan adanya kodifikasi atau pembukan hukum,
maka ada pecloman bagi masyarakat pebuatan-perbuatan
mana yang dapat di pidana/ dihukr"rm dan mana yang
tidak. Maka clengan ini perbtratan sewenag-wenang dari

penguasa-penguasa negara dapat dibatasi dan

dihindarkan.
2. Adanya keasatuan hukum (recht unificatie);

Dengan ac{anya kodifikasi, dimungkinkan adanya

inifikasi, yaitu bagi selumh lapisan masyarakat.

3. Dengan adanya kodifikzrsi perbedaaan corak hukum
yang didasarkan pada tempat dan tingkat kernaiuan

bangsa dapat disederhanakau.

Pertimbangan yang lain yang tidak kalah pentingnya
dalam penyempumaan KHtrS ini adalah tetap berpegang
kepada ilmu uhi Jiqh dan qazua'id Ji,lh. Disiplin adalah

metodologi prrispridensi Islam yang mutlak diperlukan para

nlu.itahid. Dengan demikian marlashid syariah perlu rnenfadi

lanclasan perumusan hukum. Metocle istihsan, urf, sadd zariah,

dan pertimbangan-pertimbangan 'kemasllrhatan' menjadi
penting. Dengan demikian, selirin akan dapat memelihara dan

mellampun€J aspirasi hukum serta keadilan masyarakat. Dengan
kata lain penyempurnaan KHtrS kali ini cliharapkan tidak akan

memunculkan persoalan bartr di tengah masyarakat seperti yang
terjadi pada lompilasi hukum islam yang justru dinilai oleh

sebagian kalangan sebagzri produk yang konservatif dirn

diskriminatif.

Dalam upirya revisi KHES tenfl;n)a dapat ennarjud mehlri

peran penting pemerintah, dengan melibatkan Otoritas Jasa

6 Wiratmo, Pengantar llmu Hukum, lYogyakarta, Sinar Grafika, 1979), h. 35
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I(euangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN), Maielis
Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ian
Kamru Aganu Badilag MA. Pelibatan pihak-pihak tersebut
dilakukan mengingat banyaknya praktek ekonomi syariah yang
beragam telah dil aks anakan oleh rnrqarakat nnr-dim Indorx*{a a I am
bentuk perbankan syariah, asuransi syrui.rb pa-vu mod.rl slanalr,
reks'acla'.t syariah, obligasi sariah, pegadaian syariah, lembaga
keuangan rnikro syariah, dan sejurnlah perusahaan sektor riil
syariah.

sisi yang 1ain, tentunya hukurn formil juga perlu
clipersiapkan. Hal ini mengingat hipotesa-hipotesa penulis
sebelurnnya yang bisa menghambat proses di peradilan ,.rgama

dalam rnourglun serrgkea hukum ekonomi syariah. Namun .,uui ini
ses'ari de.gan aturan undang-unda,-rg irlomor 3 'fahu. 2006
Pasal 54 disitu diatur bahwa hukum acara yang berlaku pada
pengadilan dalarn lingkungan peradila' irgama adalah L.rk.,r',
acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan
peradiia' umum, kecuali yang telah diatur secara khusus duiorr,
unclang-undang ini.

I{ukurn acara perdata merupakan keseluruhan peraturarl
lang bertujLr.tr melalaanalcn do'r -.-p.rtahankzrn atau menegakkan
hukum perdata materil clengan perantaraan kekuasaan i..gnr".
Perantarraan negara dalzrm rnempertahanka' dan ro.rr.quilko'
hukum perdata mzrteril itu terjacli melalui peracrilan. Cirra inilirh
yang disebut clengan Litigasi.T

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004
mengatakan bahwa hakim wajib nienggali hukurnnya di dalam
masyarakat, 

'raka 
yang dir'aksudka. adalah hukum materilnva

(hukum yang men€Jatur hak dan kewaiiban substansial), bukan
htrkurn formil (hukrrm )'irng mengatur hrrk da' kewaiiban

tsudikno 
Mertokusumo, Hukum Acara perdata di /ndonesia, (yogyakarta: Liberty,

1988)., 4s



I
i

J,ii;

formil). Ltupun dalam menggali r.rntuk menemukan hLrla"unry.a

tidakasai mengadakan "terobosan", tetapi ada metode atau aturarl
permainannya.

Asas dasar utama yang penting dalarn hukum acara

perdata kita adalah asas poittt d'interet point d'actio,,,t yang
berarti bahwtr, barang siapa mempunyai kepentingan dapat
menga.iukan tuntutan hak atau gu€iatan. Kepentingar-r di sini
bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara

langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan aclanya

hubungan hukum antara penggugat dan tergr,rgat dan hubungan
hr.rkum itu langsur"rg dialami sendiri secara konkrit oleh
penggugat.

Demikian l-ralnya dengan pengadilan agama sebagai salah

satu lembaga peradilan negara yang sah, disrrmping sebagai

peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia, yangdiberi

wewenarg oleh perirturan perundang-undangan negara, untuk
mevr.ujudkan hukum rnaterial Tslam dtrlam batas-batas
kekuasairnya.

Llntuk melal<sanakan tugas pokoknya (menerima,

memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan
fungsinya (menegakl<an hukum dan keadilan) maka peradilan
agama dirhulunya, memper€iunakan acara yang terserak-serak
clalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga
acirra dalam hukurn tidak tertulis (maksudnya hukum formal
Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peatlrran
perundang-unclangan negara Indonesia).0 Setelah terbitnyur

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1L)89, yang kernudian
dirubal-r dengan tJndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka
hukum acara Peraclilan Agama rnenjadi kongkret, Pasal 54 dari
Undang-Undang tersebut berbunyi :

'sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata lbid.,2006., h. 53

'Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agana, (Jakarta: Rajawali Press, 1995).,

h.28-35

faurn -
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Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalarn
lingkungan Peradilan Agama adalah 

'hukum 
acara

perdata 
, 
yang.- berlaku_ Slil1m lingkungan peradilan

umum, kecuali yang telah diatur siara'khusus dalam
Undang-Undang ini.

Menurut Pasal di atas, hukum acar:r peradilan agama
sekarang bersumber (garis besarnya) kepada clua aturan, yaitu:
(1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 'Iahun
2006, dan (2) yang berlaku cliperadilan un)um. peraturan
pemndang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata
peradilan umum, antara ledn.

1. IiIR (Het Het.ziene Inlandsche Reglentettt) atau disebut
juga RIB (Reglement Indonesia Di Baharui);

2. RGB (Rarlts Reg/em.ent Buitengewesten) atau disebut
juga reglemen untuk daerah seberang, masuknya untuk
luar Jawa sampai Madura;

3. RSV (Regldment 01> De Burgerlij& Rechtsr.,ordering) yang
zdman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk raad r.,an
u.stitie;

4. BW (BurgerlijL WetboeA) arau disebut juga kitab
undang-undang hukum perdata Eropa.

5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 19g6, tentanq
peradilan umunl.t"

Peraturan perundang-undangan telltang acarir perc{ata
yang salna-s..rma berlrrku bagi li'gk''ga'peradilan umum dan
peradilan agama, adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang
ketentuan mahkarnah agung;

2. Undang-[hrdang Nomor 14 'fahLrn 198-5, tentanq
mahkamah agung;

ut
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3. Und:rng-Undang Nomor 1'lahun L974 dan PP Nornor

9 'I"ahun 1,975, tentang perkawinan clan

pelaksiuraaunya.

jika demikian halnya, maka peradilan agama dal:rrr.t

l-rukum acaranya minimal harus memperhatikan Undang*

lJndang Nornor 3 'fahun 2006, ditambah clengan delapirn

m!1cam peraruran perundang-undangan yang tadi telah

disebutkirn. Selain dari iru, menurut penulis, padir suatu ketika

perxlilan'gama masih lr.urn memp*wilvul hukum proses menurut

Islam. semua ini 1,ang dlumkan sumber hr-rkum acara peradilan

agama.

Untuk sekeclar contoh lrlelnpergunakan hukum ploses

nlenurllt Islarn sebagiri berikut, ada satu kasus suami merlohcn

ur"rtr-rk nrer-rceiaiktn istrinya ke pengadilan agam'.r dengan rllasan

istrinya teltrl-r berzina dan suami telah mengaiukirn alirt br-rkti

berupa seor?lng lelaki beragama Islam sebagai saksi. Bisakal-r

pengadiian menolak permohonan karena tidak terbukti?

Penyelesaianuya ialrrh, sebagian berpedoman keprida

Pasal 87 ayat (1) Undang-Unclang Nomor 3 Tahun 2006 dan

sebagian lagi dengan pedoman kepada hukun-r acara Isltrm yang

cliistilahkan hukurn acara tidak tertulis.

Jika begitu, tentu tirnbul kesimpulirtr bahwa hukttm acara

peradilan agama rnirsih terserirk-serak, sebab lJndang-tJndanu

Nornor 3 Tzrlrtm 2006 hanya seclikit sekali rne muat tentan€J lcafir

tetapi peraturan pertlnclang-undangan yang clitunjuk berlaku

sebagai hukum acalanya cukup banyak-

Dari ur'.riatt tentang sumber hukum acara peradiliu'r

21gama terdahulu, tampaklah kini bahrva beracara dirnuka

peradilan a€iarnrl ticlaLlah semu{ah seperti diperkiral<an olel'r

|,ro,rg, brhkan munglcin lebih sulit clari ber'"rcara clirnuka

peradilan umum. lltuk ber.rcara di muka peradilan agama oranll

harus memaharni secaril benar clan baik hukurn acara yang

- Fa uzan
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Sengireta lluhum tliolomi Syariah rii I'engurlilan Agama

termuat drrlam Undang-Undang Nornor 3 "I'ahun 2006 sebagai
ketenfuan khusus. Selaniutnya liarus dif:rharni durn dirnengerti
pula terhadap aturan-aturan hukurn ac,.lra perdata yang
digunarkan dimuka peradilan urnum sebagai ketentuan
umumnya, padahal mempelajar:i hukum acara peradilan umum
saja sudah merupakan suatu hal yang tidak muclah. Selain itu
hams difaharni bagaiman2l cilra rnewu.iudkan hukum rnateril
Islam rnelalui hukurn proses Islarn.11

llal ini berarti rnencinilikasikan bahwa rujukan standar
para hakim belurlr tersedia. terhadap perkara ekonomi syariah
yang masuk di pugldilur a€Iama, hakirn agama tidak boleh
rnenolak. .fadi mengenai hukurn acara bisa menggunanirkan
KLIFI Perdata yang berlaku di pera<1ilan negeri. Tetapi untuk
me'erapkan hukr"rm acara clengan baik rnaka perlu diketahui
?rsas*asilsnya. Asas-asas hukurn acara peradilirn agama ialah
sebagai berikutl2

1. Peradilan Agumu adalah peratlilan neg-ara (Pasirl 3
ayat (1) lJndang-Undang Nomor 4 'lahurt 2004,
Pasal2 Unclar-rg-IJndang Nomor 3 Tahun 2006);

2. Peradilan o.qatlttl atl,tltth 1:erdilan bugi or.ang-orong
yang beragam Islam (Pasal 1 iryat (1) {)ndang-
tlndang Ncimor 3'l'ahun 2006);

3. Perarlilan agdna nrcnetttl>Attn t*n mergai*ott ltrhun ,/an
fteudilan bcrdastrl<ittt /tuncttsila (Pasal 3 ayat 2
Unclang-Llnclang Nomor 4 

-l'ahun 
20()4);

1. Peradilon agdma ntemeriksa, nte ntutus/tan dan
ntenye/esuilan ferLarrt bertlo:arkan huluru Is/am
(Pasal 2,49 clan penjelasirn urnurn Undang-Llndnng
Nomor 3 Tahun 2006):

tD/o
r?Leblh lanlut bisa di baca, Mukti Arto, praktek perkara pacla pengaclilan Agama,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) ., h. 11 t5



6.

7.

70. Pihak yartg diadili tttenQtrttyai ha/< ingkar terhadal>

hakim ydng Tnengodili (Pxal 28 Llnclang-Llndang

Nomor 4 Tahun 2004);

11. Ticlak ada biaya ticlak acla perkara' Perkara hanya

bisa clidaftarkan setelah dibayar panjrrk biaya

perkara oleh y.uig beilcpntngan f) alam putus an akhir

ti"yu pe.ko.a dibebankan kepada pihak yang kalirh'

keclali clalam bi<lang perkawiuau y''urg selalu

clibebznlcrn kqrarLr pLJ. pettg1.g.r/ prnohorr' Biaya

perkar:r ini rneliputi biaya kepauiteraatr, biaya

l)r( )se s, t{ltrr hiava nl:lteri;

Peradilan dilaltukan demi keadilan berdasarl<an

ftetrrhanan Yang Maha Esa (Pzrsal 4 ayat (1) UU No'

74/ 1970), dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 3'fahun 2006)

PeratJilan dilaftul<an dengan sederhana, cefial, dan

biaya ringan (Pasal 4 'ayat (2) tJndang-Undang

Nontor 4 Tahun 2004 Pasal 57 ayat (3) Unclang-

Llndarrg Nomor 3 l'ahurr 2006);

Peradilan dilafui<an menurut hufturn dan tidak

nrcmbedakan rrang (Pasal 5 aytt (1) Undang-

Llnclang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 58 ayat (1)

Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2006);

Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh datt campur

tattgan dari. Itmr, sem?rta*mata demi tenmrjudnya

kebenaran dan keadilan melalui penegakkan hukurr

(Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004)l
Perndilan rJilaftuftan t'{a/ant per'ridttngan ntajelis

dengan sekurang-kurangllya tiga orang hirkim clan

salah satunya sebagai keturr, sedang yang lain

sebagai anggotzt' dibantu oleh panitera sidztng

(Pas"l 15 Ilndang-lJndans Nornor 4 Tahun 200a);

rl I
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Sebagian hakim yang studi pada 52 dan 53 trkan

diarahkan ke jumsart Hukum Ekonorni;

10. Mata kuliah Hukurn Bisnis dan yang terkait selama ini
dipisahkan dan hanya diikuti oleh Hakim PN, l<ini

akan digabung dengan Hakim PA;
11. Akan diupayakan tnencari Putusan PN, PT dan MA,

menyangkut sengketa Bank Synriah pada 1l-Ias21 yang

lalu untuk dihimpun dan dikirim kedaerah-daerah

untuk rneniadi bahan acuan men)'ususn Putusan;
12. Akan diupayakan pengadaan buku-buku ekonotni

syariirh dengan dana Mahkamah Agung untuk dikirim
kedaerah-daerah;

13. I)itrpayakan ada sernacam laboatttrium "ekonomi

syzrriah" yang dimotori oleli pihak perguman tinggi;
14.Untuk mengkomutiikasikan dan mernpublikasikar"r

perkembangan pen*ionomlur Islam pedu adir maialah

Syarial-r dengan Oplag yrrng lebih besrrr, seperti yrurg

cliusahakan oleh Fakultas Ekonomi'['risakti.

I)ari langkah yang nrfuhclilakrkan oleh Mahl<amah Agtrng

tersebut mernbuktikan kesungguhan dan keseriusau Mal-rkarnah

Agung uutuk me tnpersiapkan Flakim Agama di dzrlam

menangani sengketir hukunt ekonomi Syariah. Wirlaupun

dengan clukungan Mahlcarnah Agung begitu besar terhaciap

hal<inr a€famtl, tetapi hakir-n agama ticlak boleh terlena sehingga

mengabaiki,rn perkirra-perkara yang lirin masrtk kepadirnya,

namun hakim agama tetap berpegang kepada prinsip-prinsip
perirdilan yang berpedoman kepada Undang-tJndang Dasar

Tahun 194-5, llndang-Undnae Nomor 4 Tahun 2004 tentang

kekuasan kehakimirn serta L)ndzrnq-tlndang Nouror 5 -l'ithun

2004 tentang Mahkzihrr Agung. Berdasarkirn keteutuirn tesebut

dapat cli diternukan beberirpa prinsip sebagai berikut :

l. Putusan peradilan untuk rnelinclungi segenap bangsa

Indonesia serta rnetnajukirn kese"lahteraau tttrlutn tlatl

nrer'uitrilktr kexlilur xxirl brrgi sel trrr'rh raky:tt I ndonesiir;

t..';



5. Peradilan dilaAukan deni Aeadilan berdasarkan

ketuhananYang Maba,Esa (Pasal 4 a.yat (1) UU No.
1,4/ 1,970), dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang
Nornor 3 Tahun 2006)

6. Peradilan t/ilakukan dengan sederhana, cepat, dan

biay ri.ngan (Pasal 4 ayat (2) Undans-Ur-rdang
Nomor 4 'I'ahun 2004 Pasal 57 ayat (3) tliclang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006);

7. Pentdilan tlilaftukan tnenurut hul<um dan tidak
nternbedal<an lrdng (Pasal 5 ayat (1) Undang-
Llnclang Notnor 4 'fahun 2004, Pasal 58 ayat (1)

tjndang-Undang Nornor 3 Tahun 2006);
8. Peradilan dilaftuhan belta.r dari pengaruh dan tampur

tangan dari lu.ar, semata-mata demi tennLr.iudnya

kebenaran dan keadilan melalui pe negakkan hukunr
(Pasal 14 

^yat 
(3) tlndang-Undirng Nomor 4

Tahun 2004):

i I I 9. Peradilan dilal<uftan dalam persidangan ntajelis

dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim clan

salah satunya sebagai ketuir, sedang yang lain
sebagai anggotn, dibantu oleh panitera sid'.tng
(Pasal 1-5 lJndang-Undrns Nomor 4 Tal-run 2004);

70. Pihak yang diadili menypunyai h't/t ing/<ar terhadnp

haftint .ydng Tnengodili (Pasal 28 Llndang*Llndang
Nomor 4'fahun 2004):

11. Tidak adrr biaya tidak ada perkzrra. Perkrira hanyt
bisa didaftarkan setelah dibayar panjak biaya

perkara oleh l"arg berkepeirtngur D alam putus an akhir
biaya perkara dibebankan kepacla pihak yang kalah,

kecuzrli clalam bidang perkawinan y2ulg selalu

dilxh.urlcur keparlr pilrak per4gtg.rtl peinol-ron. Biaya

perkarar ini rneliputi biaya kepirnitera:rtr, biaya

proses) dar"r biaya nrateril

12. Beracara dikenartan biaya (Pasal 121 ayat (1) IIIR/
Pasal 1,{5 ayat (40) tl.Bg.);

13. Ha&irn bersifat tnenungg'u (Prml 2 alar 0) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004);

14. Inisiatif untuk menga.jukan perkara ada pacla pihak
yang berkepenting2rn (inde ne proeedat ex o.lJicio).

Hrrkin-r h:'tnya menunggu datangnya perkara, kalau
sudah irda tuntutiut rnaka yang menyelenggarakan
proses itu adalah negara.

15. HoLin pasf'(Prcal1 1B ayat (1) IIIR, Pasal 142 ayat
(1) Rtsg);

16. Ruang lingkup pokok sengkera ditentukan oleh
pil-rak yang berkepentingan, bukan oleh hakirn;

17. Persidangan lterslat terbuka untuk urnum (Pasal 17
tlU. Undang-Undang Nomor 4 Tahur-r 2004, Pasal
59 ayat (1) Undang-Undar"rg Nornor 3 Tahun
2006);

18. Setiap persidangan hams terbuka untuk unum. tJ:
I(alau tidak, putusannya bisa berakibat tidak sah.
Kecuali apabila clitentukan lirin oleh undang-
undang, atau karena alasan penting harus climuat
clalarn berita acaru persidangan, rnaka sidang
dilakul<:rn <iengan terflitup.

19. tlntuk sidang perneriksaan perceraiirn dan
pernbatalan perkawinan berlrrku sebagai beriktrt :

zr. Pacla sitat diusahakan perdirmaian, sidrrng
terbuka untuk umum;

b. Jika tidak tercapai perda"maian rnaka siclang
dilakukan denga tertutup untuk umuln;

c. Tetapi pacla saat pernbacaan putusan, siclang
terbuka untuk Lllrllm;

d. Hukin ntendengar fredua belah pihak (Pasil 121
HIR/142 R.tlg). keclua belah pihak harus
diperlakukan sarna tli muka sidarrg;

Senghcta l tuhum E[onomi Syariah ili Pengariilan Agama-- Fartzan



e. Hakim berkuasa ntemberi ;l>erintah supaya kedua
belah pihak yang diwakili oleh kuasa"nya pada

persichugan clzrtang menghadap sendiri (Pasal 123

ayat (3) HIR);
Tidart ltarus leraat f>engacara (Pasal118 ayat (1),

Pasal 123 IIIR/ Pasal 742 ayar (1), Pasal 14

R'Bg)'
Untuk perkara tidak harus lewnt pengacara.

Para pihak secara langsung menghzxlap cli muka
hakin'r. Namun mereka juga bolel-r didampingi
oleh pengacara atu diwakili Namun
meskipun mereka telah diwakili oleh kuasa

hukumnya. I{al ini tidak rnengurangi kekuzrsaan

hakim untuk mendengar langsung secanl

pribadi. Dalam usaha clamai rnengenai perkara
perceraian, mirka para pihak walib hlclir secara

pribadi didalam persidarrgan;
Pihal< tergugat/ termohon walib dianggap tidal<

berstrlah sebelum adanya putusan pengaclilan

y2lng menyatakan kesalahannya berkekuatan
hukr-rm tetap (Pasirl B Unclarg'Un<Ltg Nornor 4
'fahun 2004);
Para pilr*hrlal<mada1vt hannnn hukunr (Pasal 28

Llnclang-tJnclang Nomor 4'fahun 2004);
hal ini untuk memberi perlindungan yang
sewajarnya kepada yang bersangkutan;
Penyitaatt hanya dapat dilaAulzan atas ferintah
tertulis dari hsftint clalam hal-hal dan menurut
cara yan€i diatur dalam Undang-Undang (Pasal

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004);
Semtra \erLara ferdata dapat diselesai.l<ttn secara

damai (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undirng
Nomor 4 'I'ahun 2004)

n. Hakim zua-fib rnentlatnaifran para pihale (pasal
130 HIR, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/ 1()74);

n. Sidang pertama clalarn perkara percerrrian,
usaha perdarnaian dapat ditenrskan selarna
perkara belum cliputr.rskan dalarn usaha
perdtrmaian. i{akim dapat meminta bantuan
kepadir orang/badan lain yang ditunjuk;

c>. HaLim nrctnbantu para pihak (Pasal 5 aat (2)
{lndang-IJndang Nomor 4 Tahun 2004 clan
Pasal 58 ayat (2) Llndang-Undang Nornor 3
Tahun 2006);

p. Dalani perkara perdilta pengatlilan mernbirntu
para pihak dan berusaha sekeras,kerasnya
mengatasi segala hirmbatan dan r.inrangirn
untuk tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan;

q. pernberitrn bantuan dan nasehat clapat diberikan
baik sebelunr siclang, selama persiclangan
m?lupun setelah perkara diputus;

r. Hakinz vLrjib nmtgarlili. setial> perkara ldltg
diajuLan kepatknlta. Hakim tidak bolel
menolak perkara dengan dalilr bahwa hukum
ticlak atau kurang jelas, rnelainkan wrr.iib untuk
n'remeriksa clan rnengaclili ;

s. Flakim wriib merguiili petitLun yang dirrjukan.
Hakim tidak boleh mengirdili lebih dari yang
diminta, kecuali unclang-unclang yang
menentul<zrn. Dalam perkara perceraian llakim
dapat mernutus lebih dirri yanE; diminta karena
jabatnnnya, berdasirrkan Pasal 14 huruf c LIU.
Perkawinan( Pasal 14 (1) Undang*Undirng
Ncrmor 4 'lahun 200,1, Pasal 7ZB ayat (2) ctan
(3) FIIR, Pasal -59 ayat (1) lJnclang-Undang
Nomor 3'l'irhun 2006):

- Sengkela Huftrrm thonomi Syariah di l)engarlilan Agana
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u.

t. Putu.ran harus disertai alasan (Pasal 23 'ayat (1')

Undang-Undang Nornor 4 Tarhun 2004, Pasal

178 aym (1) HIR, Pasal 62 ayat (1) Undang-
Undang Nornor 3 Tahun 2006). Ptttusan hakim
harus memuat dasar hukum untrk mengadili clrn

ahsaralavamya (pertimbangan hakim) sehingga

putusan itu clif irtuhkan;
Ra.l>at ?ermus))ruuratan hakim bersifat rahasia

(Pasal 17 aym (3) UU. tIn<lang-Unclang Nomor
4 Tahun 2004);
T'iap-tiap 1>enetr(>an dan f>utusan dimulai dengan

kalim at "Bismillahirro hmanirroltini' dii du ti denga

"demi keadilan berdasarkan ftetuhan.an Yang

Mrnaha Esa" (Pasal,57 Urclang-Undang Nornor
3 Tahun 2006):

w. Penetapan dan putusan hanya sah dan mentptrrtyai

l<ekuatan hukum a1>abila dincapdan dalam sidang

terbuka unhr/< untttnr (Pasal 1B llidang-Undang
Nomor 4 Tirhun 2004);

x. Tiap-tiap f>t:nrcrihsaan dan perhuatatt hal<in

dalarn penyelesaian pr:rkara horus dibuat herita

acara (Pasal 186 HIR, Pasal 96 Llndang-
Urrrlirng N,tttt,,r 3 Tithtrn 2006);

y. Terhadap setiaf> fiutusan/ perrctalan diberikatt

falan upaya huftum rnenurul Undang-Undang
(Pasal 19,20,tLtn21 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004):

z. Pelaftsrtnattn putusatt 1>engadilan uafib menjaga

terfeliharanya 1n'ihtnaruuiaan &w perilteadilan
(Pasal 33 ayar (4) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004).

I i:l
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B. KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

Perluasan kewenangan peradilan aganla di dalam
menyelesaikan sengketa irukum ekonomi islam yang
berdasarkan kepa<la Llndang-Llnclang Nornor 3 Tahun 2006
sebagai revisi Undang-Undang Nomor 7 -l'ahun 1989 tentang
peradilan agama ditanggapi oleh sebagian pihak seperti bayi
yang sehtrt dari pasangan yang serasi dan disanrbut gembira oleh
keluarga besarny:r (urnat Islam), walauptrn ada bagian kelnirrgir
yarig kaget, dalanr hal ini para hakirn pengadilnn agama."

Begitu juga, mengutip Siti F"ajriahla mengat;rknn:
"Ragairnana pun juga kapasitas mereka (hakim agama) di dalarn

melmgani ku,s niirga s)'ariah perlu clipertanyak,.rn karena
sebelurnnya rnereka hanya rnenangarri kasus nikah, talirk, dan
rujuk sa.ja".

I)ari pemikiran-pernikiran cli atas menumt penulis parzr

hakim agama memang perlu untuk dipersiapkan secara
kornprehensip. Karenir persoalarl ekonomi syirri;rh merupakan

1-iersoalan yang komplek. Berkenaan dengan persiapan hakim
a€Jama untuk menangani sengketa hukum ekonomi syariah
tersebr.rt Andi Syamsu Alam15, ketua mrlda rlrusan lingkungan
peradilan a€iama Mahakarnah Agung RI rnengatakan langkah-
lirngkah yang telah clzrn akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pacla bulan Nfaret 2006 yanq l:rlu telah clipanggil para
ketr"ra PTA selurul-r Jndor-resizr. Dara kettra PA seluruh
|abotabek, para lhkim Tinggi seluruh DKl -firkarta,
dan prara asisten yarlll menalrgani perkara di lingkungan

" Dadan Muttaqin, lJndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang peradi/an

Agama Dalam Perspektif Soslologl Hukum, disampaikan dalam Stadium General Kelas

Hakim Angkatan I Magrster Studi lslam Ull, Yogyakarta, 6 N4ei 2006
" www. Republikaonline.com diakses tanggal 25 Januan2OOftt Andi Syamsu Alam, lntplikasi Revlsi Undang-L/ndang Nomor 7 Tahun 1989

fentang Peradi/an Aganta dan Langkah Strategis Bagt Praktlsl Hukum Pengadtlan
Aganta, disampaikan pada Semiloka Revitalisasi Kurikulum Ekonomi Syariah Dalam
Menyiapkan Prkatisi Hukum Pengadilan Agama, Yogyakarta 13 Apri 2006



z.

peradilan agarna, termasuk para }{akim Agung untuk
mengikuti sosialisasi revisi Undang-Undang Nomor 7

f'ahurr 1989 yang telah disahkan oleh DPR RI pada

tanggal 21 Februari 2006;
Selanjutnya diikuti dengan sosialisasi oleh seluruh
jajaran PTA selumh Indonesia dengan penyelenggara
para Ketua PTA di daerah masing-rnasing;
Saat ini sedang berlangsung di daerah-daerah semacam

pelatihan sirrgkat atas keriasama PTA clan Bank
Syariah, bahkan ada yang bekerjasama dengan Bank
Syariah yang ada di Jirkrrrta;
f'elah diterima konsep kurikulurn pelatihan yang
clitawarkan oleh berbagai pihak arrtara lain :

a. S'I"JE, Syariah,

b. Lembaga komunik:rsi Ekonomi Syariah IAIN
Padang,

c. Kurikulurn pelatihan yang disusun oleh Pusdiklat
Mahkamah Agung RI beker.iasama dengan Po\a
Perdata Agarna IVIA RI.

Sedang disusun himpunan peraturan perundang-
undangan tentzrng perbirnkan pada umumnya dan

pebankan syariah pada khususnya untuk dikirinr
kedaerah;

Akan berpartisipasi p.rda wrt dibzrha.s RUU Perbankan

Syariah oleh DPR Rl;
Direncanakan akan mernbagi tugas-tugas peradilan
agama nrenjadi dua karnar, yiritu
a. Kamar Al Ahwalusysyahsinh,
b. Kamar Al Amwalusyahsiah.

F{akim pada setiap kamar tidak boleh berganti-
ganti dan harus profesional pada bidangnya.

Mahkarnah Agung sedang mempersiapkan angararl

untuk pelatihan khusus ekonomi syariah para hakirn

peradilan agama;

9. Sebagian hakirn yang studi pada 52 dan 53 akan
diarirhkan ke jumsan Flukum Ekonomi;

10. Mata kuliah Hukunr Bisnis dan yang terkait selama ini
dipisahkan dan l-ranya diikuti oleh Hakim PN, kini
akan digabung dengan Hakim PA;

11. Akan diupayakan mencari putusan PN, PT dan MA,
rnenyangkut sengketa Bank Syzrriah pada masa yang
lalu untuk dihimpun dan dikirim kedaerah-daerah
untuk rnenjadi bahan acuan rnen)'ususn putusan;

12. Akan diupay:rkan pengirdaan buku-buku ekonomi
syariah dengan dana Mahkarnah Agung untuk dikirim
kedaerah-daerah;

13. I)itrpayakan ada semacam laboaturium "ekonomi
syariah" yang dimotori oleh pihak perguruan ringgi;

14.Untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan
perkembangar-r prekonornitr Islam peftr ada rnajalah
Syariah dengan Oplrrg ynng lebih besar, seperti yang
cliusahakan <;leh Fakultas Ekonomi Trisakti.

l)ari langkah yang nrlahclilalcrkn oleh Mahl<irmah Agung
tersebut rnembuktika' kesu'gg.ha' dan keseriustrr Mahkamah
Agung untuk n-rernpersiapkan Ilrrkim Agarla di dalam
rnenangani sengketa hukurn ekonomi Syariah. Walaupun
clengan <lukungan Mahl<a"rnah Agung begitu besar terhadap
hahim agama, tetapi hakim agama tidak boleh terlena sehinqga
mengabaiktur perkara-perkarir yang ltrin masuk kepadirnya,
namun hakim agama rerap berpegang kepada prinsip-prinsip
perzrdilan yang berpedoman kepada lJnclang-tJndang l)asar
Tahun 194-5, tlndang-{}ndnag Nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasan kehakiman serta tlndang-tlnclang Nomor 5 'l'ahun
2004 tentang Mahkahtr Agung. Berdasarkan ketentuan tesebuf
tlapat di ditemukzrn beber:rpa prinsip sebirgai berikut :

l. Putusan perirdilan untuk rnelinclungi segenap birngsa
Lrdclnesia serta rnemajukirn kesejahteraan umurn clan
nrewujudkln kerlilur scxialbagi selumh rirkyat I ndonesiir;

4.
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Prinsip peradilan di lakrkan demi keadilan berdzrsakirn

ketuhanan Yang lVIaha Esa;

Prinsip kernandirian hakim;
Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkam;
Hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai, serta

rasa keadilan yang cukup dalam masyarakat.

Berdasarkan prinsipprinsip prradilan tersebut dirrurk*rlkan agirr

putusan hakirn dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat, dan juga pada prinsipnya hakim di Indonesia
termasuk hakim apfama, tidak boleh besifat legistik, karena poin
terakhir dinyillnLotr bahwa hakirn rnenggarli, mengikuti, dan

memahami nilai rasa keadilan yanu cukup dalam masyarakat.

Dengan kata lain menurut Basir lvlanan seperti dikutip oleh
Muksin Asrof, to bahwa sesung;uhnya prtusan hakim ticlrk boleh

sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar rnerneliharir
ketertiban, teapi putLrsan hakim harus befungsi mendorong
pebaikan dalirm masyarakat dan membangun hannonisasi sosial

dalam pergaulan. Hirnya dengan c;ua itu, menurutrya putusan
hakim akan benar dan adil.

Dengan kata lain bagi hakim agama nantinya di dalam
menangani sengketa hukun'r ekonomi syariah tidak sekeclar

rneniadi penqakhuhun yang be4reran nrerunfipkrn kepastian hukum,
tetapi juga memantapkan keaclilrr-r.r7 Hal itu sectrra resmi
tercantunr dalam Prrsal 4 ayat 1 Undang*Llnclang Nomor 4Tahun

20)4 te ntan g keku as aan ke hirki m an b ahw a, deini kerliLui bedasar{<ar

ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kaitan ini, peran hakim bersifat spritual, bukan
lahiriah. Oleh kareua itu, tidak salah iika dalam penielasan

tu Mrkhsin asyof, Asas-asas Penemuan Hukum dan Penclptaan Hukunt oleh Haklm
dalam Proses Peradilan, dalam varia peradilan, Tahun xxi No.252 November 2006, hal.

85

'tBisman Siregar, Hukum, Hakitn rJan Keadilan Tuhan, (jakarta. Gema Insani Press,

19es) , h., 34 36

undang-Lurclug kelrakiman (1ang menyarg!.crt kekuasaan kehakirnan)
dengan tegas dicantumkan peran dan t.nnggung jawrrb hakim
dalarn mewujudkan keadilan.

Disarnping yang lahiriah, terdapat tanggung jawab hakirn
yang bersif'at batiniah, yaitu bahwa karena sumpah jabatannya,
dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri
sen<liri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada
Tuhan Yirng Mahrr Esa, yang dalam undang-undang ini
dirumuskan clengan ketenruan bahwa pengaclilan dilakukan
derni keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha E,sa.
(Penjelasan I umum, butir enam, alenia terakhir.)

Dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 14 ayat1, serta Pasal28
ay^t 1 Llidang-Undang Nomor 4 'I'ahun 2004 beserta
penjelasannya, secara tersirat tan-rpak bahwa hukum hanya
sekedar sarana, bukan tujuan. Disarnping itu, tanggung jawab
hakirn meliputi :

1. Memutus zltas nama Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 4
ayat 1),

2. Nlemutus setr.gai h.*irn yang bii.aks.rnr dan bertanggung
jawab, pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 4
ayat 1),

3. Mengadili, rnenemtrkan, clm nrennrttnlvur hril<um yang
sesuai dengan rasa kadilirn yang l-ridup dikalangan
rakyat (Pasal2B ryat 1).

Pasal-Pasal tersebut menyimpulkan, sungguh luhur dan
rnulia penegirkan hukurn dinegara yang dijiwai oleh Pancasila
ini.

Demil<ian .luga bagi hakim di lembaga per:adilirn a[Jama,
perluasan kewenangan peradilan agama dirlam Undang-Undang
Non.ror 3 Tahun 2006, tentu menjadi tllntangan bagi aparatur
peradilan agama, terutanla hakim. Sebab hakim ditr,rnflrt untuk
memahami segala perkara yang meniacli konrpetensinya. Hal ini
sesuai adigium ius curia novit ltl.l<nr clianggap tahu irkan

2.
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4.
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hukr.rrnnya, sehingga hakim tidak boleh meuolak untuk
memeriksa perkara dengau dalih irukumnya tidak attru kurtrng

lelas.'

Keniscayaan hakim untuk selirlu rnemperkaya pengptahu.tr

hul<rm,.it6"a sebagi rbwrh pertar4g.urgf zrw'aban mo rzrl atas klai nr b ahwa

apa yang teltrh diputtrs oleh hakim harus dianggirp benar, re.s

iudikata ?ro rteriate habetur. Scotenle dalarn bukunya

Handleiding tot de beoJening rtan het Nederlandsch Burgelickj

Recht: Algenteen Dee l,

Diter:lemahkan oleh Hartono, Siti Soemantri mengatakan

bahwa:
Ilmu pengetahun urerupakiru sumber untuk
mendapatkan bahiur g.ura mempreftangunjrntaftican putusin hakirlr

di cLrlrun prlirnbanganrila Kewibawaan penge trlhuart kucrn
cliduhugbeh pari'peirgikutnya serta birsi fat ob"l ektif d ari
pada ilrnu pengetahtutn itu scudiri meuyebabkarr
putuszur hakim beinilai objektif pula.

Betapir pentingnya ilmu pengetahuan dikrrtakan oleh

Scoten (1993.135) bahwi'L :

"h:lnya dengan mengkuti ihnu pengetahunu ini hakirn
dapai ttremberikan 

-ieinpat bagi putusannya didalam
system hukunt yln tlipelltrktrn. 'l'anpa itu putusan akan
rienzrmbang, erlal t"bi.ktif dirn 

-ticlak -meyakinkan,

mskipun keputusanitu dapat dilakszrnakan,

Pacla dasartrya para hakim pengaclilan agamzr telah

meniiliki lat:rr belakang pendidikan hukum Islarn, yang

diantaranya adalah fiqh muantalah, namvn sesuugguhnya itu

l8Dadan Muttaqien, Paradlgma baru Peradilan Agama Pasca Reformasl, (Makalah

drsampaikan dalam Semiloka Revltalisasi Kurikulun Ekonomi Syariah dalant Menyiapkan

Praktisi Hukum Pengadilan Agama.'Suatu Akomodasi dari Revrsi Undang Undang Nomor

7 tahun 1989 tentang Peradllan Agana, di Universitas lslam Indonesia Yogyakarta)., h 3
re Handleiding tot de beofening van het Nederlandsch Burgellckj Recht 'Algemeen

Deel, dilerlemahkan oleh , Hartono, Siti Soemantri, Peltuntun dalant Mempelaiari

Hukunt Perdata Belanda,I993 Gajah mada University Presss, Yogyakara hal 135

belum crlkup untr.rk menghadapi permasalahan ekonorni syariah
ya"ng berkenbang sela.ma irri. Oleh krrrena itu, ada beberapa hal
penting yirng meniatli "pekeriiran rumah" para hakirn pengadilan
agama terkait Frluas-an l<elvenangamya clalam menangani sengketa
perekonomian syariah.

Pertarna, terus meningkatkan wawasan hukurn tenfang
perekonomian syariah clalam bingkai regulasi Indonesia dan
aktualisasi fiqh lslrrnr. Kedua, rnernpunyai wilwilsiln mernadai
tentang procluk layanan dan mekanisme operasional clari
perbankan syariah, lernbaga keuangan rnikr.o syariirh, reksirdana
syariah, obligasi dan surat berharga berjangl<a menengah
syariah, clirrra pensiun lembaga keuangan syariirh, dan bisnis
syariah. Ketiga, meningkatkan wawasar] lrukum te ntang prediksi
terjadinya sengketa clalam al<acl yang berbasis ekonomi syariah.
Selain itLr, perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum clalam
peraturnn dan perundang-unclangan, .juga konsepsi dalam fiqh
Islarrr. Keemf>aL nrengikuti terus pekerribangan produk htrkum
yang berkuitan dengarr keuangan syariah, baik unclang-urld2rng,
srrrat eclrrran Bank Indonesia, peratur:an llank Indonesia, clan
lain sebagainya.

Guna mengantisipasi kekosongirr-r hukum dalam
penyelesrrian persoalan-persoalan ekonorni syariah bagi hakim
di pengadilan agitlna, n)enumt sejumlah pakar cligunakarr
instnrrnen peraturan llank lnclclnesia dan F ar:wa. Namun
menurut mereka tidak menyelesaikan rnasalah, sebab Peratur:rn
Btrr-rk Indonesia (PIil) sangatlah ticlak memadai untuk dija<likan
rujukan drrlam memutus perkara ekonorni syariirh, karena
peraturan yang dil<eluarkanya hanya berkaitan dengan masalah
perbankan, sedrugkrur mrnel.rh hrilaun ek'lnomi srarirfi lainnya ticlak
cliirtur, karena bukan wewenangnya. Demikian pula fatwa-fiatwa
D ewa n Syari ah Nirsiorul, rlain kuilrdukalculya s ec ara ko n sti tu s i o n al
tidak kuat dalam hirarki peraturan perundaug*undangan di
lnclonesiu, fatwa tersebut .iug" masih sanf;at r:ingkas,

I
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karena hanya berupa intisari (matan) yang membutuhkan
penjelasan rinci. 20

Namun demikian, baik peraturan Bank Indonesia,
maupun fatwa Dewan Syariah Nasional bisa diiadikan sebagai

salah safu materi dalam penyempurnaan KHES y^ng
disesuaikan dengan pedanrbangan akivios di zaman
modern ini.

I ..:'ti

2oAgustianto, Merumuskan Kompilasi Hukum

www.pkes.com

- 
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-
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- 
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A. KESIMPULAN

Penyelesaian hukum sengketa ekonomi syariah sebelum
lahirnya u'dang-u'dang Nomor 3 Tahun 2006 dilaksanakan ":::*.*
rnelalui badan arbitrase dalam hal ini adalah B.syarnas (Bada.
syariah Nasional). Penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah
oleh basyarnas bisa dilakukan sepanjang kedua belah pihak setuju,
yang dicantumkan di dalam klausul rnengenai penyelesaian
sengketa melalui arbitrase. Selain jalur arbitrase dalam penyelesaian
sengketa hukum ekonomi syariah juga rnelalui mediasi atau
negosiasi berdasarkan prinsip zlin-zuitt so\utiort.

_ Bahwa perluasan kewenangan peradilan agama, yung
diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000
ternyata memunculkan pemasalahan hukum. Hal ini disebabkan
karena substansi Pasal 49 dan penjelasannya kurang jelas dan
kabur, serta menirnbulkan multitafsir, sehi'gga berlmplkasi
kepada pencari keadilan dalam menyelesaikan* perkara huk'n
{<onomi s1ariati Kemudian keberadaan Kompilasi }{ukum
Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan peraturan Mahkamah

BAB VI

PENUTUP
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Agung Nomor 2 Tahun 2008, hingga saat ini masih beltrm

sempurna sebagai mlukan bagi hakim seiring dengan btrnyaknya

persoalan ekonomi syariah y^ng secara materil belum

iliakomodir clalam KHtrS. Begitu juga belum adanya dengan

landasan formil dalam menangani sengketa ekonomi syariah

clikhawatirkan terjadinya disparitas puflrsan' sehingga asas

kepzrstian I'rukum dalam sebuah peradilan tidak tercapai.

Bahwl penyempllrllaan KHES merupakan suatu

keharusan sebagai salah satu strategi dalam penyelesaian ekonomi

syariah. Perryernpuraan K[{]lS ini dilakukan dengan senantiasa

memperhatikan kondisi sosiologis dan psikologis barrgsa

Inclonesia, serta nenggunakan bahasa hukum yang jelas dan

muclah di pahami sangat perlu dilakukan. Strategi lain adalah

dengan mempersiapk;tn para hakim agama yang handzrl, clan

kompeten dalam menangani sengketa hukum ekonomi syariah

dengan rnemperkaya pengetahuan hrtkum di bidang ekonomi

syariah, maupull hukum ekonomi konvensional di Indonesia'

B. SARAN

Pertanta, kepada hakim agama harus melaksanakan

proses peradilan untuk setiap perkara ekonomi syariah yar-rg

masuk dengirn tet2rf memegang prinsip-prinsip peradilan,

sambil rnenunggu hirsil revisi KIIES dengan forrnat yang ideal'

Kerlua, memperhatikan kek$ur.rr stihstarxi P'asal 49 Undang-

Unclang Nomor 3 Tahun 2006, maka sebaiknya bagi pembuat

Unclang-Undang untuk memasukkan kata "orang noumttslim"

atau "badan hukum" di pasal yang terpisal-r di dalam Pasal 49

Undang-Undang Non-ror 3'l-ahun 2006.

Ketiga, bagi para pitr.rk yarg ted<ait di dalun penpqmmarn

KI-ItrS An 
"at - utuk eup men4rerlutikan aspek sosiologis dan

psikologis masyarakat Indonesia serta diperlukan dukungan

inoril dari berbagai pihak terhadap hakim pengadilan aga*ra di

clalarn menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah'
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